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ABSTRAK

Shinta Rahayu, 2023, Dosen Pembimbing, Dr. Martoyo, S.H.l., M.H.,
“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Human Resource Development (HRD)
Manager Dengan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018)”.

Penelitian ini membahas mengenai persoalan dalam praktik perjanjian
kerja secara lisan. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761
K/Pdt.Sus-PHI/2018 yang berisi pokok permasalahan yakni pihak tergugat selaku
perusahaan yang tidak mengakui hubungan kerja antara penggugat dan tergugat.
Meskipun terdapat bukti yang memperkuat fakta adanya hubungan kerja tersebut,
majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hanya berpaku pada undang-undang secara
tekstual saja. Sehingga dalam pelaksanaannya putusan Mahkamah Agung Nomor
761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tidak mengandung unsur kepastian hukum, keadilan
serta kemanfaatan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana dasar
pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) tentang tenaga kerja dengan
perjanjian lisan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018? 2) Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan? 3)
Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 terhadap perlindungan tenaga kerja dengan perjanjian lisan?. Penelitian
ini bertujuan untuk mengatahui dasar pertimbangan hukum hakim (Ratio
Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018,
mengetahui relevansinya dengan’ asas-asas’ perjanjian dan asas keadilan serta
mengetahui akibat-hukum dari putusan tersebut.

Peneliti - ‘menggunakan  jenis" ‘penelitian “yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, kasus dan ; konseptual. Dengan teknik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
studi kepustakaan yang kemudian diperoleh bahan-bahan pustaka seperti
perundang-undangan, buku, jurnal, kitab hukum, skripsi, tesis, putusan hakim dan
lain sebagainya. Adapun dalam analisis bahan hukum peneliti menggunakan
deskriptif kualitatif sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi dalam
menjawab permasalahan penelitian.

Kesimpulan penting yang diperoleh yaitu: 1) Dasar petimbangan hukum
hakim pada pokoknya adalah hakim beranggapan bahwa tidak terdapat bukti
adanya perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat sehingga hakim
menyimpulkan bahwa tergugat tidak memiliki hubungan kerja dengan penggugat.
2) Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tidak
relevan dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan 3) Karena perjanjian kerja
secara lisan antara penggugat dan tergugat tidak di akui dalam putusan tersebut,
maka akibatnya penggugat tidak mendapat perlindungan hukum sebagai tenaga
kerja yang terikat perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan/majikannya.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian Kerja, Lisan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sesuai
dengan nilai-nilai dan pola tatanan masyarakatnya. Indonesia yang telah
mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentunya juga memiliki sistem hukum.
Menariknya, ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum
Eropa Kontinental, Hukum Islam dan Hukum Adat.* Sudikno Mertokusumo
mengumpamakan sistem hukum Indonesia seperti gambar mosaik, yakni
sebuah gambar yang dibagi menjadi bagian kecil yang kemudian disatukan
lagi sehingga terlihat utuh dan terlihat sama seperti semula. Artinya tiap-tiap
bagian tersebut tidak akan: bisa berdiri sendiri karena tiap-tiap bagian tersebut
saling berkaitan.?

Sebagai pedoman dalam mengatur- pola tatanan masyarakat, hukum
haruslah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam suatu
masyarakat. lronisnya, Indonesia yang pernah dijajah oleh kolonial Belanda
sampai saat ini masih menggunakan produk undang-undang mereka yang
dibuat sesuai dengan pola tatanan masyarakat mereka. Karenanya beberapa
poin dari undang-undang tersebut yang tidak relevan dengan corak dan prinsip

yang telah berkembang di masyarakat kita.’

! Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 1.

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1999), 101.

% Artidjo Alkostar, ldentitas Hukum Nasional (YYogyakarta:Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 1997), 8-11.



Seperti halnya dalam melakukan salah satu hubungan hukum yakni
perjanjian, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi lisan dan
kepercayaan. Oleh karenanya sebagian besar masyarakat Indonesia dalam
melakukan suatu perjanjian cukup dilakukan secara lisan saja karena memang
sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi
lisan dan kepercayaan. Dalam budaya Indonesia, kepercayaan yang diucapkan
melaui perkataan seseorang merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Sehingga
atas tuntutan kesusilaan tersebut, maka sudah menjadi aturan yang mutlak
dalam masyarakat bahwa manusia yang bermartabat harus dapat di pegang
perkataannya (dipegang omongannya). Berbeda dengan budaya Belanda
dalam sistem Eropa Kontinental yang mempunyai budaya tulis, sehingga bukti
utama dalam budaya mereka adalah tulisan sebagaimana sumber hukum utama
mereka yang berupa Undang-Undang.*

Salah' satu produk peraturan ‘perundang-undangan Belanda yang di
adopsi ke Indonesia yakni-Burgerlijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Karena belum adanya undang-
undang baru sebagai pengganti KUH Perdata maka peraturan perundang-
undangan tersebut sampai saat ini masih diberlakukan sebagai dasar dalam
bidang hukum keperdataan di Indonesia sebagaimana yang telah tertulis dalam
Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yakni:

* Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat (Yogyakarta: PRESSindo, 2009), 173.



“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama
belum diadakan peraturan yang baru”.

Meski begitu, saat ini produk perundang-undangan yang kita adopsi
dari Belanda tersebut tidak dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang
timbul dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Salah satunya yakni tidak
terdapat aturan dan penjelasan yang mengatur mengenai perjanjian lisan atau
tak tertulis. Tidak adanya aturan mengenai hal tersebut bukan hanya karena
karakteristik dari sistem hukum mereka yang memiliki budaya tulis saja, tetapi
juga dalam sistem hukum Eropa Kontinental menganut filsafat positvisme
hukum yang meyakini bahwa bukan keadilan dan kemanfaatan yang menjadi
tujuan utama hukum, akan tetapi kepastian hukumlah yang menjadi tujuan
utama hukum. Filsafat positvisme hukum lebih memprioritaskan sesuatu yang
sifatnya pasti atau positif dan menatakan bahwa hanya yang bersifat pasti saja
yang bisa menjadi patokan dalam menilai suatu kebenaran.’

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum yang baik ialah
hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan
merupakan cerminan dari nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam suatu
masyarakat.® Maka dari itu selain sistem Hukum Eropa Kontinental, Indonesia
juga menggunakan sistem hukum yang mencerminkan nilai dan cita-cita
hukum Indonesia yakni Hukum Adat atau yang dikenal sebagai hukum yang

hidup (living law). Dengan adanya pluralitas hukum di Indonesia ini maka

® Zaka Firma Aditya, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas
Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia” Jurnal
Rechts Vinding, Volume 0, Nomor 1, (April 2019): 41-42.

® Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan
Nasional (Bandung: LPHK FH Unpad-Binacipta, 1976), 8.



hukum yang berkepribadian Indonesia adalah yang lebih tepat untuk dijadikan
landasan hukum dalam mengatur tata masyarakat.” Karena selain hukum
tersebut mencerminkan nilai dan cita-cita Indonesia, hukum yang seperti itu
juga relevan dengan kebutuhan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia.

Akan tetapi melihat realitas yang terjadi dalam perkembangan hukum
saat ini bahwa hukum di Indonesia semakin diarahkan pada sistem hukum
yang tertulis (Eropa Kontinental) sehingga karena hal tersebut eksistensi
hukum adat di Indonesia semakin ditinggalkan. Padahal dalam suatu
mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jika suatu
peraturan perundang-undangan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakatnya, maka tentu akan mendapat penolakan dari masyarakat
itu sendiri.?

Seperti' yang telah dijelaskan sebelumnya; bahwa dalam KUHPerdata
yang merupakan undang-undang warisan-Belanda tersebut tidak mengatur
mengenai perjanjian lisan. Tentunya jika dilihat dari kebiasaan masyarakat
Indonesia serta ciri khas budayanya yang menjunjung tinggi lisan dan
kepercayaan. Karena tidak adanya aturan yang mengatur kebiasaan
masyarakat terkait perjanjian lisan maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya

kekacauan terhadap hukum itu sendiri.

" Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Bandung:
P.T. Alumni, 2002), 21-24.

® Lastuti Abu bakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam
Membangun Sistem Hukum Indonesia” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No. 2 (Mei 2013): 319-
322.



Indonesia  berdasarkan undang-undang juga bertugas untuk
menciptakan lapangan kerja kepada warga negaranya. Tidak hanya itu, negara
juga berkewajiban untuk menjamin semua pihak dalam suatu hubungan kerja
agar mendapat penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang adil.’
Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD
1945:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja.”'?

Dalam hal ini maka wajib bagi pemerintah untuk memberi
perlindungan kepada seluruh hubungan hukum yang dilakukan masyarakat
hingga kemudian muncul dan berkembang istilah perlindungan hukum.
Pembahasan dan persoalan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan
diatur . dalam Undang-Undang, -Nomor .13 . Tahun .2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Adanya hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan
dikarenakan para pihak tersebut melakukan perjanjian kerja. Artinya
hubungan kerja tidak akan tercipta apabila sebelumnya tidak pernah ada suatu
perjanjian kerja.

Oleh karenanya eksistensi perjanjian kerja merupakan suatu hal yang

esensial karena perjanjian kerja merupakan dasar mengikatnya hubungan

% Tanti Kirana Utami dan Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, “Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial” Jurnal limu Hukum, VVol.3, No. 2, (2016): 409,
https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a10.

19 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat
(2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
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kerja."! Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-
Undang Ketenagakerjaan:

“Hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah berdasarkan
perjanjian kerja”.

Dalam pandangan ilmu sosiologis kedudukan pekerja dalam hubungan
kerja merupakan kedudukan yang lemah. Sehingga persoalan yang kemudian
terjadi ketika pengusaha bersikeras terhadap kehendaknya maka pekerja
sangat Kkesulitan untuk menentang kehendak tersebut. Maka dalam hal ini
perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan hal yang sangat penting
untuk dioptimalkan demi terjaminnya hak-hak dasar pekerja.’? Untuk itu
pemerintah mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Salah satu dari aturan turunan tersebut yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, JAlih. Daya, Waktu Kerja Dan  Waktu - Istirahat, . Dan Pemutusan
Hubungan Kerja.

Melalui dibentuknya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk
mewujudkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Dengan adanya peraturan
ini maka dapat mencegah terjadinya perselisihan antara pekerja dan
perusahaan. Dalam hal ini niat dan upaya pemerintah dalam mencegah
terjadinya sengketa yang merupakan suatu kemudharatan, sesuai dengan salah

satu kaidah figih yakni:

' Meggamillanda Ihclasul Ummah, “Perlindungan Hukum Kuli Bangunan Yang
Terikat Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 3.

2 Fauzi Sumardi dan Ridho Mubarak, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja
Yang Dibuat Secara Lisan Juridical Review Of Work Agreements Made Orally” Jurnal limiah
Penegakan Hukum, (Desember 2018): 9.
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Artinya:  "Mencegah mudharat (kerusakan) lebih utama daripada
mendatangkan kemaslahatan™. 13

Islam sendiri memperbolehkan segala bentuk kegiatan transaksi antar
manusia selama transaksi tersebut tidak bertentangangan dengan prinsip-
prinsip muamalah dalam Islam.** Selain itu syarat sah perjanjian tertuang
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang
Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
1. kesepakatan kedua belah pihak;

2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.™

Berdasarkan syarat sah perjanjian kerja diatas maka dapat diketahui
bahwa tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja harus
dibuat secara tertulis. Artinya, perjanjian kerja yang dibuat secara lisan dapat
dikatakan sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa
perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Erich Fromm
mengatakan dalam buku yang berjudul Hukum Adat dan Modernisasi Hukum

sebagai berikut:

3 Khairunnisah, “Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No. 5
Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maslahah Mursalah” (Skripsi, UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 41.

Y Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam
(Yogyakarta: Ull Press, 2000),8.

> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Pasal 52 Ayat 1.



“Bahwa suatu hubungan kerja modusnya adalah saling menjadi bukan

memiliki. Hal tersebut bisa saja terjadi jika saja dalam hubungan kerja

tersebut memenuhi syarat persamaan, kerjasama, keterbukaan serta

kepercayaan. Apabila asas hubungan kerja ini dapat menjadi pedoman

bagi pekerja dan majikannya maka sifat hubungan kerja tidak perlu

dilakukan secara kontraktual atau tertulis.”*®

Apabila mengamati realitas yang terjadi, meskipun perkembangan
masyarakat semakin maju, sebagian besar tenaga kerja masih mengikat dirinya
dalam hubungan kerja dengan perjanjian kerja secara lisan. Tidak hanya yang
bekerja sebagai kuli bangunan, bahkan HRD Manager suatu perusahaan juga
mengikat dirinya dalam hubungan kerja dengan perjanjian kerja secara lisan.

Akan tetapi walau pada akhirnya mereka menyetujui perjanjian kerja
yang hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut menempatkan pekerja dalam
keadaan yang dilematis.'” Di satu sisi para tenaga kerja tersebut membutuhkan
pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, semetnara apabila perjanjian
kerja hanya dilakukan secara lisan maka ini.dapat merugikan pihak pekerja.
Selain pekerja yang memiliki ,posisi yang lemah dibanding pihak pemberi
kerja, karena semakin canggihnya teknologi ada banyak cara yang
memungkinkan pihak yang lebih kuat posisinya untuk melakukan hal yang
diluar kesepakatan sehingga mengakibatkan jaminan perlindungan hukum
bagi para pekerja sulit didapatkan.

Realitas permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan tersebut serupa

dengan permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761

K/Pdt.Sus-PHI/2018. Realitas permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan

* M. Syamsudin, Endro Kumoro, dkk, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum
(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), 222-224.
" Meggamillanda Ihclasul Ummah,5-6.



tersebut serupa dengan permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018. Yang mana dalam putusan tersebut majelis
hakim tidak memandang bahwa perjanjian kerja secara lisan sejatinya diakui
oleh undang-undang. Meskipun bukti-bukti yang diajukan di persidangan
menguatkan fakta bahwa benar telah terjadi perjanjian kerja secara lisan antara
penggugat sebagai tenaga kerja dengan tergugat sebagai perusahaan tetapi
majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut

Permasalahan ini bermula ketika Tergugat mengangkat Penggugat
secara lisan sebagai HRD Manager di perusahaannya pada tanggal 1 April
2013. Sejak saat itu hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berjalan
sebagaimana mestinya hingga pada bulan April 2017 Penggugat diberhentikan
secara sepihak oleh Tergugat sehingga hubungan kerja tersebut Tergugat
akhiri dengan liktikad tidak baik."®

Tergugat dalam hal ‘ini"telah ‘'melanggar ketentuan dalam Pasal 151
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1), (2) dan (3) karena Tergugat
tidak berusaha untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja antara
Tergugat dan Penggugat tersebut. Perusahaan (Tergugat) tidak boleh
seenakanya saja melakukan pemutusan hubungan kerja kecuali pekerja yang
bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh
pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.® Adapun dalam hal ini

berdasarkan Pasal 152 UU Nomor 13 Tahun 2003 ayat (3) Penggugat berhak

'® Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PH1/2017/PH1.Bdg., 2-3.

9 Nikodemus Maringan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan” Jurnal llmu Hukum, Vol. 3, (2015): 3.
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dan dilindungi oleh Undang-undang untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana
yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Setelah putusan ini disampaikan kepada kedua belah pihak, Penggugat
tidak puas dengan isi putusan tersebut sehingga Penggugat melakukan upaya
hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018. Akan tetapi majelis hakim menyatakan bahwa putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan yang diajukan
oleh pemohon kasasi tersebut harus di tolak.?°

Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi tersebut, maka tentu saja
dapat dilihat bahwa aturan mengenai kekuatan perjanjian lisan memang belum
mampu memberi perlindungan secara maksimal terhadap seluruh pihak yang
mengadakan_perjanjian: tersebut. . Benarlah' kiranya apabila dalam Undang-
undang buatan Belanda tersebut tidak memberi ketentuan dan.aturan dalam
melakukan perjanjian secara lisan ‘karena memang budaya mereka yang
mengharuskan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik maupun
privat harus dibuat secara tertulis yang mana hal ini berbeda dengan budaya
Indonesia.

Di Indonesia banyak pekerja yang melakukan perjanjian kerja hanya
secara lisan dengan pihak yang memberi pekerjaan. Tidak hanya para pekerja
yang bekerja sebagai kuli bangunan atau pegawai kantor saja, bahkan pegawai

perusahaan yang memiliki jabatan sebagai HRD Manager saja juga melakukan

2 pytusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018., 5-6.



11

perjanjian kerja secara lisan. Karena tidak adanya regulasi yang secara rinci
mengatur kebiasaan yang telah menjadi prinsip dan ciri khas masyarakat
Indonesia tersebut, maka ditemukanlah suatu interpretasi bahwa Undang-
Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya yakni Undang-Undang
Cipta Kerja masih belum maksimal dalam memberi perlindungan hukum
terhadap pekerja yang mengikat dirinya dalam hubungan kerja dengan
perjanjian kerja secara lisan.

Karena permasalahan ini sangat penting untuk diteliti, maka peneliti
tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait keabsahan dan
kekuatan perjanjian kerja secara lisan di Indonesia. Sehingga nantinya dapat
menghasilkan penemuan hukum yang dapat menunjang tercapainya kepastian
hukum terhadap pekerja dalam mengidentifikasi keabsahan perjanjian kerja
secara lisan _yang' disesuaikan dengan ‘asas perjanjian dan asas keadilan.
Dengan berbagai penjelasan latar belakang diatas-peneliti-hendak melakukan
penelitian dalam bentuk penelitian skripsi-dengan judul “PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI TENAGA KERJA HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT (HRD) MANAGER DENGAN PERJANJIAN KERJA
SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR

761 K/PDT.SUS-PHI1/2018)”.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, agar titik fokus

pembahasan menjadi lebih jelas maka dalam penelitian ini perlu adanya
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penyusunan fokus penelitian.?* Di antara fokus penelitian dalam penelitian ini

antara lain:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) tentang
tenaga kerja dengan perjanjian lisan dalam putusan Mahkamah Agung
Nomor 761 K/Pdt.Sus-PH1/2018?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 telah
sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan?

3. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 761
K/Pdt.Sus-PHI/2018 terhadap perlindungan tenaga Kkerja dengan
perjanjian lisan?

C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan fokus penelitian diatas maka penelitian ini
memiliki tujuan-sebagai- berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim- (Ratio Decidendi)
tentang tenaga kerja dengan perjanjian lisan dalam putusan Mahkamah
Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018;

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara putusan Mahkamah Agung Nomor
761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan;

3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perlindungan tenaga kerja
dengan perjanjian lisan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 761

K/Pdt.Sus-PHI/2018.

21Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember 2021 (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
2021), 45.
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D. Manfaat Penelitian
Dari pemaparan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi serta beberapa manfaat, baik manfaat
yang bersifat teoritis dan juga praktis.”* Adapun manfaat dalam penelitian ini
antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam
pengembangan dan penguatan teori keabsahan perjanjian kerja secara
lisan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih bahan referensi baik bagi pengemban ilmu hukum maupun
masyarakat-pada umumnya dalam menggali persoalan terkait keabsahan
perjanjian’ kerja secara ‘lisan. ' Serta ‘peneilitan’ini- diharapkan dapat
berkontribusi dalam penyempurnaan-regulasi terkait perjanjian kerja
secara lisan di Indonesia.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah berisi pengertian dan penjelasan dari istilah-istilah
penting dalam judul yang akan diteliti agar kemudian tidak terjadi
kesalahpahaman dengan istilah yang dimaksud peneliti. Berdasarkan judul
penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Human Resource

Development (HRD) Manager Dengan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi

22 Tim Penyusun, 46.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018)”, maka uraian
definisi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan ialah
suatu proses, cara dan perbuatan melindungi. Adapun perlindungan hukum
merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga
subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.?®
Tenaga Kerja

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah:

“Setiap orang yang mampu  melakukan  pekerjaan  guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.”2
Human Resource Development (HRD) Manager

HRD 'Manager ‘adalah setiap ‘orang. yang bertanggung jawab
memimpin divisi human-resources dalam suatu perusahaan. Tugas umum
HRD Manager adalah mengelola sumber daya manusia dan menunjang

seluruh kebutuhan operasional perusahaan sehingga tujuan perusahaan

dapat tercapai semaksimal mungkin.?®

874.

% Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989),

#gekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 2.

% Tati Harihayati dan Utami Dewi Widianti, “Model Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian Di PT.XYZ”,(makalah disajikan pada Seminar Nasional Teknologi Informasi dan
Multimedia, STMIK AMIKOM Yogyakarta, 4 Februari 2017), 133.
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4. Perjanjian Kerja Secara Lisan

Menurut KBBI perjanjian ialah persetujuan yang dilakukan secara
tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang
mana para pihak sepakat untuk mentaati isi dari persetujuan tersebut.”®
Menurut Kamus Hukum perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat
oleh dua pihak atau lebih yang dilakukan secara tertulis maupun lisan dan
para pihak sepakat untuk mentaati isi persetujuan.?’ Perjanjian kerja
berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 adalah:

“Suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban
kedua belah pihak.”

Adapun perjanjian kerja secara lisan berarti perjanjian yang dibuat oleh
pekerja dan pengusaha dengan kesepakatan secara lisan tanpa adanya
penandatanganan yang tertuang dalam suatu tulisan.?

5. Putusan Mahkamah Agung

Definisi putusan adalah sesuatu’ yang telah diputuskan.” Sedangkan
Mahkamah Agung adalah badan tertinggi yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman.®® Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang
dijatuhkan oleh Mahkamah Agung selaku pengadilan tingkat tertinggi atas

suatu sengketa yang bersifat final, mengikat serta berkekuatan hukum

tetap.

% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar lkthasar Indonesia Edisi Ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

27 sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 363.

%8 Sumardi dan Mubarak, 8.

% Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),1239.

% Sugono, 966.
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Berdasarkan pemaparan definisi dari istilah-istilah diatas, maka yang
dimaksud peneliti dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi
Tenaga Kerja Human Resource Development (HRD) Manager Dengan
Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 761
K/Pdt.Sus-PHI/2018)” adalah peneliti ingin mengkaji secara mendalam
terhadap putusan Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 yang mana putusan tersebut berterkaitan dengan persoalan tenaga
kerja yang melakukan perjanjian kerja secara lisan. Penelitian ini berusaha
untuk memperkuat teori keabsahan perjanjian kerja secara lisan sehingga
nantinya dapat menjadi acuan dalam menetapkan regulasi yang belum
mengatur terkait perjanjian Kerja secara lisan. Dengan adanya regulasi yang
mengatur keabsahan perjanjian kerja secara lisan ini maka kedepannya para
tenaga kerja di Indonesia bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana
yang telah diamanatkan UUD 1945 dalam Pasal 28 D angka (1).*

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini terarah dan selaras dengan bidang yang
akan dikaji dan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian
ini maka perlu adanya alur atau sistematika pembahasan. Sistematika
pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

3 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D
angka 1.
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BAB I1: KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang didalamnya
mencantumkan penelitian-penelitian yang memiliki persamaan dengan
penelitian yang dilakukan peneliti sehingga nantinya akan ditemukan
keistimewaan dari penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga menyajikan
kerangka konseptual yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan
diteliti sehingga dapat memperkuat landasan konsep yang digunakan untuk
menjawab permasalahan tersebut.
BAB Ill: METODE PENELITIAN

Bab ini bersi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan
hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum,
teknik keabsahan bahan hukum serta tahap-tahap penelitian.
BAB IV: HASIL DAN'PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemaparan dari pembahasan hasil ‘penelitian yang
terdapat dalam fokus penelitian .
BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan  dalam  penelitian  terdahulu  bertujuan  untuk
membandingkan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti
lain yang mana penelitian tersebut relevan dengan permasalahan yang akan
diteliti. Selain itu pembahasan dalam penelitian terdahulu juga bertujuan untuk
menghindari plagiasi dan duplikasi. Sehingga letak pembaharuan dari
penelitian ini dapat diketahui. Adapun penelitian terdahulu yang ditemukan
peneliti antara lain:
1. Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.BDW).*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya suatu permasalahan
dalam' jenis usaha bersama atau ‘perjanjian-kerjasama ‘dalam Putusan
Pengadilan Negeri Bondowoso. Yang mana dalam kasus ini Penggugat
dan Tergugat melakukan perjanjian kerjasama secara lisan. Akan tetapi di
kemudian hari salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian. Karena permasalahan
tersebut peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui
pemenuhan syarat sah perjanjian dan mengetahui dasar petimbangan
hakim dalam memutus perkara ini dan relevansinya dengan ketentuan

hukum perdata. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah

%2 Hamzad Erlangga, Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha
Gabah (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.BDW) (Skripsi, Universitas Jember, Jember,
2019), 64.

18
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: 1) Apakah perjanjian lisan yang dibuat para pihak sudah memenuhi
syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak? dan 2) Apakah
pertimbangan hukum hakim menyatakan wanprestasi terhadap Tergugat
sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata?.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual
serta studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian lisan
yang dibuat para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan
kebebasan berkontrak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
kesepakatan secara lisan. Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan
bahwa Tergugat melakukan wanprestasi telah sesuai dengan Pasal 1243
KUHPerdata.

Persamaan- penelitian 'ini-dengan penelitian peneliti adalah sama-sama
membahas  tentang ' perjanjian ' kerja 'secara ' lisan. “Namun yang
membedakan adalah bentuk " perjanjian Kkerja secara lisan dan fokus
permasalahannya. Dalam penelitian ini bentuk perjanjian kerja secara lisan
yang dimaksud adalah mengenai perjanjian kerjasama pengolahan gabah
dan fokus permasalahan yang diakibatkan dari perjanjian secara lisan
adalah terkait masalah wanprestasi. Sedangkan bentuk perjanjian kerja
secara lisan yang dimaksud dalam penelitian peneliti adalah perjanjian
kerja antara pekerja dengan perusahaan dengan fokus permasalahan
terletak pada perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan pekerja

yang melakukan perjanjian kerja secara lisan.
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2. Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di
Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut
Hukum Perjanjian Di Indonesia®

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ditemukannya transaksi arisan online
emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
Praktik perjanjian dalam transaksi arisan online emas tersebut dilakukan
secara tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan
dan kekuatan perjanjian secara tidak tertulis serta mekanisme penyelesaian
sengketa apabila kemudian hari terjadi wanprestasi.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan perjanjian tidak
tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia? 2)
Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak-tertulis arisan online emas di
Desa Bangsalsari ' Kecamatan' Bangsalsari Kabupaten ‘Jember menurut
hukum perjanjian di Indonesia? ‘3) Bagaimana penyelesaian jika terjadi
wanprestasi pada arisan online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis
di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum
normatif empiris (applied normative law) dengan penelitian lapangan
(field research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

wawancara dan dokumentasi.

% Helina Hoirunnisa, “Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online
Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian
Di Indonesia” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 1-91.
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Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kedudukan dan
kekuatan perjanjian secara tidak tertulis dalam transaksi arisan online
emas di Desa Bangsalsari adalah sah dan mengikat bagi para pihak. Akan
tetapi pembuktian tersebut sulit dibuktikan. Bahkan berdasarkan Asas Al-
Kitabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mewajibkan bahwa
suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis agar tidak mengalami
kesulitan dalam membuktikannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-
sama menggunakan tema besar perjanjian secara tidak tertulis atau
perjanjian lisan. Namun yang membedakan kasus pada penelitian skripsi
ini adalah mengenai kasus praktik arisan online emas di Desa Bangsalsari
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan menggunakan jenis
metode 'penelitian normatif -empiris dalam ' penelitian lapangan (field
research). Sedangkan dalam penelitian ini, kasus yang dikaji adalah kasus
dalam Putusan Mahkamah' ‘Agung ~Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018
mengenai tenaga kerja yang terikat perjanjian kerja secara lisan dengan
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, yakni jenis
penelitian normatif, dengan bentuk penelitian pustaka (library research).

3. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Perjanjian
Kerja Secara Lisan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 501 K/Pdt.Sus-

PHI/2016).%*

¥ Muhammad Figih Choirudin, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja
Terhadap Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 501 K/Pdt.Sus-
PHI/2016” (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, 2020)
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapat permasalahan
pemutusan hubungan kerja dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 501
K/Pdt.Sus-PHI/2016. Karena dirasa ada ketidaksesuaian putusan ini
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-
Undang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, peneliti
melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis putusan
tersebut dengan meneliti terkait mekanisme penyelesaian perselisihan
pemutusan hubungan kerja dengan perjanjian kerja lisan berdasar Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja
yang melakukan hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja secara
lisan dapat terpenuhi.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana
mekanisme “penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang
didasarkan'dengan perjanjian kerja lisan-menurut undangundang nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? '2) Bagaimana perlindungan
hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja yang melakukan hubungan kerja
didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan?.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisanini adalah
Metode Yuridis Normatif (Yuridis Dogmatis), yang menekankan kepada
pengguna logis normatif vyaitu berdasarkan logika dan Peraturan
Perundang-undangan serta menggunakan logika silogisme, yaitu menarik

kesimpulan yang sudah ada.



23

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian
perselisihan hubungan industrial ini telah sesuai dengan mekanisme
pemutusan hubungan kerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
Terkait perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan memang tidak
memiliki kekuatan hukum yang bisa digunakan sebagai bukti adanya suatu
hubungan hukum karena perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tidak
dapat menjamin kepastian hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-
sama membahas tentang perjanjian kerja secara lisan. Namun yang
membedakan terletak pada fokus permasalahannya. Dalam penelitian
skripsi milik Muhammad Figih Choirudin ini fokus permasalahannya
berkaitan dengan permohonan terkait gugatan upah skorsing. Sedangkan
permasalahan peneliti terkait dengan hak-hak pekerja yang semestinya ia
peroleh setelah 'di PHK 'secara sepihak oleh perusahaan. ‘Selain itu hasil
penelitian ini juga belum mampu menguatkan perlunya pengaturan yang
mengatur perjanjian kerja secara lisan. Untuk itu dalam hal ini peneliti
hendak mengkaji lebih dalam terkait keabsahan dan kekuatan perjanjian
kerja secara lisan di Indonesia.

4. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja
Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi

Kasus Pekerja Harian Lepas PT. Pillar Permata).®

% Irna Rahmawati dan Arinto Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian
Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi
Kasus Pekerja Harian Lepas PT. Pillar Permata)” Novum: Jurnal Hukum, Vol. 4, No.4 (Oktober
2017), https://doi.org/10.2674/novum.v4i4.24823.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya permasalahan di
PT. Pillar Permata terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja
di perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
perlindungan hukum yang diperoleh tenaga kerja harian lepas di PT. Pillar
Permata.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana kesesuaian
Undang-undang Ketenagakerjaan dengan perjanjian secara lisan antara
pekerja harian lepas dengan PT. Pillar Permata? 2) Bagaimana bentuk
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas di PT. Pillar
Permata?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-
undangan.

Berdasarkan ' hasil » ' penelitian = ‘menunjukkan bahwa penerapan
perlindungan "hukum ‘terhadap  pekerja yang ‘melakukan perjanjian kerja
secara lisan di PT. Pillar Permata belum terlaksana secara maksimal. Oleh
karena itu perjanjian kerja yang dibuat secara lisan tidak tepat diterapkan
di PT. Pillar Permata. Perjanjian kerja tersebut akan lebih baik apabila
dibuat secara tertulis demi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban
masing-masing pihak yaitu antara pekerja harian lepas dan perusahaan.
Selain itu, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan bukti
otentik bagi pekerja harian lepas dan sebagai pedoman dalam melakukan

pekerjaan.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama
membahas tentang perjanjian kerja secara lisan. Namun yang
membedakan terletak pada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini
adalah pekerja harian lepas sedangkan subjek dalam penelitian peneliti
adalah pekerja HRD Manager perusahaan. Selain itu penelitian ini hanya
memperoleh hasil analisis terkait perlindungan hukum yang diperoleh
pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata saja. Sedangkan penelitian
peneliti hendak menguatkan teori perjanjian kerja secara lisan di
Indonesia.

5. Perlindungan Hukum Kuli Bangunan Yang Terikat Kerja Berdasarkan
Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan
Hukum Islam. *

Penelitian “ini. dilatarbelakangi ~dengan ditemukannya kendala dalam
perusahaan CV. Mutiara Indonusa yang mengikat ‘para. pekerja kuli
bangunan di perusahaannya dengan perjanjian kerja yang dilakukan secara
lisan. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana
perlindungan hukum pekerja kuli bangunan yang terikat kerja berdasarkan
perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa perspektif Peraturan Pemerintah
No. 35 Tahun 2021? 2) Bagaimana perlindungan hukum pekerja kuli
bangunan yang terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan berdasarkan

perspektif Hukum Islam?.

% Meggamillanda Ihclasul Ummah,“Perlindungan Hukum Kuli Bangunan Yang Terikat
Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan
Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 1-86.
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Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perlindungan hukum yang didapatkan kuli bangunan yang terikat kerja
dengan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa yang dilihat dari
perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Penelitian ini juga
bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan tersebut jika di
pandang dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja yang
dilakukan secara lisan boleh dilakukan jika para pihak melaksanakan
kewajiban masing-masing. Akan tetapi dalam kasus ini terdapat
ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban perusahaan dengan para
pekerja kuli bangunan tersebut sehingga perlindungan hukum yang
seharusnya ‘didapatkan oleh kuli bangunan yang: terikat perjanjian kerja
secara lisan di CV. Mutiara Indonusa tidak ‘terpenuhi secara maksimal.
Selain itu apabila dilihat-dari sudut pandang islam, perlindungan terhadap
pekerja kuli bangunan di CV. Mutiara Indonusa telah memenuhi syarat
dan rukun ljarah.

Secara garis besar tema pembahasan skripsi ini dengan skripsi peneliti
adalah sama, yakni pembahasan mengenai perjanjian kerja secara lisan.
Namun yang menjadi titik perbedaan adalah pada subjek penelitian ini
yakni kuli bangunan di CV. Mutiara Indonusa, sehingga metode yang
digunakan adalah yuridis empiris. Berbeda dengan penelitian peneliti yang

meneliti putusan Mahkamah Agung terkait perselisihan antara tenaga kerja
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HRD Manager dengan PT. Anyar Group, sehingga penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

6. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis
Pada Perusahaan Pemberi Kerja.*’

Penelitian ini dilatarbelakangi dari analisis terhadap perjanjian kerja tidak
tertulis pada perusahaan pemberi kerja. Secara garis besar, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa di peroleh
pekerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan pemberi Kkerja
melalui perjanjian kerja tidak tertulis serta upaya hukum yang dapat
dilakukan pekerja apabila timbul pelanggaran hak oleh perusahaan.
Penelitian ini dikaji dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif
yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang terikat hubungan kerja
dengan perusahaan melalui-perjanjian kerja-tidak" tertulis. dapat diakui
keabsahannya apabila“ terdapat ‘surat- pengangkatan oleh perusahaan.
Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, upaya hukum yang dapat
dilakukan adalah berupa perundingan Bipartit, Tripartit (Mediasi,
Konsoliasi dan Arbitrase) serta melalui Persidangan pada Pengadilan
Hubungan Industrial.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama

membahas tentang perjanjian kerja secara lisan. Namun yang

¥ Robertus Berli Puryanto dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian
Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1, (
April 2021): 161, https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3109.158-162 .
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membedakan adalah jurnal ini hanya membahas terkait perlindungan
hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis secara
umum serta upaya yang dapat dilakukan pekerja jika terjadi pelanggaran
hak oleh perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hendak
hendak memperdalam kajian dan menguatkan teori perjanjian kerja secara
lisan di Indonesia.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian
terhadap perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat hubungan kerja
dengan perusahaan melalui perjanjian kerja secara lisan sebelumnya
pernah di teliti oleh peneliti lain. Akan tetapi dari beberapa penelitian
terdahulu, belum ada penelitian yang menguatkan teori keabsahan dan
kekuatan perjanjian kerja secara lisan di Indonesia. Karenanya penelitian
ini diharapkan dapat. menghasilkan ‘penemuan hukum yang dapat
menunjang tercapainya kepastian hukum terhadap pekerja.

B. Kerangka Konseptual
Keberadaan kerangka konseptual merupakan syarat yang sangat esensial
dalam penelitian hukum. Pada bagian ini berisi serangkaian pembahasan
terkait suatu konsepsi yang disajikan sebagai landasan dalam melakukan
penelitian. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara

lain:
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1. Konsepsi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
a. Definisi Perlindungan Hukum

Sebagai upaya dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang
tertib, tentram, aman dan sejahtera, pemerintah wajib memberi
perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Dr. Harjono,
S.H.,M.C.L berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu
bentuk upaya perlindungan dari hukum terhadap kepentingan-
kepentingan tertentu dengan cara memberikan hak hukum
terhadapnya.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang
di jaminkan pemerintah kepada setiap warga negara sebagai upaya
untuk melindungi hak-hak mereka sehingga ketertiban dan
kesejahteraan dalam suatu negara dapat terwujudkan. Upaya yang
dilakukan pemerintah tersebut bertumpu pada konsep pengakuan dan
perlindungan Hak - Asasi Manusia. 'Karena Indonesia merupakan
sebuah negara hukum maka pemerintah wajib memberi perlindungan
terhadap seluruh warga negaranya terkait pemenuhan hak-hak
mereka. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan hukum yakni

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.*

% JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat” Jurnal
Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 1 (Februari 2018): 83.

¥ Muhamad Nurhafid Malikul Mulki, “Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI1/2019
Perspektif Hukum Islam” (Tesis, IAIN Tulungagung, 2021), 22-24.
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b. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan suatu
upaya yang wajib dilakukan oleh negara. Kewajiban ini merupakan
konsekuensi logis terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak
merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.*

Secara yuridis perlindungan hukum bagi tenaga kerja ini
diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi seiring
berjalannya waktu beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut
mengalami beberapa perubahan yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang
Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law merupakan
suatu regulasi baru yang menggabungkan sekitar-80 Undang-Undang
dengan substansi pengaturan yang berbeda dalam satu paket.**

Adanya regulasi 'yang mengatur perlindungan hukum bagi
tenaga kerja ini bertujuan untuk menjamin seluruh hak-hak dasar
pekerja. Selain itu karena dalam suatu hubungan kerja posisi pekerja
merupakan posisi yang lemah maka terhadap perlindungan hukum ini

bertujuan untuk menghindari adanya diskriminasi sehingga baik

“0 Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja” Jurnal Jurisprudentie
Volume 3, Nomor 2 (Desember 2016): 60.

* Afifah, Rindi Putri dkk, “Tinjauan Yuridis Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 Mengenai Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja UMKM Berdasarkan Asas Perlindungan
Pekerja” Jurnal Hukum Lex Generalis VVol.2, No.5 (Mei 2021): 402.
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pekerja maupun pihak pemberi kerja memiliki kedudukan yang sama

di hadapan hukum.*

c. Macam-Macam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Imam Soepomo mengemukakan bahwa perlindungan hukum

bagi tenaga kerja diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yakni:*

1)

2)

Perlindungan Sosial (Perlindungan Kesehatan Kerja)
Perlindungan Sosial atau Perlindungan Kesehatan Kerja
merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan fisik maupun psikis pekerja dari perbuatan-
perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Dengan adanya
perlindungan sosial ini maka diharapkan pekerja dapat
menjalankan hidupnya seperti manusia pada umumnya.

Jaminan ini>merupakan: upaya pencegahan: terhadap gangguan
kesehatan yang dapat dialami' pekerja.  Dengan adanya jaminan
perlindungan ‘ini maka terwujudlah rasa aman sehingga pekerja
dapat melakukan tugas secara optimal.**

Perlindungan Teknis

Perlindungan Teknis merupakan bentuk perlindungan hukum
terhadap pekerja yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan

keselamatan para pekerja dari resiko kecelakaan kerja, baik yang

berhubungan dengan teknis penggunaan mesin, kondisi tempat

70.

107-108.

“2 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 69-

*% |da Hanifah, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Medan: Pustaka Prima, 2020),

* Ashabul Kahfi: 68-69.
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kerja bahkan terkait teknisi jam kerja sehingga mereka dapat
terhindar dari kemungkinan bahaya yang menimpa selama
bekerja.
Adanya perlindungan teknis ini bertujuan agar dapat
mewujudkan rasa aman dan nyaman terhadap pekerja agar dapat
melakukan pekerjaannya secara optimal tanpa merasa khawatir
akan terjadinya kecelakaan saat bekerja. Bentuk keselamatan
kerja ini tidak hanya mencakup kepentingan pekerja saja, namun
juga memiliki manfaat terhadap pengusaha dan pemerintah,
yakni:

a) Bagi pekerja, jaminan perlindungan ini dapat memberi rasa
aman sehingga dapat melakukan pekerjaan dalam lingkugan
dan suasana yang tentram. Karena hal tersebut pekerja bisa
menyelesaikan pekerjaanya dengan sebaik-baiknya;

b) Bagi pengusaha, jaminan-perlindungan terhadap pekerja di
perusahannya dapat menjadi pencegah dan meminimalisir
resiko  kecelakaan  kerja  yang  menharuskannya
mengeluarkan dana untuk memberi jaminan sosial.

c) Bagi pemerintah, dengan terlaksananya  jaminan
perlindungan  terhadap pekerja ini  maka dapat
terealisasikannya tanggung jawab pemerintah terhadap

pemenuhan hak-hak konstitusional pekerja.*

* Ashabul Kahfi: 71.
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3) Perlindungan Ekonomis

Perlindungan ekonomis merupakan bentuk perlindungan
hukum terhadap pekerja yang berkaitan dengan upaya dalam
pemenuhan hak-hak yang diperoleh pekerja sebagai hasil atau
upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Tidak hanya itu,
pemenuhan hak-hak ini juga berlaku bagi pekerja yang karena
keadaan tertentu di luar kehendaknya sehingga ia tidak bisa
melakukan pekerjaan yang mejadi kewajibannya tersebut.
Perlindungan ekonomis ini merupakan upaya pemerintah untuk
menghindari persoalan pengupahan dalam suatu hubungan kerja
dan menjamin agar pekerja dapat mendapat upah yang layak
sesuai dengan hak-hak yang seharusnya dapat ia terima.

Perlindungan: ekonomis' juga disebut sebagai jaminan
sosial. ‘Salah satu-bentuk 'tanggung- jawab -pemerintah dalam
memnjamin perlindungan sesial* ekonomi terhadap pekerja
adalah dengan adanya program jaminan sosial yang
diselenggarakan PT JAMSOSTEK. Akan tetapi dengan maksud
meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan sosial terhadap
para tenaga kerja, sesuai amanat dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, pada tanggal 1 Januari 2014 PT

JAMSOSTEK bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara
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Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.*® Adapun program-
program perlindungan dalam BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);

b) Jaminan Hari Tua (JHT);

¢) Jaminan Pensiun (JP);

d) Jaminan Kematian (JKM).*

Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja, ada penambahan terhadap jenis
program dari jaminan sosial tersebut, yakni ditambahnya jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP). Terkait pelaksanaan JKP ini
pemerintah menciptakan aturan turunan lagi yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan' Kehilangan. Pekerjaan.*® Yang mana dalam
Pasal ‘1 Angka 1 PP No. 37 Tahun 2021 dijelaskan bahwa
Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan jaminan sosial seperti
jaminan sosial lainnya yang diberikan kepada pekerja yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artinya seorang
pekerja dapat menerima jaminan sosial ini dengan syarat ia
mengalami PHK. Adapun bentuk jaminan sosial tersebut yakni

dapat berupa uang tunai, informasi pasar kerja serta pelatihan

% Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Pasal
62 ayat 1.

*" Ashabul Kahfi, 67-68.

8 Ayu Mustika, dkk, “Implementasi Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Studi
Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo)” Jurnal Stiabengkulu Vol. 2, No. 1 (Januari
2023): 38.
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kerja.*® Selanjutnya dalam PP No. 37 Tahun 2021 dijelaskan
bahwa PHK vyang dimaksud bukan hanya PHK terhadap
pekerja/karyawan tetap saja, namun juga berlaku bagi
pekerja/karyawan kontrak asalkan syarat-syarat penerima
manfaat JKP tersebut terpenuhi.*

2. Konsepsi Human Resource Development (HRD) Manager
a. Definisi Human Resource Development (HRD) Manager
1) Definisi Human Resource Development (HRD)

Human Resource Development (HRD) atau yang dalam bahasa
Indonesia dikenal dengan istilah pengembangan sumber daya
manusia yang mana dalam hal ketenagakerjaan adalah karyawan
merupakan merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan
meningkatkan = keterampilan karyawan. dalam meningkatkan
efektivitas suatu perusahaan.® 'Human Resource. Development
(HRD) merupakan ‘devisi dalamperusahaan yang bertanggung
jawab mengembangkan sumber daya manusia yakni para

karyawan.

49 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pasal 18.

50 Maria Adisti Anggia dan Arinto Nugroho, “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak
Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja Yang Mengundurkan Diri Atas Perintah Pengusaha”
Jurnal Hukum (Januari 2023): 16. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50726.

51 Miftahuddin, Arif Rahman dan Asep Iwan Setiawan, “Strategi Pengembangan
Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan” Jurnal Manajemen Dakwah, Vol
3, No 2, (Juni 2018), 4, https://doi.org/10.15575%2Ftadbir.v3i2.1161.
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2) Definisi Manager
Manager adalah orang yang melakukan tugas management.>?
Dalam perusahaan, manager merupakan seseorang yang bekerja
dan bertugas untuk merencanakan, memimpin, mengarahkan serta
mengkoordinasi karyawan perusahaan agar dapat meningkatkan
nilai dan mewujudkan tujuan perusahaan.
3) Definisi Human Resource Development (HRD) Manager
Human Resource Development (HRD) Manager adalah
seseorang yang memimpin divisi HRD perusahaan. Seorang HRD
Manager bertugas dan memiliki tanggungjawab untuk
menjalankan tugas dan fungsi managerial terhadap divisi HRD
dalam suatu perusahaan, baik dari merencanakan, mengatur,
pengorganisasian dan mengendalikan divisi HRD.>?
b. * Tugas Human Resource Development (HRD) Manager
Tugas HRD- Manager pada umumnya tidak jauh berbeda
dengan tugas HRD pada umumnya yakni merekrut keryawan,
mengembangkan keterampilan karyawan, memberi kompensasi serta
evaluasi kerja. Akan tetapi karena HRD Manager menempati tugas
managerial maka tugas HRD Manager bukan terhadap pengembangan
karyawan akan tetapi mengidentifikasi, merancang strategi,

mengawasi serta melakukan evaluasi kerja, diantara lain:

2 Wa Ode Zusnita Muizu dan Ernie Tisnawati Sule, “Manajer dan Perangkat
Manajemen Baru” Pekbis Jurnal, Vol.9, No.2, (Juli 2017): 153.

% Rasyidah Fathina, “Model Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Islam
(Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Era Rasulullah)” (Skripsi, UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2017), 38.
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Mengidentifikasi serta menyelaraskan strategi divisi HRD dengan
strategi perusahaan (company strategy);

Mengelola dan memastikan segala perencanaan kegiatan dalam
divisi HRD sesuai dengan aturan yang berlaku;

Mengatur anggaran belanja divisi HRD;

Menentukan media perencanaan yang efektif untuk mengadakan
rekrutmen tenaga kerja;

Membuat rancangan program pengembangan sumber daya
manusia seperti mengadakan training, upskilling/reskilling atau
juga dengan mengadakan coaching;

Mengatur dan mengelola sistem pengupahan karyawan dan
mengelola Sistem Comben (Conpensation dan Benefit) secara baik
dan benar;

Meninjau analisis beban 'kerja dan memastikan job description
sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab karyawannya;
Mengembangkan produktivitas karyawan, memastikan
kesejahteraan karyawan serta membuat kebijakan baru apabila
dibutuhkan;

Membuat rancangan SOP perusahaan dan segala prosedur yang

berkaitan dengan HRD.

10) Melakukan evaluasi kinerja karyawan;

11) Membuat perencanaan dalam mengidentifikasi karayawan yang

memiliki potensi untuk memimpin (Succession Plan).
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12) Membuat laporan proses dan hasil kerja kepada atasan.>*
3. Konsepsi Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan
a. Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan Perspektif Hukum Positif
1) Definisi Perjanjian Kerja
Istilah  overeenkomst  dalam  bahasa  Belanda
diterjemahkan dalam dua arti yaitu perjanjian dan persetujuan.*
Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada orang lain dengan berupa rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
kemudian diucapkan atau ditulis.>®
Dalam dunia ketenagakerjaan terdapat istilah perjanjian
kerja. Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut dengan
istilah Arbeidsoverenkoms yang memiliki beberapa pengertian
sebagaimana dalam' Pasal 1601 a KUHPerdata  memberikan
definisi sebagai berikut:
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak
kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk dibawah
perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu
tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Sementara menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang

Ketenagakerjaan definisi perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

* Riyanti Etania, “HRD Manager, Ini Peran Dan Tanggung Jawabnya Di Perusahaan”,
3 Maret 2022,https://id.hrnote.asia/personnel-management/220331-peran-dan-tanggung-jawab-
hrd-manager/.

% Koko Kosidin, Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan
(Bandung: Mandar Maju, 1999), 22.

*® Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2002), 1.



https://id.hrnote.asia/personnel-management/220331-peran-dan-tanggung-jawab-hrd-manager/
https://id.hrnote.asia/personnel-management/220331-peran-dan-tanggung-jawab-hrd-manager/
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“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara
pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua
belah pihak”.

Dalam hal ini menurut hemat penulis perjanjian kerja
merupakan suatu kesepakatan antara para pihak yakni pekerja
dan pengusaha sebagai pihak pemberi kerja yang mana dalam
kesepakatan tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing
pihak. Perjanjian kerja merupakan dasar adanya hubungan
hukum.

2) Syarat-syarat Sah Perjanjian Kerja

Mengenai segala ketentuan perjanjian yang bersifat
umum, maka dalam perjanjian kerja juga berlaku ketentuan
umum, baik syarat sahnya perjanjian, bentuk dan jenis
perjanjian.dan sebagainya.. Agar. perjanjian, kerja tersebut dapat
dikatakan sebagai. suatu perjanjian yang sah dan mengikat maka
perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian.
Sebagaimana syarat sah perjanjian yang tertera dalam Pasal
1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian kerja juga tertuang

dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan, antara lain:*’

> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, pasal 52 ayat (1).
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a) Kesepakatan antara para pihak
Lahirnya kesepakatan antara para pihak dimulai dari
adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti
oleh penerimaan oleh pihak yang lain. Hukum dalam KUH
Perdata menganggap bahwa tidak ada kata sepakat dalam
suatu perjanjian apabila kata sepakat tersebut diberikan dan
atau diterima karena adanya unsur penipuan, paksaan dan
kekhilafan.
b) Cakap melakukan suatu perbuatan hukum
Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika
yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum
ketenagakerjaan memberi batasan umur minimal 18 Tahun
bagi - seseorang ' dianggap cakap ~membuat perjanjian
kerja.?®Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberi
pengecualian'bagi anak yang berumur 13 tahun s/d umur 15
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
menggangu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan
sosial.>
¢) Adanya pekerjaan yang dijanjikan
Pekerjaan yang diperjanjikan yakni objek perjanjian

kerja merupakan pekerjaan yang jelas yang tidak ada

% Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (26).

% Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, pasal 69.
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pertentangan dengan peraturan lainnya. Dengan adanya
objek perjanjian ini maka akan menimbulkan suatu hak dan
kewajiban bagi para pihak.

d) Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

3) Subjek Perjanjian Kerja
a) Pekerja
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah
setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Adapun pekerja dengan tenaga
kerja memiliki penafsiran berbeda: dalam undang-undang.
Berdasarkan' - Pasal ' 1" ' ayat ' "(2) - Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang dimaksud tenaga kerja adalah:
“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri  maupun untuk
masyarakat.”
Maka dalam hal ini, seorang tenaga kerja baru dapat
dikatakan sebagai pekerja apabila ia telah melakukan

kewajiban/pekerjaannya sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam perjanjian kerja sebelumnya.

% | alu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), 57.
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Pengusaha,

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No

13 Tahun 2003 jo Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Nomor: KEP-

48/MEN/IV/2004, pengusaha adalah:

a) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang
bukan miliknya;

c) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang berada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam . huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.®*

Singkatnya pengusaha“ialah pihak yang mengelola
perusahaan baik perusahaan milik sendiri atau bukan milik
sendiri. Dalam hubungan Kkerja, pengusaha adalah pihak

yang memperkerjakan pekerja.

4) Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja®?

a) Unsur Pekerjaan

Unsur pekerjaan harus ada dalam suatu perjanjian. Dalam

suatu perjanjian kerja, pekerjaan tersebut harus dilakukan

81 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 29-30.
%2 |da Hanifah, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, 67.
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sendiri oleh pekerja. Pasal 1603a KUH Perdata
menyebutkan bahwa pekerja/buruh wajib melakukan sendiri
pekerjaannya, jika ingin menyuruh orang lain untuk
menggantikannya maka harus izin kepada majikannya
terlebih dahulu.®® Karena pekerjaan yang dilakukan pekerja
tersebut hanya bisa dilakukan oleh pekerja berdasar
keahliannya, maka perjanjian kerja tersebut dapat putus
demi hukum apabila pekerja meninggal dunia.
b) Unsur Perintah
Unsur perintah dalam perjanjian kerja memberikan kepastian
hukum kepada pemberi kerja bahwa pekerja harus menaati
perintah dari pemberi kerja. Akan tetapi perintah dari
pemberi - kerja/ pengusaha terhadap pekera harus bermotif
yang berarti: bahwa perintah tersebut harus ‘memiliki motif
logis 'dan-sesuai dengan tujuan dilakukannya pekerjaan
tersebut.®*
c) Unsur Waktu

Dalam melakukan suatu pekerjaan maka harus disepakati
terlebih dahulu jangka waktu atau batas bekerja.
Kesepakatan dalam menentukan jangka waktu bekerja dapat

dilakukan secara tegas dalam perjanjian kerja untuk pekerja

%3 pasal 1603a KUH Perdata.

% Abdul Rachmad Budiono, “Makna Perintah Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan
Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Arena
Hukum, Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2012): 145-146.
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kontrak, sementara untuk pekerja tetap maka tidak perlu
menentukan jangka waktu.
d) Unsur Upah
Upah merupakan bagian yang penting dalam suatu
hubungan kerja karena tujuan seorang bekerja adalah untuk
mendapat upah. Apabila dalam suatu hubungan kerja unsur
upah tidak terpenuhi, maka hubungan kerja tersebut tidak
dapat dikatakan sebagai suatu hubungan kerja. Terkait
pembayaran upah itu sendiri pada prinsipnya harus diberikan
dalam bentuk uang. Akan tetapi dalam praktiknya upah juga
dimanifestasikan dalam bentuk barang.®
5) Jenis-Jenis Perjanjian Kerja
Setelah lahirnya Undang-Undang ‘No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan aturan ‘turunan berupa
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 disebutkan bahwasannya
Perjanjian Kerja dibagi menjadi 2 yaitu:
a)  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja
antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan

hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan

% Husni, 55-56.



45

tertentu.®® Singkatnya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini

bukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.®” Sementara

disebutkan juga dalam Pasal 57 Undang-Undang

Ketenagakerjaan bahwa:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara
tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia
dan huruf latin.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat
tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai
mana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sebagai
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa
Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian
terdapat ' perbedaan - penafsiran - antara keduanya,
maka ' yang berlaku " perjanjian kerja yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.”®

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan Ayat

(2) diatas sesuai dengan Pasal 15 KEPMENAKERTRANS

100/2004 yang menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu dapat berubah menjadi Kerja Waktu Tidak

% peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

% Sri Suartini dan I Made Walesa Putra, “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu Yang Dibuat Tidak Dengan Bentuk Tertulis” Kertha Semaya: Jurnal IImu Hukum, (Maret
2014): 3, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8198.

% Sekretariat Negara Republik Indonesia.Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 57
Ayat (1)-(3).
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Tertentu apabila dilakukan secara tidak tertulis dan tidak
memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatas.
b)  Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha
untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu
yang tidak disebutkan dalam perjanjian kerja.”® Selain itu
sebagaimana penjelasan dalam Pasal 57 Undang-Undang
Ketenagakerjaan, status pekerja yang awalnya merupakan
pekerja tidak tetap dapat otomatis menjadi pekerja tetap
dan mendapat hak-hak sebagaimana pekerja tetap apabila
perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan.”* Adapun
Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan
bahwa: "2
(1) ' Dalam hal “perjanjian kerja waktu tidak tertentu
dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat
surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan;
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan:

% Sekretariat Negara RI, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/V1/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Pasal 15.

" Yuliana Yuli W, dkk, “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam
Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)” Jurnal Yuridis
Vol. 5 No. 2, (Desember 2018) :192.

"™ Sri Suartini dan | Made Walesa Putra: 4.

™ Ulung Yhohasta, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Serikat
Karyawan Dengan Manajemen Perusahaam PT. Telkom, TBK Devisi Regional 1V Semarang”
(Tesis, Universitas Diponegoro, 2009), 45.
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a) Nama dan alamat pekerja/ buruh;

b) Tanggal mulai bekerja;

c) Jenis pekerjaaan;

d) Besarnya upah.

6) Bentuk Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 2
bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.
1)  Perjanjian Kerja Secara Tertulis

Perjanjian kerja secara tertulis wajib dibuat dalam
Bahasa Indonesia dan huruf latin. Ketentuan dalam
perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perusahaan,. perjanjian' kerja ‘bersama dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja secara
tertulis-memiliki*kelebihan dibanding perjanjian yang
dibuat secara lisan.

Dengan adanya bukti dokumen yang ada maka
perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat
yang dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi
perselisihan. Sehingga perjanjian kerja yang dibuat secara
tertulis dapat memberi jaminan dan kepastian hukum

terhadap seluruh pihak yang bersangkutan.”

" yuliana Yuli W, dkk:197-198.
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Perjanjian Kerja Secara Lisan

Perjanjian kerja secara lisan adalah perjanjian kerja
yang dilakukan tanpa adanya penandatanganan perjanjian
kerja. Tak jarang dalam praktiknya masyarakat Indonesia
yang memiliki budaya saling percaya dan memegang
tinggi perkataan dan janji yang diucapkan secara lisan,
pada umumnya sering melakukan perjanjian kerja secara
lisan. Dengan diletakannya kepercayaan terhadap
perkataan orang lain maka perkataan tersebut akan
dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karenanya hal ini
sudah menjadi tuntutan kesusilaan dalam masyarakat
kita.”

Selain itu “dalam ‘peraturan perundang-undangan dan
ketenagakerjaan tidak ‘membedakan pengaturan mengenai
hak' dan- kewajiban pekerja dan pengusaha baik dalam
perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun secara
tertulis. Yang membedakannya hanya bentuknya saja.

Terkait keabsahan perjanjian kerja secara lisan ini,
apabila mengacu pada prinsip aturan dalam Pasal 1320
KUHPerdata maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan
yang menentukan syara-syarat sahnya suatu perjanjian,

tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja

™ Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1995), 5.
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harus dibuat secara tertulis kecuali sehingga perjanjian
secara lisan juga memiliki kekuatan hukum dan mengikat
bagi para pihak.

Dalam hal perjanjian kerja dilakukan secara lisan maka
pihak pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi
pekerja yang bersangkutan yang didalamnya memuat:

a) Nama dan alamat pekerja/ buruh;
b) Tanggal mulai bekerja;

c) Jenis pekerjaaan;

d) Besarnya upah.”

Sebagaimana yang diketahui bahwa ketentuan
mengenai  status pekerja PKWT yang melakukan
perjanjian kerja secara lisan statusnya berubah menjadi
pekerja PKWTT, diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi setelah pemerintah
mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan
dalam Ayat (2) tersebut dihilangkan.”

Perubahan regulasi ini  menyebabkan semakin
lemahnya kedudukan pekerja yang melakukan perjanjian
kerja secara lisan. Selain itu hal ini juga menyebabkan
adanya kekosongan hukum karena kepastian hukum

terkait status pekerja yang melakukan perjanjian kerja

> Rizka Amaliyah M, “Praktek Perjanjian KerjaWaktu Tertentu di PT. Cahaya Indah
Madya Pratama” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 42.
"® Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU Cipta Kerja,Pasal 81 Angka 13.
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secara lisan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-

Undang telah dihilangkan. Sehingga karena perubahan

regulasi ini maka perlindungan hukum terhadap pekerja

yang melakukan perjanjian kerja secara lisan tidak
terealisasikan.”’
b. Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan Perspektif Hukum Islam
1) Definisi ljarah

Istilah perjanjian dalam islam dikenal dengan sebutan
akad. Akad merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua
pihak atau lebih yang mana para pihak berjanji akan menepati apa
yang telah di persetujukan.”® Dalam islam akad memiliki jenis
yang beragam. Terkait perjanjian kerja, maka perjanjian kerja ini
digolongkan dalam jenis akad ijarah.

Menurut Hasbi Ash-Shiddigie ijarah ialah suatu akad yang
objek penukarannya berupa manfaat untuk masa tertentu yang
disertai dengan pemberian imbalan atas pemberian manfaat
tersebut.”® Sementara ulama’ Hanafiyah mendefinisikan bahwa

akad ijarah adalah:

40 T, R’
. w0 &
A 2z

" Vista Nur Wasiatul Maghfiroh dan Arinto Nugroho “Perlindungan Hukum Bagi
Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” Novum: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 3 (2022): 4,
https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41724.

8 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

¥ Rizqgi Darma Agung, “Upah Dalam Pengurusan Jenazah Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Tarokan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo)” (Skripsi, UIN
Kiai Haji Achmad Siddigq Jember, 2022): 26.
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Artinya: “Akad atau transaksi terhadap suatu manfaat

dengan imbalan”.*°

Definisi ijarah juga telah dijelaskan dalam Fatwa DSN
MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah yang
menyebutkan bahwa:

“ljarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat)

atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran

sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri”.

Maka dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa ijarah
ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) dari suatu benda atau
jasa orang lain dalam waktu tertentu dengan disertai upah sebagai
kompensasi dari transaksi tersebut.

Dasar Hukum ljarah
Adapun 'dasar hukum akad ijarah ‘sebagaimana salah

satunya ' dijelaskan.dalam ' Surah ‘At-Talag Ayat (6), yang

berbunyi:
ER3 ASE 1S 1251 OB

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka
berikanlah kepada mereka upahnya.”®
Ungkapan dalam ayat tersebut menujukkan bahwa saat

ada jasa/kemanfaatan yang diberikan oleh seseorang maka Kita

8 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat™ Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah, No. 5 Vol.1 (2013): 2, https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692.

1 Ahmad Ali, dkk, Ar-Rahman The Inspire Al-Qur’anul Karim (Jakarta: CV. Al-Qolam
Publishing, 2014), 1116.



https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692

52

memiliki kewajiban untuk memberi upah kepada mereka.

Rasulullah juga memberi perintah untuk membayar upah dalam
suatu hadist, yakni:

eead O 48 G310 2 15t

Artinya: “Berikanlah upah pada orang yang kamu

pekerjakan sebelum kering keringat mereka” (HR.
lbnu Majah).®

w

7B g S Sagls clos e A o 2 s,

L ke & O
Artinya:“Nabi SAW.bersama Abu Bakar menyewa
seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bali Al-
Dail kemudian Bani ‘Abdu bin Adi.” (HR.
Bukhari).
3) Rukun dan Syarat-Syarat Sah ljarah

Dalam hukum islam akad dapat dikatakan sah apabila
akad_tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya. Adapun

diantara rukun dan syarat sah ijarah antara lain:*

a) Adanya para pihak yang melaksanakan ijarah, yakni pihak
yang menyewa (Mu'ajir) dan pihak yang menyewakan
(musta’jir), dengan persyaratan sebagai berikut:

(1) Berakal (Aqil), artinya para pihak yang bertransaksi
harus memiliki akal yang sehat, bukan orang yang

terganggu atau kurang akalnya karena masih dibawah

umur;

8 Syamsul Hilal: 4.
# Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 96.
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(2) Dapat membedakan, para pihak yang bertransaksi
haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik
dan buruk sebagai pertanda kesadarannya dalam
bertransaksi (mumayyiz);

(3) Para pihak terbebas dari paksaan dari pihak manapun
dan melakukan transaksi tersebut dengan dasar suka
sama suka.

b) Adanya Shigat Akad ljarah

Dalam suatu transaksi terdapat yang namanya shigat. Shigat

merupakan suatu pernyataan yang diungkapkan para pihak

terkait kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak untuk
melakukan suatu perjanjian atau transaksi. Shigat akad ijarah
dapat dilakukan melalui 4 cara yakni:®!

(1) Lisan, artinya para pihak -mengungkapkan kehendak dan
kerelaannya dalam bentuk perkataan secara jelas.

(2) Tulisan, cara ini dapat dilakukan oleh para pihak yang
tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan
perjanjian atau untuk suatu perjanjian yang dilakukan
oleh suatu badan hukum. Karena apabila suatu badan
hukum melakukan perjanjian tidak dalam bentuk tertulis,
maka akan kesulitan dalam membuktikan telah ada

perjanjian diantara pihak tersebut.

8 Ahmad Azhar Basyir, 68-71.
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(3) Isyarat, cara ini dapat dilakukan oleh para pihak yang
memiliki keterbatasan (cacat). Apabila cacatnya adalah
berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan
dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan
perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

(4) Perbuatan, suatu perjanjian dapat dilakukan hanya dengan
cara perbuatan saja. Yakni dengan cara ta’ahi atau
mu’athah (saling memberi dan menerima). Cara ini sering
ditemukan di supermarket atau swalayan yang mana
kegiatan jual beli didalamnya tidak melalui proses tawar
menawar.

c) Adanya Manfaat
Manfaat dari .objek yang diijarahkan harus jelas dan
merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syara’.
Objek akad ijarah dapat berupa suatu benda maupun bentuk
kemanfaatan seperti dalam upah-mengupah dalam
hubungan kerja.
d) Adanya Upah

Upah merupakan bentuk imbalan atau kompensasi yang

diberikan oleh pemberi kerja baik berupa uang atau barang

atas suatu manfaat atau tenaga pekerjanya. Dengan kata lain,

upah ialah kompensasi atas suatu pekerjaan.®® Adapun upah

& Athika Khoiriyah, 37.
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tersebut dapat berupa uang atau benda lain sesuai dengan
kesepakatan para pihak.®®
Apabila rukun dan syarat-syarat keabsahan tersebut diatas
telah terpenuhi maka suatu akad dapat dikatakan sah, baik akad
ijarah tersebut dalam bentuk tertulis maupun lisan.
4) Macam-Macam ljarah
Para ulama’ membedakan akad ijarah menjadi 2 jenis dilihat
berdasarkan objeknya, yakni:
a) Ijarah Manfaat (Ijarah ‘Ayn)
ljarah manfaat ialah akad untuk menyewa manfaat dari suatu
barang. Para ulama figh sepakat menyatakan kebolehan
menggunakan ijarah manfaat ini apabila manfaat tersebut
merupakan manfaat’ yang diberbolehkan syara’ untuk
digunakan. 1ljarah  manfaat 'dapat ‘berupa sewa menyewa
kendaraan, rumah, pakaian dan sebagainya.®’
b) ljarah Jasa/Kerja (ljarah Asykhas)
ljarah jasa/kerja adalah akad sewa menyewa terhadap jasa
orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan disertai
adanya upah atau gaji sebagai imbalan atas tenaganya dalam
melakukan pekerjaan. Akan tetapi dalam hal ini jasa dan

pekerjaan yang diberikan adalah jasa yang tidak dilarang

8 KHES Pasal 307 ayat (1).
8 Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah” Jurnal
Tahkim, Vol. X1V, No. 1, (Juni 2018): 90.
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dalam syariat.®® Adapun posisi orang yang dipekerjakan dalam

ijarah jasa/kerja disebut dengan ajir, yang dikualifikasikan

dalam dua macam ajir, diantaranya:

(1) Ajir Khas, yakni orang yang bekerja (ajir) untuk melayani
satu konsumen tertentu. Maka dalam hal ini Ajir Khas
tidak dibenarkan untuk melayani atau bekerja kepada
konsumen/orang lain sebelum masa kerjanya selesai.
Contohnya karyawan tetap perusahaan, seorang pembantu
rumah tangga, sopir pribadi dan lain-lain.®

(2) Ajir Musytarak yakni orang yang bekerja (ajir) untuk
melayani lebih dari satu konsumen sesuai dengan
kemampuannya. Dalam hal ini, maka Ajir Musytarak boleh
melayani beberapa konseumen ‘dalam satu waktu yang
sama seperti-jasa sopir angkot, jasa sol sepatu, penjahit
pakaian dan lain-lain.”

4. Konsepsi Pembuktian Perjanjian Kerja Secara Lisan
a. Definisi Pembuktian
Gugatan yang penggugat ajukan ke pengadilan memuat dalil-

dalil terkait hak penggugat yang dilanggar oleh orang lain. Dalam

8 Athika Khoiriyah, “Perlindungan Hak-Hak Pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo
Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” (Skripsi, UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2019), 35.

8 Athika Khoiriyah, 34.

% Akhmad Affandi Mahfudz, Achmad Jalaludin dan Suyoto Arief, “Analisis Akad
Ijarah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La
Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)” Jurnal limiah Ekonomi Islam, 8 (02),
(2022):1565, http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4820.
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persidangan penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya. Begitu pula tergugat juga diberi kesempatan untuk
membantah dalil gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.®*

Adapun M. Yahya Harahap menafsirkan bahwa pembuktian
merupakan kemampuan yang dimiliki penggugat dan tergugat untuk
mendukung dan membenarkan peristiwa yang diperkarakan atau
dengan membantah kebenaran peristiwa tersebut.?? Pendapat lain dari
Subekti bahwa pembuktian merupakan salah satu proses
menggunakan dan memanfaatkan alat-alat bukti yang diajukan dalam
suatu hukum acara untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil
yang telah dikemukakan.”® Sementara Sudikno Mertokusumo
menafsirkan bahwa pembuktian dalam konteks yuridis adalah suatu
upaya untuk -mewujudkan - kepastian. hukum terkait kebenaran
peristiwa’ yang diajukan dengan'cara memberi  dasar-dasar kepada
hakim yang memeriksa' perkara ‘tersebut sehingga kemudian dapat
digunakan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang
diperiksanya.*

Pembuktian merupakan upaya menyajikan alat-alat bukti yang

sah kepada hakim yang memeriksa perkara untuk memberi kepastian

%" Achmad Rifai, “Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata
(Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk)” Jurnal Yustitita, Vol. 21, No. 1
(2020): 3, http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v21i1.812.

%2Ahmad Naufal Annagari, “Penerapan Teori Pembuktian Oleh Hakim PA Banjarbaru
Kalimantan Selatan Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.BJB” (Skripsi, UIN
MALIKI, 2018), 13.

% R. Subketi, Hukum Pembuktian, Cet. XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 7.

% Ali Imron dan Muhamad Igbal, Hukum Pembuktian (Pemulang: UNPAM PRESS,

2019), 2.


http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v21i1.812

58

terkait dengan kebenaran peristiwa yang sebenarnya terjadi.
Pembuktian merupakan salah satu proses yang krusial dalam suatu
perkara di persidangan karena menjadi titik penentu dalam
memutuskan benar tidaknya seseorang dalam suatu perkara di
pengadilan.®
b. Urgensi Pembuktian Sebagai Petimbangan Hukum Hakim

Pembuktian dalam persidangan berperan penting dalam
menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan
karena pembuktian dapat menentukan pihak mana yang akan
memenangkan perkara tersebut. Artinya salah satu pihak yang tidak
dapat membuktikan dalil yang telah ia kemukakan maka harus
dikalahkan. Apabila pembuktian dimenangkan oleh penggugat maka
gugatan yang diajukan akan dikabulkan seluruhnya maupun sebagian.
Begitu pula sebaliknya, apabila pembuktian dimenangkan oleh pihak
tegugat maka ' gugatan ‘yang diajukan penggugat akan ditolak
seluruhnya atau sebagian.*®

Pembuktian dalam proses persidangan menjadi tahapan
penentu yang sangat penting sebelum hakim menjatuhkan putusan
terhadap perkara tersebut. Dengan adanya pembuktian yang kuat akan
menjadi pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi peristiwa yang

sebenarnya telah terjadi. Setelah hakim memberi kepastian akan

% Al Yasa’ Abubakar dan Igbal Maulana, “Alat Bukti dan Metode Pembuktian
Terhadap Tindak Pidana Zina” Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.7, No. 2 (2018):
174, http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970.

% Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses
Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No.2 (Juni 2010):349.
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kebenaran peristiwa yang disengketakan tersebut maka selanjutnya
hakim dapat menemukan hukum atas peristiwa tersebut. Sehingga
kemudian hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut
dengan seadil-adilnya.”’
c. Alat-Alat Bukti Perjanjian Kerja Secara Lisan
Pembutian menjadi kunci bagi pihak yang ingin membuktikan
dalil-dalilnya yang mana hal tersebut dilakukan dengan menyajikan
alat-alat bukti yang dapat menguatkan pembuktian terhadap dalil-
dalilnya. Bambang Waluyo mendefinisikan bahwa alat-alat bukti ialah
suatu barang ataupun non barang yang telah ditentukan undang-
undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dalil yang
dikemukakan di persidangan.”® Adapun alat-alat bukti tersebut telah
ditentukan undang-undang dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan
Pasal 1866 KUH Perdata, diantaranya:
1) Alat Bukti Tertulis
Pembuktian dengan alat bukti tertulis atau bukti surat dapat
dilakukan dengan tulisan/akata otentik maupun akta di bawah
tangan. Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta otentik
merupakan suatu akta yang bentuknya harus dibuat sesuai
ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang

selanjutnya dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang

°7 Elisabeth Nurhaini Butarbutar: 357-358.

% Efa Laela Fakhriah, “Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata
Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata” Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1,
No. 2 (Juli-Desember 2015), 138.
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untuk membuatnya. Apabila akta/surat tersebut memiliki cacat
dalam bentuknya dan tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang
bersangkutan maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.*®
Tidak hanya itu surat-surat yang bukan akta juga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang mana telah diatur secara khusus dalam
Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUH Perdata."®

Adapun dalam hal terjadinya sengketa dari hubungan kerja
yang terikat dalam perjanjian kerja tidak tertulis, dapat dibuktikan
melalui surat dan dokumen-dokumen seperti: surat pengangkatan
pekerja yang dikeluarkan oleh perusahaan, bukti slip pembayaran
gaji atau bukti transfer dari perusahaan ke rekening pekerja yang
tertuang dalam buku rekening pekerja serta surat dan dokumen
lainnya.
Alat Bukti Keterangan Saksi

Pembuktian ‘dengan keterangan saksi atau yang lazimnya
disebut dengan kesaksian merupakan keterangan yang
disampaikan oleh seseorang diluar pihak yang berperkara tentang
kebenaran peristiwa yang dialaminya sendiri yang berkaitan
dengan perkara yang disengketakan.!®* Alat bukti keterangan
sasksi ini diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal

1902- 1912 KUH Perdata.

% Penerjemah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sinarsindo Comp: Cetakan VI,

Tahun 2019), 376.

100 Ef3 Laela Fakhriah, 140.
101 Achmad Rifai, 5-6.
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Sesuai dengan asas unus testis nullus testis (seorang saksi
bukan saksi), maka pembuktian dari seorang saksi tanpa diperkuat
dengan alat bukti lainnya tidak bisa dianggap sebagai pembuktian
yang cukup. Kekuatan pembuktian dari seorang saksi apabila
diperkuat dengan alat bukti lain dan terdapat keseuaian diantara
keduanya maka dapat memjadi kekuatan pembuktian yang
sempurna.*®
Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan

Dalam hal ini persangkaan dapat berupa persangkaan dari
undang-undang maupun persangkaan dari kesimpulan hakim.
Akan tetapi persangkaan tersebut tidak dapat berdiri sendiri,
artinya hakim dalam membuat suatu kesimpulan harus didukung
dengan alat-alat bukti lannya. **

Alat Bukti' Pengakuan

Dalam ketentuan " perundang-undangan, pengakuan yang
dimaksud adalah keterangan yang disampaikan oleh salah satu
pihak dalam suatu perkara di persidangan. Sebagaimana berdasar

dari Pasal 1925 KUH Perdata, bahwa pengakuan dapat

192 Achmad Rifai, 6.
13 Boby Prasetya, "Tinjauan Yuridis Tentang Syarat Dan Penerapan Penggunaan
Persangkaan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata” Jurnal Legal Opinion, Vol. 4, No. 3,

(2016): 9-10.
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disampaikan oleh pihak yang bersangkutan maupun oleh orang
lain yang telah diberi kuasa untuk itu.'%*

5) Sumpah, merupakan suatu pernyataan yang diucapkan dalam
persidangan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing bahwa
keterangan yang diberikan merupakan suatu yang benar terjadi.

5. Konsepsi Keadilan
Sebagaimana yang tertera dalam kamus hukum bahwa adil berarti
tidak berat sebelah.’®® Adil pada hakikatnya ialah menempatkan sesuatu
pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi
haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama
kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Dalam literatur
hukum, konsep keadilan memiliki beragam definisi dari para ahli dalam
berbagai perspektif, diantaranya:

a. - Konsep Keadilan Perspektif Barat
Berbicara tentang konsep - keadilan, maka dapat diketahui
terdapat berbagai pandangan dan perspektif tersendiri dari para pakar
tentang bagaimana dan apa itu keadilan. Dapat diambil contoh

gagasan  Aristoteles  mengenai konsep  keadilan  yang

mengklasifikasikan keadilan dalam tiga macam, diantaranya:

1% Winston Jeremia Towoliu, dkk, “Eksistensi Pengakuan Dan Sumpah Terhadap Pembuktian
Dalam Perkara Perdata” Jurnal Lex Administratum,VVol.10, No.3, (Juli 2022): 3-5,
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3284.

105" jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum
Populer(Jakarta:PrenadamediaGroup,2018),32, https://books.google.co.id/books?id=04KbnQAAC
AAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs _ge summary r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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1) Keadilan Komulatif, ialah tindakan memberlakukan seseorang
dengan tanpa melihat jasa yang telah ia lakukan. Artinya adil itu
jika kita memberlakukan seseorang dengan sama rata dan tidak
membeda-bedakan.

2) Keadilan Distributif, ialah tindakan memberlakukan seseorang
dengan melihat jasa-jasanya. Artinya adil itu jika Kita
memberlakukan seseorang sesuai dengan kemampuan masing-
masing.

3) Keadilan Findikatif, ialah tindakan memberlakukan seseorang
sesuai dengan kelakuan yang telah dilakukannya. Keadilan
findikatif ini adalah memberlakukan seseorang sebagai balasan
atas kejahatan yang telah ia lakukan.*®

Ringkasnya, Aristoteles. ‘menggagas ‘konsep keadilan harus
disesuaikan ‘dengan proporsi ‘dan" kemampuannya. Keadilan tidak
selalu berarti kesetaraan. Hal-hal yang sama maka harus diperlakukan
secara Ssama. Namun hal-hal yang tidak sama maka harus
diperlakukan secara tidak sama pula, sebagaimana hak dan
kemampuan masing-masing.*%’

Lebih lanjut untuk menjelaskan konsep keadilan, John Rawls

memandang keadilan sebagai justice as fairness, yakni keadilan

1% Nur Hidayatul Fithri, “Kesejahteraan dan Penerapan Keadilan Bagi Pekerja
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan” Jurnal Wijaya Putra Law
Review, Vol. 1,No. 2 (Oktober 2022):123, https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.74.

197 Ali Akbar Ammar Ar-Rozi, “Analisis Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di
Indonesia Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, 2022), 26-27.
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tersebut harus dirasakan oleh seluruh pihak. John Rawls menegaskan
bahwa masyarakat harus mendapat kesamaan yang adil dengan
memperhatikan dua prinsip utama, yaitu:'®®

1) Prinsip Kebebasan Yang Sama (Equal Liberty Principle)

Menurut prinsip ini, prioritas utama dalam keadilan sosial
adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Artinya kebebasan dasar
manusia tidak dapat dibatasi bahkan oleh pihak yang kurang
diuntungkan. Prinsip ini mengagungkan kebebasan yang dimiliki
manusia sepenuhnya dan kebebasan tersebut hanya dapat dibatasi
apabila pembatasan tersebut dilakukan untuk mencapai sistem
kebebasan yang lebih luas, yakni kebebasan bagi semua orang.'®
Adapun prinsip equal liberty principle ini mencakup:

a) Kebebasan Berpolitik (Political of Liberty);
b) ' Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dan Ekspresi (Freedom
Of Speech and Expression);
c¢) Kebebasan Beragama (Freedom of Religion).!*
2) Prinsip Perbedaan (Difference Principle) dan Prinsip Persamaan
Yang Adil Atas Kesempatan (The Principle of Fair Equality of
Opprtunity)

Pada prinsip kedua ini terdiri atas dua bagian. Pertama,

ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa

198 pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls” Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1,
(April 2009): 140, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573.

1% Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls” Jurnal TAPIS Vol.9 No.2
(Juli-Desember 2013): 36-37, https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589.

19 pan Mohamad Faiz, 141.
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agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap
masyarakat yang paling kurang diuntungkan. Prinsip ini berangkat
dari kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat
yang kemudian untuk mencapai nilai keadilan John Rawls
menempatkan keadilan yang dapat memberi manfaat terhadap
setiap lapisan masyarakat khususnya terhadap kelompok
masyarakat yang paling kurang diuntungkan. Istilah “yang paling
kurang diuntungkan” ini mengacu pada kelompok masyarakat
yang kurang berpeluang mencapai kesejahteran dalam
hidupnya.'*!

Kedua, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.
Prinsip ini mengandung makna bahwa perbedaan sosial dan
ekonomi masyarakat harus diatur dengan sebaik mungkin supaya
seluruh masayarakat baik kelompok masyarakat yang diuntungkan
ataupun masyarakat’ yang kurang diuntungkan mendapat

persamaan kesempatan.''?

Artinya dalam prinsip ini memandang
bahwa setiap orang baik dari kelompok masyarakat yang kurang
diuntungkan ataupun dari  kelompok masyarakat yang
diuntungkan, apabila memiliki kompetensi, keterampilan dan

motivasi yang sama, maka mereka juga bisa menikmati kesmpatan

yang sama juga.

1 Damanhuri Fattah, 35.
12 Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran
Klasik Sampai Pemikiran Modern” Jurnal Yustisia, Vol. 3, No.2 (Mei - Agustus 2014): 126.
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b. Konsep Keadilan Perspektif Pancasila

Indonesia sebagai bangsa majemuk, memiliki beragam suku,
ras dan agama. Karena kemajemukan inilah muncul pendafsiran-
penafsiran tentang keadilan berbeda antara suku bangsa yang satu
dengan suku yang lain. Sehingga upaya untuk mewujudkan keadilan
yang sesuai dengan keinginan seluruh masyarakatnya akan sulit untuk
dicapai. Dalam hal ini sebagai upaya terwujudnya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan landasan hukum tertinggi
yang dapat menyatukan dasar pemikiran bangsa Indonesia. Aturan
yang digali dari budaya bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa seluruhnya
terangkum dalam bingkai hukum nasional yang kemudian dijadikan
landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.1*3

Pancasila ' sebagai ' tonggak  utama dalam- upaya pemersatu
bangsa dapat mewujudkan persamaan persepsi bangsa terhadap nilai
keadilan. Tentunya penafsiran makna keadilan dalam perspektif
Pancasila ini berbeda dengan makna keadilan perspektif bangsa asing
karena makna keadilan perspektif Pancasila murni lahir dari bangsa
Indonesia dan makna tersebut terbentuk dari realisasi terhadap nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri.*** Adapun konsep keadilan

'3 Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis
Dan Ideologis Bangsa” Jurnal limu Hukum, Volume 13, Nomor 25 (Februari 2017): 1-2,
https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545.

14 Firman Mansir, “The Study Of Social Justice in Pancasila, Islam, and Hinduism
Perspective” Jurnal Iimiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, Nomor 2, (Juli
2022): 343, http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i2p342-348.
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perspektif Pancasila terbentuk dari beberapa prinsip yang terkandung

dalam Pancasila, diantaranya:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa
Pancasila menafsirkan konsep keadilan yang bersumber dari
Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian diwakilkan kepada
manusia.

2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Prinsip ini  memberi definisi bahwa keadilan adalah
memanusiakan manusia secara adil dan beradab. Kemanusiaan
yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia
yang secara kodrati melekat dalam diri manusia.
Akan tetapi karena hak dan kemampuan yang dimiliki tiap
individu berbeda-beda maka porsi keadilan yang didapatkan tidak
boleh disamaratakan. Sebagaimana makna yang terkandung dalam
prinsip ini ‘bahwa ‘kemanusiaan yang adil dan beradab berarti
menjunjung tinggi hak asasai manusia untuk memperoleh
keadilan, bukan untuk memberi kedudukan yang sama.**

3) Persatuan Indonesia
Sebagaimana prinsip ketiga ini, untuk mewujudkan persamaan
persepsi makna keadilan maka membutuhkan adanya persatuan

dan kesatuan bangsa.

15 Ferry Irawan Febriansyah,11.
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4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Prinsip ini merupakan perwujudan dari nilai demokrasi yakni dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat untuk mewujudkan keadilan
sesuai dengan keinginan rakyat.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan dalam prinsip ini berarti memberikan perlindungan
hukum kepada seluruh rakyat Indonesia dengan cara tidak
membeda-bedakan status sosial masyarakat. Oleh sebab itu, untuk
mewujudkan keadilan maka masyarakat perlu diberlakukan sama
di hadapan hukum.**°

c. Konsep Keadilan Perspektif Islam™’
Kata keadilan berasal dari kata ‘ad/ dalam bahasa Arab yang
berarti. bersikap 'benar, -jujur, 'sama- dan ‘seimbang.’*®Allah SWT

berfirman dalam Q.S An-Nahl-Ayat 90:

C. ®
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat
dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran

11 Ferry Irawan Febriansyah, 21-22.

" Mawardi Ahmad, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi”
Jurnal limiah Keislaman, Vol. 5, No. 2, (Juli-Desember 2006):,
http://dx.doi.org/10.24014/af.v5i2.3778.

18 Harisah, Kutsiyatur Rahmah dan Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang
Keadilan Dalam Muamalah” Jurnal Syar’ie, Vol. 3, No. 2 (Agustus 2020): 174,
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dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”**®

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl Ayat 90
tersebut, terkandung makna ‘ad/ yang diartikan sebagai suatu
kebenaran/kebajikan, sikap seimbang dan tidak memihak, penjaagan
hak-hak yang dimiliki seseorang dan cara yang tepat dalam
pengambilan keputusan. Atas dasar perintah yang diberikan langsung
oleh Tuhan ini, maka disinilah letak perbedaan konsep keadilan islam
dengan keadilan pada umumnya. Konsep keadilan dalam islam
sifatnya ialah perintah agama yang wajib dilaksanakan, bukan hanya
sekedar dorongan moral belaka.'*

Murtadha Muthahhari yang dikenal sebagai seorang ulama
muslim dan intelektual yang handal, dalam salah satu karyanya yakni
kitab Al-‘4dl Al-1lahi, . Murtadha Muthahhari.-mengklasifikasikan
konsep kadilan dalam empat hal, diantaranya:***

1) Sesuatu yang seimbang
Murtadha Muthahhari menafsirkan bahwa keadilan merupakan
sesuatu yang seimbang. Seimbang disini dalam arti bahwa suatu
keadaan harus berlaku sesuai dengan takaran yang semestinya,

bukan dengan suatu takaran yang sama. Untuk itu dalam upaya

mewujudkan suatu negara yang berkeadilan maka keadaan suatu

19 Ahmad Ali, dkk, Ar-Rahman The Inspire Al-Qur’anul Karim (Jakarta: CV. Al-
Qolam Publishing, 2014), 552.

120 Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam” Jurnal Pendidikan
Islam, Vol.VI, No.1,(Januari-Juni 2017):5-6, http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6il1.141.

12 Mawardi Ahmad: 292-294.
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negara tersebut harus dalam keadaan yang seimbang, yakni harus
eksis sesuai dengan takaran yang semestinya.*??
2) Persamaan penafian (Non diskriminasi)

Keadilan dalam pengertian persamaan penafian terhadap segala
perbedaan (non diskriminasi) mengandung makna bahwa adil
adalah tidak memihak. Seseorang dapat dikatakan telah berbuat
adil apabila ia tidak memihak salah satu pihak, namun
memandang dan memperlakukan setiap orang dengan sama rata.
Meski begitu, persamaan disini bukan bermakna perlakuan sama
yang mutlak kepada setiap orang yang memiliki takaran hak dan
kemampuan yang berbeda. Akan tetapi perlakuan yang sama ini
hanya berlaku kepada setiap orang yang memiliki hak dan
kemampuan yang sama saja.’®

3) ‘Memelihara hak-hak- individu 'dan memberi hak kepada pihak
yang berhak mendapatkannya

Adanya definisi ketiga ini melahirkan definisi baru yang
berlandaskan keadilan sosial yang harus dihormati oleh sesama
manusia. Dalam pengertian ini, Murtadha Muthahhari
mengklasifikasikannya dalam dua hal, yakni:

a) Hak dan Prioritas, hak disini berarti hasil dari aktivitas yang
telah dilakukan seseorang yang mana hak dan prioritas

seseorang pasti berbeda dengan yang lainnya. Contohnya

122 Zia Ulhaq Alfiyah, “Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari”
(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 59.
123 7ia Ulhaq Alfiyah, 60.



71

seorang pekerja yang melakukan pekerjaan dan menghasilkan
sesuatu maka ia memiliki hak atas hasil pekerjaannya tersebut;
b) Karakter Khas Manusia, yakni manusia memiliki karakter dan
kualitas tertentu yang dibentuk oleh dirinya sendiri, harus
diakui dan dihormati oleh orang lain demi terwujudnya
keadilan setiap individu.
4) Pelimpahan Berdasarkan Tingkat dan Kelayakan
Pengertian keadilan keempat ini mengandung makna keadilan
llahi yang berada dalam ranah metafisis dan teologis. Tuhan
sebagai wajib al-wujud adalah Yang Maha Baik, Maha Adil dan
Maha Sempurna sehingga apa pun yang melimpah dari-Nya pasti
mengandung kebaikan.*** Keadilan Ilahi berdasarkan pengertian
ke empat ini» mengandung makna bahwa segala sesuatu yang
keberadaannya benar-benar ada (maujud) mengambil perwujudan
dan kesempurnaan ‘dari kadar-yang telah menjadi haknya serta
searah dengan kemungkinan terpenuhinya.*?®
Konsep lain tentang keadilan juga digagas oleh Farid Escak,
seorang tokoh pemikir islam kontemporer dari Afrika Selatan. Latar
belakang Farid Escak yang berasal dari negara yang mengalami
penindasan rezim apartheid menjadikan penafsirannya berbeda
dengan penafsiran oleh tokoh-tokoh lain. Penafsirannya terhadap

konsep keadilan menekankan bahwa segala diskusi yang digali dalam

124 Sujiat Zubaidi, “Antara Teodisi dan Monoteisme: Memaknai Esensi Keadilan Ilahi”
Jurnal Tsagafah, Vol. 7, No. 2 (2011): 270, http://dx.doi.org/10.21111/tsagafah.v7i2.2.
1% Mawardi Ahmad, 295.
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Al-Qur’an termasuk juga diskusi mengenai keadilan harus
memperhatikan perlindungan terhadap kaum tertindas.**® Dalam
menyusun konsep hermeneutika yang digagasnya, Farid Escak dalam
“Side by side with non muslim: Towards a south African
hermeneutic” menyatakan bahwa:
“Al-Qur’an ditujukan kepada al-Nas (people, rakyat), dan
realitas sosial ‘rakyat’ merupakan faktor yang sangat penting
dalam hermeneutika kami. Apabila realitas sosial pada
dasarnya adalah kelaparan, penghinaan dan perampasan di satu

pihak, dan penggiatan upaya pengenyahan beban penindasan

di pihak lain, maka itulah yang membentuk epistemologi

: .5y 127
hermeneunetis kami”.

Farid Escak memberi gagasan bahwa suatu keadilan dapat
terwujud apabila dapat menerapkan hermeneutika dalam memahami
suatu teks. Artinya dalam mengaplikasikan suatu teks terlebih dahulu
kita. 'harus —melakukan penafsiran 'secara kontekstual dengan
mempertimbangkan dengan realitas sosial yang-dihadapi, bukan hanya
memahami suatu teks' secara tekstual saja. Dengan penerapan
hermeneutika tersebut maka teks-teks tersebut tidak hanya sekedar
kata-kata yang tidak memiliki makna, akan tetapi teks-teks tersebut
dapat menjadi aturan yang memberi manfaat dan menjauhkan manusia

dari kemudharatan,*?®

126 Usman Al- Amudi, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an Menurut Farid Esack”

(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2019),93.

127 Zunly Nadia, “Pandangan Farid Esack Tentang Al-Qur’an, Tafsir Dan Takwil Serta

Implikasinya Terhadap Bangunan Teologi Pembebasan” Jurnal An Nar, Vol IV. No. 1, (Februari

2012): 14.

128 Abdul Munib,“Cyber Crime Prespektif Teori Keadilan Barat dan Islam; Study Kasus

Prita Mulyasari” Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (September 2017): 13.
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Hal ini juga berlaku dalam memahami pasal per pasal dalam
suatu perundang-undangan. Dalam memahami undang-undang tidak
hanya berorientasi pada positivisme hukum saja, melainkan
berorientasi pada koherensi juga. Dengan kata lain, dalam
menganalisis suatu perkara harus dikaji secara keseluruhan terhadap
perkara tersebut sehingga putusan atau hasil kajian dari analisis

tersebut dapat sesuai dengan nilai-nilai keadilan.*?

129 Apdul Munib, 13.
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian berisi pembahasan mengenai langkah-langkah dan
metode yang digunakan penulis dalam memecahkan masalah yang akan diteliti.**
Metode penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab antara lain:
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif
yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh. Dan didalamnya
mengkaji pelaksanaan asas-asas hukum, norma-norma hukum dan kaidah-
kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. *** Metode
penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada
seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain
sebagainya yang disusun secara sistematis sesuai dengan: permasalahan yang
akan diteliti.
Metode yuridis' normatif ‘juga digunakan untuk meneliti asas-asas
hukum, yakni penelitian terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis
untuk menilai pengambilan keputusan secara konkret dan dikaitkan dengan

fungsi hakim dalam penerapan hukum, khususnya dalam melakukan

interpretasi atau penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan.

30 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104-105.

B Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit
Qiara Media, 2019), 22.
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B. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini
menggunakan tiga jenis pendekatan yakni:
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang
memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti.*®
Perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang relevan
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018
terkait perlindungan hukum yang diperoleh tenaga kerja yang melakukan
perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan. Karena penelitian ini
merupakan penelitian normatif yang menempatkan undang-undang
sebagai  sumber penelitian. maka peneliti menggunakan pendekatan ini
agar-isu hukum yang akan diteliti adpat terpecahkan.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan
cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang
dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti hendak menelaah kasus yang telah

menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) yakni

putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI1/2018.

132 Nur Solikin, 58.
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3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang dilakukan
dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin para ahli dalam
ilmu hukum, yang kemudian nantinya peneliti dapat menemukan
pengertian, konsep-konsep serta asas-asas hukum yang sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti.*** Pendekatan ini dianggap perlu
digunakan agar pemahaman terhadap konsep tersebut dapat menjadi
bahan acuafan atau sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi
hukum sehingga nantinya permasalahan yang akan diteliti dapat
terselesaikan.
C. Sumber Bahan Hukum
Penelitian yang akan diteliti merupakan jenis penelitian normatif. Oleh
karenanya untuk memperoleh data yang valid ‘sehingga permasalahan yang
akan diteliti dapat terselesaikan maka perlu adanya sumber-penelitian. Adapun
sumber penelitian yang digunakan peneliti diantaranya:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan
atau dokumen-dokumen resmi, putusan hakim, al-Qur’an dan hadist.
Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

133 Nur Solikin, 61.



77

4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan
Pemutusan Hubungan Kerja;

5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI1/2004 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

6) Fatwa DSN MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
ljarah

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI1/2018;

8) Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI1/2017/PHI1.Bdg;

9) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

10) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah ‘bahan hukum ‘pendukung yang
digunakan untuk memberi’ penjelasan-dari-bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder dapat berupa berbagai macam buku, hasil penelitian

(hukum) seperti skripsi dan tesis, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum

seperti jurnal, artikel serta notulen dalam seminar hukum dan situs-situs

internet.>*

134 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1998), 116.
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3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberi penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

2) Kamus Bahasa Inggris;

3) Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan
dengan melakukan penelusuran data literatur, yakni Putusan Mahkamah
Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 yang kemudian dilengkapi dengan
menggali bahan-bahan pustaka. yang  berkaitan dengan: bahasan mengenai
perjanjian' Kerja secara lisan. Sehingga dengan melakukan studi kepustakaan
dapat menunjukkan pemecah masalah dalam penelitian.**®
E. Analisis Bahan Hukum
Salah satu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam suatu

penelitian adalah dengan mengaitkan konsep dan pokok permasalahan. Yang
mana pembahasan ini berada dalam pembahasan analisis bahan hukum.'*
Adapun teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah

teknik analisis deskriptif kualitatif.

135 Bambang Sunggono, 115.

13 Fiddy Yeni Alfianti, “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan
Disertai Mutilasi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP”
(Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2022), 58.
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Teknik analisis deskriptif kualitatif atau dengan kata lain analisis isi
adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara menguraikan dan
mendeskripsikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut dan
logis yang kemudian disusun secara sistematis. Sehingga dapat menghasilkan
suatu argumentasi dalam menjawab psmasalahan penelitian.™*’

F. Tahap-tahap Penelitian
Tahap atau prosedur penelitian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah. Adapun tahap-tahap umum
dalam penelitian hukum yakni:*®
1. Melakukan identifikasi terhadap fakta-fakta hukum yang sesuai dengan
permasalahan yang ingin dipecahkan;

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan
yang ingin dipecahkan;

3. Menganalisis bahan-bahan hukum valid 'yang telah dikumpulkan dengan
permasalahan hukum yang akan dipecahkan;

4. Memberi jawaban terhadap permasalahan hukum yang hendak
dipecahkan dalam bentuk argumentasi akhir;

5. Memecahkan permasalahan hukum dengan memberikan preskripsi

sebagai argumentasi akhir dalam bentuk kesimpulan.

37 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
114.
138 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 154.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Posisi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761
K/Pdt.Sus-PH1/2018
1. Duduk Perkara

Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat bermula Kketika
penggugat yang berprofesi sebagai Advokat hendak membuat perjanjian
bantuan hukum kepada tergugat pada tanggal 1 April 2013. Akan tetapi
pada saat itu tergugat memiliki iktikad baik untuk mempekerjakan
penggugat sebagai HRD Manager pada perusahaannya yakni PT Anyar
Retail Indonesia. Tentu iktikad baik dari tergugat dengan memberi
tawaran pekerjaan kepada penggugat ini diterima dengan baik oleh
penggugat. - Akhirnya: atas iktikad baik dari masing-masing pihak ini
kemudian' timbulah kesepakatan antara penggugat ‘dan tergugat untuk
membuat suatu perjanjian.**® Perjanjian ‘kerja inilah yang kemudian
menjadi dasar adanya hubungan hukum antara penggugat sebagai pekerja
dengan tergugat sebagai pemberi kerja.
Adapun perjanjian kerja tersebut memuat beberapa kesepakatan
diantaranya terkait dengan jam kerja penggugat dan upah yang akan
diterima penggugat. Berdasarkan kesepakatan ini penggugat tidak

diwajibkan untuk hadir sebagaimana jam kerja karyawan yang lain. Akan

139 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:2.
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tetapi sebagai gantinya penggugat harus siap dan bersedia 24 jam apabila
ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu juga.'*°

Terkait dengan pengupahan, keduanya menyepakati bahwa upah
penggugat sebesar Rp.9.000.000,-. (Hal ini dapat perkuat dengan bukti
fotocopy buku rekening BCA atas nama Penggugat yakni Mangasi
Napitupulu serta keterangan tiga orang saksi yang mengetahui bahwa
Penggugat merupakan HRD Manager di PT Anyar Retail Indonesia).
Adapun peristiwa hukum tersebut dihadiri oleh penggugat, tergugat yang
diwakili oleh Bapak Lie Phi Tjen dan anaknya yang bernama Steven serta
disaksikan oleh iparnya yang bernama KO Kiki yang kesemuanya
merupakan Direktur perusahaan tersebut.***

Meskipun antara tergugat dan pengggugat telah terikat hubungan hukum
dalam perjanjian kerja secara lisan, penggugat kemudian berkeinginan
untuk membuat bukti tertulis yang menyatakan ‘bahwa perjanjian kerja
tergugat dan penggugat sebagai HRD Manager di perusahannya memang
benar adanya. Sehingga pada tanggal 21 April 2016, Penggugat membuat
perjanjian kerja dengan No. 03/AG/V1/2016 Surat Perjanjian Kerja. Akan
tetapi surat perjanjian kerja ini tidak ditandatangani oleh tergugat karena
tergugat tidak menginginkan adanya bukti tertulis.**?

Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan bahwa adanya

tanda tangan para pihak yang bersangkutan merupakan salah satu syarat

140 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PH1.Bdg:2.
1 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:2.
2 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:2.
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diakuinya sebagai alat bukti tertulis di pengadilan.'*® Karena tergugat
tidak menandatangai surat tersebut, maka surat tersebut dianggap tidak
sah dan kemudian tidak ada bukti tertulis terkait perjanjian kerja antara
penggugat dan tergugat.

Selama bekerja sebagai HRD Manager, penggugat tidak pernah
melakukan pelanggaran apapun, baik pelanggaran terhadap peraturan
perusahaan dan atau perundang-undangan yang dapat menjadi sebab
diharuskannya pelaksanaan pemutusan hubungan kerja. Namun pada
bulan April 2017 tergugat memberitahukan bahwa masa kerja Penggugat
tidak diperpanjang lagi dengan alasan sudah ada pengganti posisi
Penggugat sebagai HRD Manager.'* Tergugat dalam hal ini telah
melanggar ketentuan dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 ayat- (1), (2) «dan (3) karena Tergugat tidak berusaha untuk
menghindari - adanya pemutusan hubungan ‘kerja- antara Tergugat dan
Penggugat tersebut. Perusahaan (Tergugat) tidak boleh sesuka hati
melakukan pemutusan hubungan kerja kecuali pekerja yang bersangkutan
telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.'*®

43 Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di
Pengadilan” Jurnal Lex Privatum, Vol. 11, No. 2 (April-Juni 2015): 141.

14 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:3.

%5 Nikodemus Maringan, 3.
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2. Pengajuan Perkara dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI1/2018
Atas peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, penggugat mengajukan
gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A. Akan tetapi dalam putusan tersebut
majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat
diterima. Setelah putusan ini disampaikan kepada kedua belah pihak,
penggugat tidak puas dengan isi putusan tersebut sehingga penggugat
melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara
Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018. Akan tetapi majelis hakim menyatakan
bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, sehingga. permohonan kasasi yang diajukan oleh
pemohon kasasi tersebut harus di tolak.*°

3. Analisis terhadap Putusan ‘Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI1/2018
Putusan hakim sejatinya diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang
diajukan ke pengadilan, jangan sampai putusan yang dikeluarkan tersebut
justru dapat memperkeruh dan menimbulkan kontroversi di kalangan
masyarakat. Pemikiran hukum modern oleh Gustav Redbruch yang
menyempurnakan konsep positivisme hukum menyatakan bahwa ada tiga

unsur pokok yang harus terkandung dalam hukum di Indoneisa

146 pytusan Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018: 5.
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diantaranya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.'*’ Oleh
karenanya dalam praktik peradilan, dalam memutus suatu perkara hakim
harus bersandar atas tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan.’*® Untuk itu peneliti hendak menganalisis putusan
Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 ini apabila ditinjau
dari ketiga unsur tersebut.
a. Kepastian Hukum
Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim diharuskan untuk
melakukan interpretasi hukum dengan cermat. Artinya dalam
melakukan penemuan hukum terhadap suatu perkara, tidak cukup
apabila hakim hanya menggali undang-undangnya saja, sebab
terkadang permasalahan tersebut tidak diatur secara jelas di dalam
undang-undang: Oleh" karenanya  'hakim :juga harus menggali
bagaimana ' nilai-nilai - hukum "yang- hidup dan ' berkembang di
masyarakat.**® 'Putusan ‘hakim yang mengandung unsur kepastian
hukum maka putusan tersebut akan memberi kontribusi terhadap
perkembangan ilmu hukum yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh

masyarakat apabila ada perkara yang serupa.

Y7 M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav
Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) Jurnal Hukum, Volume IV, Nomor 11 (Juni 2013 ): 47,
http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4il.117.

8 Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan
Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, (September,
2012): 482.

9 Busyra Muqoddas, “Mengkritisi asas-asas hukum acara perdata” Jurnal hukum 1US
QUIA IUSTUM, Vol. 9, No. 20, (Juni 2002): 21, https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art2.



http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117
https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art2
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Setelah peneliti menganalisis putusan Mahkamah Agung
Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 ini, peneliti beranggapan bahwa
putusan hakim ini tidak memenuhi unsur kepastian hukum.
Sebagaimana diketahui bahwa perkara ini merupakan perkara yang
sebenarnya telah banyak di praktikan oleh masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari. Karakteristik masyarakat Indonesia yang
menjunjung tinggi kepercayaan terhadap perkataan seseorang ini telah
menjadi kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh mereka. Salah satu
contohnya yakni perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dengan
perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia Yyang
mengikatkan dirinya dengan pekerja/karyawannya dengan perjanjian
secara lisan. Dan tidak sedikit pula hubungan hukum yang dijalin oleh
masyarakat yang- bekerja sebagai kuli. bangunan, buruh tani dan
sebagainya yang juga melakukan perjanjian kerja secara lisan dengan
pihak yang mempekerjakannya.

Majelis hakim yang menangani perkara ini menyimpulkan
bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi
perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat. Sebagaimana dalam
putusan, dalam pertimbangannya majelis hakim hanya berfokus untuk
mencari bukti tertulis seperti surat pengangkatan kerja yang
dikeluarkan oleh perusahaan saja.*® Padahal bisa saja jika perusahaan

memang tidak membuat surat pengangkatan tersebut.

10 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:29-30.
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Dalam hal ini majelis hakim yang hanya fokus mencari bukti
tertulis dan tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya. Meskipun
alat bukti surat pengangkatan pekerja tidak ada, ada bukti lain yang
menguatkan fakta tersebut seperti kesaksian dari tiga orang saksi yang
menyatakan bahwa penggugat merupakan HRD Manager di
perusahaan PT Anyar Retail Indonesia diantara saksi tersebut dua
diantaranya saksi dari penggugat dan satu saksi dari tergugat yang
mana dulunya ia merupakan staff HRD yang merupakan bawahan dari
penggugat yang menjabat sebagai HRD Manager. Selain bukti tiga
orang saksi, terdapat bukti lain yang seharusnya dapat menguatkan
dalil gugagat penggugat yakni adanya bukti slip gaji milik salah satu
saksi yang pernah menjabat sebagai pegawai di perusahaan tersebut
serta buku rekening milik penggugat.**

Seharusnya bukti- ini sudah dapat memperkuat. fakta adanya
perjanjian kerja yang mengikat penggugat dan tergugat. Akan tetapi
majelis hakim seakan-akan tidak melihat posisi bahwa perjanjian lisan
itu diakui oleh undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa
putusan ini tidak sesuai dengan unsur kepastian hukum yang
kemudian juga tidak dapat memberi keadilan terhadap masyarakat.**?
b. Keadilan

Perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat ini termasuk

dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang

51 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:12.
152 M. Muslih, 148.
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mana perjanjian kerja ini dapat dibuat secara tertulis maupun secara
lisan. Dalam hal PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib
membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan
sebagaimana tertera dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang
Ketenagakerjaan.'*®
Sebenarnya apabila tergugat menjalankan perintah undang-
undang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka akan tercipta
bukti tertulis yang menyatakan bahwa penggugat merupakan HRD
Manager di perusahaan tergugat. Namun kenyataannya tergugat tidak
menjalankan kewajibannya untuk mengeluarkan surat pengangkatan
pekerja bagi penggugat. Maka seharusnya tergugat selaku perusahaan
yang melanggar ketentuan dengan tidak melaksanakan kewajibannya
untuk membuat - surat - pengangkatan. pekerja. bagi pekerjanya,
sebagaimana dalam ‘Pasal 188 'Undang-Undang Ketenagakerjaan,
perusahaan tersebut:
“dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Setelah peneliti melakukan analisis terhadap putusan ini, peneliti
beranggapan bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang

pada intinya menyimpulkan bahwa tidak ada bukti adanya perjanjian

kerja antara penggugat dengan tergugat ini hanya berfokus pada bukti

153 Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
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tertulis saja. Artinya majelis hakim dalam hal ini telah mengabaikan
hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Farid Escak, seorang tokoh pemikir islam kontemporer,
mengungkapkan pemikirannya bahwa apabila ingin mewujudkan
sebuah keadilan maka dalam melakukan penemuan hukum harus
melakukan penafsiran hukum terlebih dahulu. Dalam konteks ini,
majelis hakim yang memiliki kewajiban menangani dan
menyelesaikan suatu perkara harus melakukan interprestasi. Tidak
hanya berusaha menginterpretasi undang-undang secara tekstual saja
namun juga dapat mempertimbangkan keadaan dan kehidupan sosial
masyarakat.

Sementara dalam teori tentang keadilannya, John Rawls yang
mengungkapkan keadilan: sebagai justice as fairness, yakni keadilan
tersebut "harus dirasakan 'oleh' seluruh’ “pihak. ' Putusan hakim
semestinya terdapat fairness dengan memberi kesempatan yang sama
kepada para pihak yang bersengketa agar dapat dianggap sebagai
putusan yang adil. Sementara majelis hakim tidak mempertimbangkan
bukti-bukti yang menguatkan pembuktian dari pihak penggugat.
Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas
kepastian hukum dan keadilan. Dalam menerapkan suatu hukum,
hakim harus memperhatikan asas kemanfaatan ini. Jangan sampai

karena putusan hakim tersebut bukannya memberi kemanfaatan
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kepada para pihak dan masyarakat justru menimbulkan kontroversi
dalam masyarakat.**

Setelah peneliti menganalisis putusan Mahkamah Agung
Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI1/2018, peneliti beranggapan bahwa putusan
ini tidak memenuhi asas kemanfaatan. Apabila dicermati secara jelas,
yang mana dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim seakan-
akan tidak mengakui kekuatan perjanjian lisan di Indonesia. Majelis
hakim hanya berfokus untuk menemukan bukti tertulis saja, namun
tidak mempertimbangkan bukti lain seperti kesaksian tiga orang saksi,
bukti slip gaji serta buku rekening milik penggugat.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa putusan ini tidak
memenuhi kriteria kemanfaatan yang dapat memberi kepuasan kepada
seluruh pihak yang berperkara. Selain itu, hasil akhir putusan inipun
juga « tidak < dapat ' menyelesaikan polemik- ‘dalam. masyarakat,
khususnya terhadap-para pekerja yang terikat perjanjian kerja secara
lisan dengan perusahaan tempat ia bekerja. Sehingga amanat UUD
1945 dalam Pasal 28 D angka (1) untuk memberi perlindungan hukum
terhadap seluruh warga negara tidak dapat terwujudkan.

B. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Tentang

Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Lisan Dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PH1/2018

4 Siti Nur Maulidatun Nafisah, “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Dalam Menangani Sengketa Perjanjian Penetapan Harga” (Tesis, Universitas Jember, 2022),6.
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Hakim sebagai aparat penegak hukum sebelum menjatuhkan
suatu putusan yang adil dan bijaksana harus terlebih dahulu
mempertimbangkan akibat dan dampak yang akan terjadi setelahnya.'*®
Karena putusan hakim sangat diperlukan dalam menangani suatu perkara
yang diperiksa dan diadilinya maka seorang hakim harus memiliki
kemampuan dalam mengelola data dan fakta-fakta yang didapat selama
proses persidangan.’®  Seperti alat bukti tertulis, saksi-saksi,
persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal
164 HIR/ Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.™’

Selain itu seorang hakim juga harus memiliki kemampuan untuk
menelusuri serta memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat
sehingga hakim dapat melahirkan suatu putusan yang seadil-adilnya.
Adapun_dasar pertimbangan hukum hakim untuk menolak gugatan ini
diantaranya yakni:

a. Pertimbangan Alat Bukti
1) Alat Bukti Persangkaan
Dalam pembuktian ada yang namanya alat bukti persangkaan,
persangkaan ini dapat berupa persangkaan dari undang-undang
maupun persangkaan dari kesimpulan hakim. Akan tetapi

persangkaan tidak dapat berdiri sendiri, artinya hakim dalam

1% Syarifah Dewi Indawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas
Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan” Jurnal Verstek, VVolume 5
Nomor 2 : 268.

1% Fuad Muhammad, “Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan
Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor. 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr.
Perspektif Maslahah Mursalah” (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 70.

7 M.Yahya harahap, 496.
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membuat suatu kesimpulan harus didukung dengan alat-alat bukti

lainnya.

Majelis hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa
perselisihan yang terjadi adalah perbedaan pendapat tentang
kedudukan jabatan. Penggugat menyatakan dirinya sebagai HRD
Manager dari Anyar Group yang mana kemudian Penggugat di-
PHK tanpa mendapatkan kompensasi dan hak-hak lainnya,
sementara menurut Tergugat, Penggugat bukan karyawan atau
pekerja dari Tergugat (PT. Anyar Ritail Indonesia) tetapi seorang
Advokad yang memberikan jasa hukum.'*® Sehingga karenanya
majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum
antara penggugat sebagai HRD Manager dengan tergugat selaku
perusahaan.

2) ‘Alat Bukti Tertulis (Surat)

a. Majelis hakim mempertimbangkan bukti P-2 dan P-3 yang
berupa surat pengunduran diri atas nama Moch Hilman dan
Dady Agung yang ditujukan kepada penggugat sebagai HRD
Manager perusahaan dan juga bukti P-9 berupa surat
keterangan yang telah di stempel perusahaan dan
ditandatangani penggugat. Akan tetapi dalam bukti lain yakni
bukti P-4 berupa slip gaji Dony Agung yang tertulis pada

periode 28 Juni-27 Juli 2013 yang didalamnya tertuliskan

158 pytusan No.196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI1.Bdg:28.
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bahwa kedudukan penggugat bukan sebagai HRD Manager,

namun sebagai personalia perusahaan Anyar Group.™
Sehingga majelis hakim beranggapan penggugat bukan
seorang HRD Manager perusahaan Anyar Group. Pemohon
Kasasi adalah HRD Manager Anyar Group yaitu PT.Kencana
Satria Sejati Mandiri

b. Selain itu bukti T-4 tentang Basic Salary UMK 2014 Hotel
Kedaton yang didalamnya terdapat keterangan tentang posisi
Penggugat sebagai HR Managernya. Berdasarkan bukti ini
majelis hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat juga
pernah menjabat sebagai HR Manager Hotel Kedaton.**

c. Dalam  pertimbangan lain, majelis hakim juga
mempertimbangkan - keterangan 'saksi.‘Mochamad Hilman
bahwa perusahaan di dalam Anyar Group hanya ada CV KSS
(Kencana Sejati- Sejahtera) dan PT. KSSM (Kencana Sejati
Sejahtera Mandiri) yang berarti tidak ada perusahaan yang
bernama PT Anyar Retail Indonesia.

d. Adapun dalam bukti P-6 yang identik dengan bukti T-6
berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat No. 560/2396-SK/Perlin
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kencana Satria

Sejati Mandiri. Yang mana terhadap bukti ini telah

159 pytusan No.196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI1.Bdg:28.
180 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg: 28.
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dilampirkan penandatangan Penggugat yang jabatannya
adalah sebagai HRD Manager. Berdasarkan fakta ini majelis
hakim menyatakan terbukti bahwa kedudukan penggugat
bukan dari PT. Anyar Retail Indonesia.**

e. Majelis hakim juga menyatakan bahwa gugatan penggugat ini
kurang pihak, semestinya selain menggugat tergugat yakni PT
Anyar Retail Indonesia juga menggugat PT. Kencana Satria
Sejati Mandiri.**?

f. Majelis hakim juga mempertimbangkan bukti T-3 berupa
fotocopy Akta Pendirian PT. Anyar Ritail Indonesia, dalam
akta tersebut tercantum bahwa PT. Anyar Ritail Indonesia
berdiri sejak 9 Desember 2014. Sedangkan bukti P-4 yakni
slip 'pembayaran: gaji._manual - Anyar 'Group terulis pada
periode 28 Juni-s/d 27 ‘Juli'2013. Berdasarkan hal tersebut
maka bukti-yang diajukan-oleh penggugat tersebut lebih dulu
ada sebelum terbentuknya perusahaan tergugat.

b. Pertimbangan Perundang-Undangan
Selain  berdasarkan alat bukti, majelis hakim juga
mempertimbangkan ketentuan dari perundang-undangan, yakni

dalam Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang

menyatakan bahwa:

181 pytusan No.196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI1.Bdg:29.
182 pytusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018: 5.
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“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai

unsur pekerjaan, upah dan perintah”.*®

Yang pada intinya berdasarkan ketentuan ini, maka hubungan
kerja dapat terjadi setelah adanya perjanjian antara pekerja dengan
pengusaha sebagai bentuk lahirnya atau terciptanya hubungan hukum
yang mana dalam hal ini adalah antara penggugat dengan tergugat.
Akan tetapi majelis hakim tidak menemukan bukti bahwa benar telah
terjadi perjanjian kerja antara penggugat dengan tergugat.*®*

Majelis hakim juga beranggapan bahwa apabila memang
benar terdapat perjanjian kerja secara lisan antara penggugat dan
tergugat, maka seharusnya ada Surat Pengangkatan Pekerja bagi
penggugat yang dikeluarkan oleh perusahaan (tergugat) sebagaimana
ketentuan dalamPasal 63 Undang-Undang -Ketenagakerjaan. Akan
tetapi’ kenyataannya ‘tidak 'ada 'Surat. ‘Keputusan  Pengangkatan
penggugat sebagai- HRD Manager PT. Anyar Ritail Indonesia.
Sehingga majelis hakim berpendapat antara Penggugat dengan
Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja. °°

Majelis hakim dalam hal ini juga berpedoman pada putusan

MA RI No. 294.K/Pdt/Sip/1971 yang disahkan pada tanggal 7 Juli

1971 yang memberikan kaidah hukum bahwa:

163 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 15.

184 pytusan No.196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI1.Bdg:29.

185 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:29-30.
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“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek
hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah
yang disengketakan dan bukan orang lain”.*®®

Dan sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dengan pekerja”.

Karena majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada hubungan
kerja antara penggugat dengan tergugat. Majelis hakim menyatakan
bahwa penggugat telah salah dalam menarik tergugat sebagai pihak
dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan penggugat dinyatakan
Error In Persona. Sehingga majelis hakim menyatakan gugatan
penggugat Error In Persona, maka sudah tepat terhadap gugatan
penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard), . sehingga. . majelis . hakim . tidak - perlu lagi
mempertimbangkan tentang. pokok perkara, tuntutan atas hak-hak
pesangon dan hak-hak lainnya dari Penggugat.*®’

Setelah putusan yang penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri
Bandung keluar, penggugat mengajukan permohonan kasasi agar
majelis hakim untuk membatalkan putusan sebelumnya. Akan tetapi
majelis hakim memutuskan bahwa putusan Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang. Sehingga

186 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg: 30.
187 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg: 30.
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permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut
tetap harus ditolak.*®®
Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio
Decidendi) Tentang Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Lisan Dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PH1/2018
Putusan hakim merupakan hasil analisa hukum yang digali berdasarkan
fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Untuk mengukur kualitas suatu
putusan maka yang perlu diperhatikan adalah dasar pertimbangan hukum
yang digunakan hakim yang menangani perkara tersebut. Oleh sebab itu
hakim harus meneliti secara cermat dan tepat sebelum mengeluarkan

suatu putusan.*®

Adapun analisis terhadap dasar pertimbangan hukum
hakim yang inti pokoknya sebagai berikut:
a. Pemohon ' Kasasi© adalah "HRD ' 'Manager Anyar Group Yaitu
PT.Kencana Satria Sejati Mandiri
Dalam salah satu dasar pertimbangan hukumnya, majelis hakim
mempertimbangkan bukti P-6 yang identik dengan bukti T-6 berupa
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat No. 560/2396-SK/Perlin tentang Pengesahan Peraturan
Perusahaan PT. Kencana Satria Sejati Mandiri. Yang mana terhadap
bukti ini telah dilampirkan penandatangan Penggugat yang

jabatannya adalah sebagai HRD Manager. Sehingga majelis hakim

menyimpulkan bahwa kedudukan penggugat bukan dari PT. Anyar

188 pytusan Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018: 5.
189 Fence M. Wantu, 483.
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Retail Indonesia. Sehingga penggugat telah salah menarik tergugat
dalam gugatannya.

Majelis hakim dalam suatu pembuktian perdata tidak boleh
hanya terpaku pada kebenaran formil saja. Namun juga harus
menggali dan mempertimbangkan apa yang menjadi kebenaran
materilnya serta mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.
Bahwa memang benar isi surat tersebut akan tetapi untuk
mendapatkan fakta secara lebih bijak lagi, majelis hakim sebaiknya
memperhatikan bukti-bukti lain yang ada dalam persidangan.

Dalam keterangan saksi Mochamad Hilman yang memberi
pernyataan bahwa pada awalnya saksi bekerja di PT KSSM akan
tetapi kemudian ada peralihan menjadi Anyar Group dan terakhir di
PT. Anyar Retail- Indonesia.X’? Artinya bahwa pada tahun 2013 yang
dikatakan Penggugat pada waktu itu perusahaan ini. masih dalam
masa peralihan. Beberapa pekerja-yang bekerja di PT. Anyar Retail
Indonesia sebelumnya juga bekerja di PT KSSM ataupun Anyar
Group karena memang perusahaan tersebut pada waktu itu masih
dalam masa transisi.

Selain itu saksi Deni Kusandar, seorang Operasional Manager
dari PT Anyar Retail Indonesia juga memberi pernyataan bahwa
Peraturan Perusahaan PT KSSM juga berlaku untuk Perusahaan PT.

Anyar Retail Indonesia. PT Anyar Group ini memiliki tiga

70 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg: 13-16.
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perusahaan yang menjadi naungannya diantaranya yakni PT Anyar
Retail Indonesia, PT Kencana Satria Sejati Mandiri dan PT KSS.
Karenanya baik pekerja/karyawan yang bekerja di PT Anyar Retail
Indonesia, PT Kencana Satria Sejati Mandiri ataupun di PT KSS
sejatinya mereka juga termasuk dalam pekerja/karyawan dari PT
Anyar Group.'"™

Saksi juga mengatakan bahwa saksi menandatangani surat-surat
yang keluar atas nama Anyar Group termasuk Peraturan Perusahaan
sebagai karyawan PT KSSM.'"? Saksi juga mengatakan bahwa semua
karyawan mengakui bahwa sebenarnya mereka bekerja di PT Anyar
Group. Terlebih lagi keterangan dari saksi lain dari pihak tergugat
yakni Lia Amelia yang mengatakan bahwa penggugat ini menangani

perusahaan lain sepanjang ada dibawah PT Anyar Group.'"

Artinya
bahwa baik saksi dan penggugat selama bekerja dibawah naungan PT
Anyar Group ia juga bekerja pada perusahaan-perusahaan dibawah
naungannya.

Terlepas dari penggugat yang seharusnya menggugat PT Anyar
Group, PT Anyar Retail Indonesia ataupun PT KSSM ini seharusnya
dapat didudukkan pada tempat yang tepat, karena persoalan ini bukan
menyangkut pada persoalan terpisahnya perusahaan-perusahaan

tersebut akan tetapi terdapat hak dari yang bersangkutan itulah yang

harus dipenuhi. Terlebih mengingat lagi bahwa PT Anyar Group

71 pytusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Bdg:22-23.
172 pytusan No.196/Pdt.Sus-PHI1/2017/PHI.Bdg: 24.
173 putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Bdg: 21.
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yang tidak memiliki akta pendirian sehingga dalam hal ini penggugat
memilih untuk menggugat PT Anyar Retail Indonesia yang telah
berbadan hukum.

b. Pernyataan penggugat bahwa ia telah bekerja sebagai HRD Manager
di PT. Anyar Retail Indonesia lebih dulu ada sebelum berdirinya
perusahaan tergugat

Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan bukti T-3 yang
tercantum bahwa perusahaan tergugat berdiri sejak 9 Desember 2014.
Sedangkan Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan dirinya
sebagai HRD Manager sejak 21 April 2013.7* Atas pertimbangan
tersebut majelis hakim kemudian tidak membenarkan fakta bahwa
ada hubungan kerja antara penggugat dan tergugat.

Dalam perkara perdata, pembuktian ‘lebih bersifat mencari
kebenaran' formil,  baik ' terkait dengan ‘hak * maupun peristiwa.
Karenanya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat. Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti
lain untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti akta otentik.
Mengikat dalam arti hakim terikat dengan alat bukti akta otentik,
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR/285 RBg).
Apabila akta otentik dilumpuhkan oleh alat bukti lawan, maka

kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan, dan

74 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:29.
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untuk dapat mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah
dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

Hakikatnya hakim bukanlah benda yang tidak bernyawa, tetapi
mahluk yang memiliki ruh dan nurani. Selain itu, pembuktian dalam
hukum tidak seperti ilmu pasti seperti matematika, tetapi lebih
bersifat sosial. Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada
kebenaran formil, tetapi juga harus berusaha menggali kebenaran
materiil dalam perkara perdata.'’

Dalam kasus di atas alat bukti lawan berupa dua orang saksi
penggugat dan dua orang saksi tergugat. Menurut hukum
pembuktian, alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan
materiil serta jumlahnya telah memenuhi batas minimal pembuktian,
memiliki ' kekuatan ~pembuktian bebas, :dalam arti penilaian
pembuktian diserahkan kepada hakim. Pada kasus dalam putusan ini,
akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti oleh tergugat berupa
Akta Pendirian Perusahaan. Untuk melawan akta otentik tersebut
menurut Harahap kekuatan pembuktian akta otentik dapat
dilumpuhkan dengan alat bukti apa saja, termasuk saksi.'"®

Menurut  Wirjono, pembuktian dengan keterangan saksi ini

menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Yang mana dalam

> Muhamad Isna Wahyudi, “HAKIM TIDAK TERPAKU PADA KEBENARAN
FORMIL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan PA Kotabumi Nomor:
166/Pdt.G/2012/PA Ktbm tanggal 19 November 2012 tentang Sengketa Waris)” (31 Mei 2018): 1.
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakim-tidak-terpaku-pada-
kebenaran-formil-dalam-perkara-perdata-oleh-muhamad-isna-wahyudi-31-5

76 Muhamad Isna Wahyudi, 56.
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kebiasaan masyarakat Indonesia bahwa dalam melakukan beberapa
perbuatan hukum tidak terbiasa dibuatkan surat/bukti tertulis
lainnya.!”” Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi
kepercayaan kepada orang lain ini yang menyebabkan jarang
dilakukannya perjanjian secara tertulis. Oleh sebab itu keterangan
saksi yang mengetahui kebenaran peristiwa yang disengketakan di
pengadilan ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam
persidangan perkara perdata.Dalam kasus ini terdapat keterangan dari
empat orang saksi yang secara hukum memiliki nilai pembuktian
namun tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Pertama, saksi Mochamad Hilman yang mengatakan bahwa
saksi mengetahui Penggugat adalah HRD Manager PT Anyar Group
dan PT Anyar Retail Indonesia mulanya pada sekitar tahun 2013.
Bahwa pernah ‘suatu ketika 'seluruh ‘staff -di- lingkungan store
manager/store ' leadaer ' dikumpulkan “dalam satu ruangan untuk
mengenalkan penggugat sebagai HRD Manager. Yang mana
perkumpulan tersebut dihadiri oleh semua lingkup operasional store,
diantaranya ada store manager atau supervisor juga manager
operasional. Saksi juga mengetahui bahwa penggugat adalah HRD
karena Direksi PT Anyar Retail Indonesia yakni Pak Kelvin Sumarli
yang pernah secara langsung berbicara bahwa penggugat adalah HRD

Manager dan meminta untuk seluruh permasalahan kepengurusan

7 Lonna Yohanes Lengkong, “PENERAPAN ASAS MENCARI KEBENARAN
MATERIIL PADA PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIFHUKUM PEMBUKTIAN
PERDATA” Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, April 2017): 488.
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karyawan agar ditangani oleh penggugat. Oleh karenanya sejak
pergantian HRD Manager yang sebelumnya dipegang oleh Doni
Iskandar, setiap ada permasalahan pasti menghadap secara langsung
kepada penggugat.*’®

Kedua, saksi Dodi Agung Hardianto yang mengatakan bahwa
sebagaimana keterangan dari saksi Mochamad Hilman, ia juga
mengetahui saat ketika penggugat memperkenalkan diri sebagai HRD
Manager dalam perkumpulan semua pimpinan cabang yang diadakan
pada tahun 2013 tersebut yang pada saat itu bertempat di kantor
SPBU Jalan Ahmad Yani. Saksi juga menyatakan bahwa ketika saksi
menjadi pimpinan cabang di Cimahi, HRD pernah membagikan
peraturan perusahaan pertama kali yakni pada tahun 2013 yang
didalamnya ditandatangani oleh Penggugat selaku HRD Manager dan
saksi ‘sebagai Pimpinan 'Cabang.  Setahu ‘saksiPT- Anyar Group
merupakan Holding Company PT-Anyar Retail Indonesia yang mana
dulu sebutannya adalah Anyar Group. Dan saksi mengetahui PT
Anyar Retail Indonesia sudah ada dan beroperasi sejak sekitar tahun
2008 tetapi mungkin pengesahannya baru di tahun 2014.*

Berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan penggugat
dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ia telah melakukan
perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan dan telah bekerja

disana sejak tahun 2013, hal ini menguatkan fakta bahwa tahun 2013

178 pytusan Nomor 196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:13-16.
9 pytusan Nomor 196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI1.Bdg:18-19.
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pun PT Anyar Retail Indonesia sudah beroperasi. Akan tetapi
memang pengesahan pendiriannya baru di tahun 2014.

Normalnya baik PT yang belum mendaftarkan legalitasnya atau
bahkan PT yang sedang menunggu pengesahan yang diberikan oleh
Kementrian Hukum dan HAM tersebut tidak mungkin berhenti
beroprasi. Apabila PT tidak melakukan perbuatan usaha maka PT
tersebut akan mengalami kerugian karena perusahaan tidak
melakukan perbuatan usaha. Yang mana dalam menjalankan
usahanya tersebut PT pasti akan melakukan perbuatan hukum seperti
perjanjian jual beli atau bahkan perjanjian kerja dengan karyawannya
meskipun PT tersebut belum berstatus badan hukum. Sebagaimana
Pasal 14 UUPT Ayat 1 bahwa:

“Perbuatan » hukum ' atas ' nama Perseroan yang belum
memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh
semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua
anggota Dewan . Komisaris- Perseroan dan mereka sernua
bertanggung ‘jawab" secara tanggung renteng atas perbuatan
hukum tersebut”.

Akan tetapi setelah PT berstatus sebagai badan hukum tanggung
maka jawab seorang Direksi yang semula bertanggung jawab secara
tanggung renteng berubah menjadi tanggung jawab yang diambil alih
oleh PT hal ini disebutkan dalam Pasal 14 UUPT Ayat 4-5. Maka
dalam perkara ini perjanjian kerja yang termasuk sebagai perbuatan

hukum yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat selaku Direksi

serta disaksikan oleh dua orang Direksi lainnya sebelum perusahaan
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menjadi bahan hukum, maka sesuai Pasal 14 UUPT Ayat 4-5
perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab PT.

Maka dalam hal ini majelis hakim selain memperhatikan
kebenaran formil, juga tidak boleh mengesampingkan kebenaran
materilnya. Meskipun Akta Pendirian PT Anyar Retail Indonesia
tertulis tahun 2014, secara materilnya PT Anyar Retail Indonesia
telah beroperasi dan melakukan perbuatan hukum sebelum
perusahaan mendapat legalitas sebagai badan hukum. Sebagaimana
bukti kuat dari keterangan para saksi dan karyawan yang bekerja di
perusahaan tersebut.

Dalam hal ini peneliti memandang bahwa majelis hakim telah
keliru dalam mempertimbangkan pernyataan penggugat bahwa ia
telah’ bekerja sebagai HRD Manager di PT Anyar Retail Indonesia
lebih dulu ada sebelum berdirinya perusahaan tergugat. Karena fakta
bahwa penggugat telah bekerja sejak tahun 2013 itu dapat diperkuat
dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya. Meskipun akta
pendirian perusahaan baru berdiri di tahun 2014, tidak dapat
dipungkiri bahwa di tahun 2013 penggugat telah bekerja di PT. Anyar
Retail Indonesia. Secara formil memang benar akta pendirian
perusahaan pada tahun 2014 akan tetapi hak-hak para pekerja yang
telah bekerja sebelum perusahaan mendapat legalitas juga perlu

diperhatikan.
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c. Tidak ada perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat sehingga
keduanya tidak memiliki hubungan kerja

Majelis hakim dalam hal ini menimbang dari ketentuan dalam
Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan Yyang
menyatakan bahwa:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai

unsur pekerjaan, upah dan perintah”.'*

Yang pada intinya berdasarkan ketentuan ini, maka hubungan
kerja dapat terjadi setelah adanya perjanjian antara pekerja dengan
pengusaha sebagai bentuk lahirnya atau terciptanya hubungan hukum
antara keduanya. Akan tetapi majelis hakim tidak menemukan bukti
bahwa benar telah terjadi perjanjian kerja antara penggugat dengan
tergugat.™

Majelis hakim juga beranggapan bahwa apabila - memang benar
terdapat perjanjian kerja secara lisan antara penggugat dan tergugat,
maka seharusnya ada Surat Pengangkatan Pekerja bagi penggugat
yang dikeluarkan oleh perusahaan (tergugat) sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi

kenyataannya tidak ada Surat Keputusan Pengangkatan penggugat

sebagai HRD Manager PT. Anyar Ritail Indonesia. Sehingga majelis

180 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 15.
181 pytusan No.196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI1.Bdg:29.
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hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak
mempunyai hubungan kerja.'*

Majelis hakim yang hanya berfokus pada bukti tertulis saja ini
tidak mempertimbangkan kebenaran materil dan hukum yang hidup
dan berkembang di masyarakat. Sebagaimana perkartaan Farid Escak
bahwa apabila ingin mewujudkan sebuah keadilan maka dalam
melakukan penemuan hukum harus melakukan hermeneutika hukum
terlebih dahulu. Artinya majelis hakim dalam upaya menyelesaikan
suatu perkara, jangan hanya berpatokan kepada undang-undang
secara tekstual saja. Namun juga hakim harus dapat
mempertimbangkan hal-hal lain yang memang tidak diatur di dalam
undang-undang.

Meskipun tidak ada surat pengangkatan kerja, masih ada bukti
lain yang memperkuat fakta bahwa ada perjanjian kerja secara lisan
yang mengikat penggugat dengan tergugat, diantara bukti-bukti
tersebut antara lain:

Seperti kesaksian dari saksi penggugat yakni Mochamad Hilman
dan Dodi Agung Hardianto yang sama-sama mengetahui ketika
penggugat memperkenalkan diri sebagai HRD Manager dalam
perkumpulan semua pimpinan cabang yang diadakan pada tahun
2013. Bahkan  Operasional  Manager  perusahaan  juga

memperkenalkan penggugat sebagai HRD Manager. Apabila yang

182 pytusan No.196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg:29-30.
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dilakukan penggugat pada saat itu salah, maka para pimpinan cabang
akan memberi teguran kepadanya. Akan tetapi hal sebaliknya yang
terjadi, tidak ada teguran dari pihak perusahaan ketika penggugat
memperkenalkan diri sebagai HRD Managernya.

Menariknya lagi kesaksian dari saksi tergugat yakni Lia Amelia
yang mengaku bahwa dulunya merupakan staff dari Penggugat yang
menjabat sebagai HRD Manager di PT Anyar Retail Indonesia dan ia
juga mengatakan dahulu penggugat yang mewawancarainya selaku
HRD PT Anyar Retail Indonesia ini merupakan kesaksian yang
memiliki nilai pembuktian yang kuat. Bahkan kesaksian dari seorang
Operasional Manager perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa ia
memperkenalkan penggugat sebagai HRD Manager perusahaan PT
Anyar Group.

Sebagaimana ' pembuktian < dalam' ‘perkara ‘perdata, bahwa
kesaksian para saksi ini bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan.
Terlebih kekuatan pembuktian dari seorang saksi jika diperkuat
dengan alat bukti lain dan terdapat keseuaian diantara keduanya maka
dapat memjadi kekuatan pembuktian yang sempurna.*®

Adapun dalam perkara ini ada empat kesaksian yang sama dari
dua orang saksi penggugat dan dua saksi tergugat. Dan diperkuat
dengan bukti foto copy buku rekening penggugat, surat pengunduran

diri saksi Mochamad Hilman dan Dodi Agung Hardianto yang

18 Achmad Rifai, 6.
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didalamnya terdapat tanda tangan penggugat sebagai HRD Manager
PT Anyar Retail Indonesia serta slip gaji manual atas nama Dodi
Agung Hardianto dengan tanda tangan penggugat sebagai HRD

Manager.'**

Adapun terhadap bukti tersebut, saksi tergugat sebagai
operasional manager perusahaan telah mengakui bahwa stempel/cap
dalam bukti tersebut sah dan diakui oleh perusahaan.**

Seharusnya bukti-bukti yang telah dipaparkan diatas dapat
menguatkan fakta atas peristiwa yang terjadi antara penggugat dan
tergugat. Melihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum hakim
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI1/2018
ini, ditemukan interpretasi bahwa hakim terlalu terpaku pada
kebenaran formil saja dan tidak berupaya untuk mencari dan
membertimbangkan kebenaran materilnya.

d." "Penggugat telah salah apabila‘menarik tergugat sebagai pihak dalam
perkara a quo

Setelah menganalisis putusan ini, peneliti beranggapan bahwa
meskipun kebenaran materilnya penggugat bekerja pada perusahaan
yang berada dibawah naungan PT Anyar Group. Akan tetapi agar
gugatan aman dari cacat formil sebaiknya penggugat menggugat

Hoalding Company dari perusahaan-perusahaan tersebut yakni PT

Anyar Group.

184 pytusan Nomor 196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg: 12.
185 pytusan Nomor 196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg: 23.
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Dalam hal sengketa di pengadilan, para pihak diberi
kebebasan yang sama untuk membuktikan kebenaran argumennya.
Sebagaimana keterangan para saksi ini, maka upaya penggugat dalam
menguatkan fakta bahwa penggugat merupakan HRD Maneger
perusahaan PT. Anyar Retail Indonesia bisa dikatakan telah terbukti.

3. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI1/2018 Dengan Asas-Asas Perjanjian dan Asas Keadilan
Asas adalah prinsip dan suatu hal yang dianggap sebagai pokok
dan mendasari segala sesuatunya. Asas hukum merupakan dasar atau
pokok yang terkandung dalam peraturan hukum yang kemudian
digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir dan bependapat.’®® Pada
bagian penelitian ini peneliti hendak menganalisis kesesuaian antara
putusan _majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761
K/Pdt.Sus-PHI/2018 dengan Asas-Asas Perjanjian dan Asas Keadilan.
a. Kesesuaian Putusan Mahkamah - Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 Dengan Asas-Asas Perjanjian

Asas perjanjian adalah prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai
dasar tumpuan berfikir dalam melakukan suatu perjanjian. Pada
dasarnya terdapat beberapa asas penting dalam pelaksanaan

suatu perjanjian. Asas tersebut sebagai pedoman penting dalam

186 Refly R. Umbas, “Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara
Karyawan Dengan Perusahaan” Jurnal Lex Privatum, Vol.ll (Agustus-Oktober 2014): 168-169.
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pelaksanaan suatu perjanjian dalam kaidah hukum. Adapun asas-asas
dalam perjanjian antara lain:*®’
1) Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract)

Kebebasan berkontrak merupakan bentuk refleksi dari
salah satu cita-cita negara hukum dalam memberi perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia. Upaya negara dalam melindungi
tiap-tiap Hak Asasi Manusia salah satunya dengan
diaktualisasikannya dalam bentuk kebebasan berkontrak bagi
warga negaranya. Oleh karenanya hak kebebasan berkontrak ini
dianggap sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi oleh
negara.*®®

Asas kebebasan berkontrak ini didasari pada Pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian
yang sah berlaku sebagai’ undang-undang bagi -mereka yang

membuatnya.*®°

Dengan menekankan kata “semua”, maka dalam
pasal tersebut berarti bahwa setiap pihak bebas untuk membuat
atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan

siapa pun, menentukan isi perjanjian serta menentukan bentuk

perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.*®

187 M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan
Kontrak” Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, (Mei 2014): 51-53.

188 Bahder Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi
Pekerja (Bandung: Mandar Maju, 2004), 35-36.

189pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

%' M. Muhtarom, 51.
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Maka apabila mengacu pada perkara dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, perjanjian
yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tidak sepenuhnya
relevan dengan asas ini. Meskipun pada akhirnya kedua belah
pihak setuju untuk melakukan suatu perjanjian secara lisan, akan
tetapi setelahnya pihak pekerja menghendaki adanya bukti
tertulis terkait perjanjian tersebut namun sebaliknya perusahaan
tidak menghendaki adanya bukti tertulis.

Hal tersebut didasari karena pekerja berkeinginan untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang mana
perjanjian yang dibuat secara lisan ini menempatkan pekerja
pada keadaan yang lebih banyak resiko kerugiannya. Sehingga
asas kebebasan berkontrak dapat dikatakan tidak terealisasikan
dalam' perjanjian ini ‘karena pekerja-tidak mendapat kebebasan
untuk memilih-bentuk perjanjian kerja yang diinginkannya.

Maka dalam hal ini tergugat telah melanggar ketentuan
dalam asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak
yang dimaksud bukanlah kebebasan secara mutlak yang tidak
ada batasannya, apabila hal demikian terjadi maka salah satu
pihak dapat memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk
disalahgunakan. Sebagaimana yang dilakukan tergugat dalam hal

ini tergugat telah menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya
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dengan memanfaatkan penggugat yang posisinya pada pihak
yang lemah.
2) Asas Konsensualisme (Concensualism)
Sebagaimana dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata
yang menyatakan bahwa kesepakatan merupakan penentu adanya
suatu perjanjian dan penyebab timbulnya hak dan kewajiban

191 Asas konsensualisme

terhadap para pihak yang membuatnya.
berarti bahwa suatu perjanjian telah terjadi sejak tercapainya
suatu konsensus (kesepakatan) diantara para pihak yang
mengadakan perjanjian. Artinya bahwa suatu perjanjian itu telah
sah dan mengikat apabila diantara para pihak telah tercapai
kesepakatan atas hal-hal dalam perjanjian tersebut.*

Oleh  karenanya  dalam' suatu perjanjian, kesepakatan
merupakan kunci sahnya perjanjian tersebut. Kesepakatan yang
dimaksud merupakan kesepakatan yang tidak ada unsur paksaan.
Apabila terdapat keterpaksaan mana hakikatnya tidak terjadi
kesepakatan antara pihak tersebut.®?

Suatu kesepakatan yang dibuat secara terpaksa disebut
dengan contradiction interminis. Suatu kesepakatan yang

mengandung unsur paksaan hakikatnya tidak dapat dikatan

sebagai kesepakatan, karena hal ini menunjukkan bahwa

191 pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

192 Subekti, Hukum Perjanjian, 14-15.

193 Nury Khoiril Jamil, “Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang
Berkeadilan dan Proporsional” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30.
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kesepakatan tersebut tidak memberi opsi kepada salah satu pihak
dalam memilih setuju atau tidak setuju terhadap pokok perjanjian
tersebut.'*

Sebagaimana pada perkara dalam putusan Mahkamah
Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, perjanjian yang dibuat
oleh penggugat dan tergugat juga sepenuhnya tidak relevan
dengan asas konsensualisme. Meskipun pekerja dan perusahaan
sepakat terkait jam kerja bagi pekerja, namun dalam hal lain
pihak pekerja juga menghendaki adanya bukti tertulis terkait
perjanjian tersebut.

Pihak pekerja memiliki kehendak untuk membuat surat
perjanjian kerja sebagai bukti tertulis, namun pihak perusahaan
tidak ‘menghendakinya. Dalam 'hubungan kerja ini perusahaan
menempatkan pekerja berada pada pihak yang lebih lemah dan
kurang menguntungkan.- Artinya ‘pekerja dalam hal ini tidak
dapat memiliki kedudukan yang sejajar dengan perusahaan. Oleh
karenanya penggugat tidak memiliki pilihan lain selain
menyetujui kehendak perusahaan. Dan pada akhirnya sepakat
bahwa perjanjian kerja tersebut hanya dilakukan secara lisan.

3) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)
Asas pacta sunt servanda dalam bahasa Latin berarti janji

harus ditepati.’® Adapun secara hukum asas pacta sunt servanda

19 Irius Yikwa, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi” Jurnal Lex Privatum,

Vol.lll, No. 1 (Maret 2015): 139.
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artinya suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka belaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.’®® Hal
ini berarti bahwa apabila perjanjian tersebut telah dibuat secara
sah, yakni telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian maka
mengikat bagi para pihak sebagaimana mengikatnya undang-
undang.

Asas pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas
kepastian hukum. Apabila terdapat suatu perselisihan antara para
pihak dalam perjanjian, maka baik hakim, mediator, arbitor atau
pihak ketiga lainnya harus menghormati dan dilarang melakukan
intervensi terhadap isi dari perjanjian tersebut karena isi dari
perjanjian tersebut dibuat sesuai kehendak kedua belah pihak
serta 'menjadi hukum yang "berlaku bagi para pihak yang
membuatnya.'®’

Apabila'mengacu pada perkara dalam putusan Mahkamah
Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, maka perjanjian yang
dibuat oleh penggugat dan tergugat tidak relevan dengan asas
pacta sunt servanda ini. Karena perjanjian yang dibuat tidak
sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam perjanjian ini, ada

pinak yang secara terpaksa menerima  kesepakatan

1% Nury Khoiril Jamil, Rumawi, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan
Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8,
No. 7 (2020): 1048.

1% pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Y7 Yunanto, “Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi
Perjanjian” Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol 2, (Mei 2019): 42.
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tersebut.Selain itu perjanjian ini tidak sesuai dengan asas pacta

sunt servanda, karena salah satu pihak tidak mengakui adanya

hubungan hukum tersebut dengan maksud untuk menghindari
tanggung jawabnya. Karena perbuatannya tersebut dalam hal ini
tergugat telah menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya
dengan memanfaatkan penggugat yang posisinya pada pihak
yang lemah.

4) Asas Itikad Baik (Good Faith)

Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata
yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik.®® Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam
membuat suatu perjanjian harus didasari dengan iktikad baik,
yakni para pihak wajib menjalankan substansi perjanjian tersebut
berdasarkan kepercayaan yang teguh-dan kemauan.baik dari para
pihak. 1%

Oleh karenanya Subekti menjelaskan bahwa hakim
memiliki kewenangan untuk mengawasi suatu perjanjian apabila
suatu perjanjian telah melanggar kepatutan dan nilai keadilan
terhadap salah satu pihak. Terkait penilaian apakah perjanjian

tersebut dilaksanakan atas dasar iktikad baik atau tidak,

pelaksanaannya diserahkan kepada penilaian hakim sendiri. Hal

198 pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
199 Refly R. Umbas, 169.
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ini karena belum ada dasar regulasi atau patokan yang
mengaturnya.*®

Adapun pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor
761 K/Pdt.Sus-PHI1/2018, perjanjian yang dibuat oleh penggugat
dan tergugat tidak relevan dengan asas iktikad baik.
Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa tergugat
dalam hal ini perusahaan tidak menghendaki adanya bukti
tertulis meskipun penggugat yakni pekerja telah menyiapkan
surat perjanjian kerja untuk ditandatangani. Yang mana
penggugat dalam hal ini memiliki iktikad baik agar ketika
nantinya salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian
tersebut, dapat dibuktikan di pengadilan.

Tergugat juga tidak menyediakan surat pengangkatan pekerja
sebagai’ HRD Manager 'di ‘perusahaannya. ‘Apabila perusahaan
memiliki ‘iktikad ' baik, tentu perusahaan tidak ragu untuk
membuat dan mengadakan bukti tertulis. Akan tetapi dalam
perkara ini, perusahaan tetap tidak menhendaki adanya bukti
tertulis dengan menolak untuk menandatangani surat perjanjian
kerja yang telah disediakan penggugat. Sehingga ketika terjadi
perselisihan maka tidak mudah untuk mendapat bukti yang

memperkuat fakta bahwa telah terjadi hubungan hukum antara

% Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga
Keseimbangan bagi Para Pihak)” Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol.1,No.1, (November
2017): 19-20.
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pekerja dan perusahaan tersebut melalui perjanjian kerja secara
lisan.
Iktikad baik dari para pihak yang melakukan kontrak/perjanjian
tidak hanya berlaku ketika dalam tahap pembuatannya saja, akan
tetapi berlaku juga pada setiap tahapannya, mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan (pembuatan) bahkan dalam tahap
pelaksanaannya (pasca pembuatan). X Maka berdasarkan hal
tersebut tergugat dalam hal ini dapat dikatakan telah melakukan
pelanggaran terhadap asas iktikad baik. Tidak hanya dalam tahap
pembuatan, namun juga dalam tahap pelaksanaannya penggugat
tidak memiliki iktikad baik terhadap perjanjian yang telah ia
buat. Terlebih lagi tergugat sampai tidak mengakui adanya
hubungan -hukum  tersebut dengan. maksud- untuk menghindari
tanggung jawabnya.

5) Asas Kepribadian (Personality)
Asas kepribadian ialah asas yang menetapkan bahwa dalam
melaksanakan suatu perjanjian, harus didasari atas kepentingan
diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1315 KUH
Perdata. Sementara Pasal 1340 KUH Perdata juga menyebutkan
bahwa:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya.”202

21 Ery Agus Priyono: 20.
202 pasal 1315 KUH Perdata.
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Inti ketentuan dalam pasal ini bahwa suatu perjanjian yang
diadakan oleh para pihak hanya berlaku terhadap mereka yang
mengadakan perjanjian tersebut.’®®> Meski begitu ketentuan
dalam Pasal 1317 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu
perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga
apabila hal tersebut tercantum dalam syarat yang telah
ditentukan®®,

Dalam suatu hubungan Kkerja, asas ini dimaknai bahwa
perjanjian yang telah dibuat oleh pekerja dan perusahaan hanya
berlaku bagi kedua belah pihak saja. Mengacu pada perkara
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018, perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat
sesuai’ dengan asas ini karena. perjanjian tersebut hanya kedua
belah pihak yang melakukannya.

Berdasarkan pemaparan asas-asas perjanjian diatas apabila
dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 maka perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat
tidak sepenuhnya sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian.

Pertama, perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat
tidak relevan dengan asas kebebasan berkontrak karena pekerja tidak
mendapat kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian kerja yang

diinginkannya. Kedua, perjanjian ini tidak sesuai dengan asas

208 Taufiq El Rahman, dkk, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam
Kontrak-kontrak Outsourcing” Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23, No. 3, (Oktober 2011): 586.
24 M. Muhtarom, 53.
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konsensualisme karena penggugat tidak memiliki pilihan lain selain
menyetujui kehendak tergugat. Artinya dalam hal ini ada cacat
kesepakatan antara penggugat dan tergugat.

Ketiga, perjanjian ini tidak sesuai dengan asas pacta sunt
servanda karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak
para pihak. Selain itu salah satu pihak tidak mengakui adanya
hubungan hukum tersebut meskipun terdapat bukti-bukti yang
menguatkan adanya perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan
tergugat. Ke empat, perjanjian ini tidak sesuai dengan asas iktikad
baik karena tergugat yakni perusahaan tidak menyetujui untuk
mengadakan dan menandatangani bukti tertulis meskipun penggugat
telah membuat surat perjanjian kerja tertulis. Terlebih lagi dalam
tahap pelaksanan perjanjian tersebut, tergugat melanggar asas iktikad
baik dengan ' tidak ‘mengakui ' adanya ‘hubungan ' hukum tersebut
dengan maksud ‘untuk ‘menghindari * tanggung jawabnya setelah
membuat perjanjian dengan penggugat.

Dalam membuat suatu perjanjian kerja, maka para pihak yang
bersangkutan yakni pekerja dan perusahaan selain harus memenuhi
syarat-syarat perjanjian juga harus memperhatikan asas-asas
perjanjian. Namun demikian, realitanya asas-asas ini tidak diterapkan
dalam pembuatan suatu perjanjian.?®® Sehingga masih banyak terjadi

penyalahgunaan wewenang dari pihak yang kedudukannya lebih kuat

205 \1. Muhtarom: 49-50.
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untuk memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya terhadap pihak
yang berada dalam pihak yang lemah.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 ini, majelis hakim tidak  mempertimbangkan
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak tergugat.
Padahal ada bukti-bukti yang membenarkan bahwa penggugat
merupakan HRD Manager di perusahaannya, tetapi tergugat tidak
mengakui adanya hubungan kerja tersebut. Maka dalam hal ini hakim
dirasa tidak menerapkan interpretasi hukum dengan secara baik.

Sebagaimana yang teori keadilan yang digagas oleh Farid
Escak bahwa sebelum memutus suatu perkara maka hakim harus
berupaya untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang
dengan. ' cara - menafsirkannya ' baik. 'secara - 'tekstual maupun
kontekstual. 'Apabila " hanya ' ‘'memahami ' undang-undang secara
tekstual saja tidak dapat menyelesaikan perkara dan memberi solusi
atas suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang mana
realitanya produk hukum yang kita gunakan saat ini yakni undang-
undang masih memuat aturan yang pengaturannya pun masih belum
jelas/rancu. Dan terdapat pula undang-undang yang telah using dan
tidak selaras dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, disinilah
letak pentingnya seorang hakim untuk memahami undang-undang
secara kontekstual dengan memperhatikan kenyataan dan ketentuan

yang saat ini berlaku di masyarakat. Apabila masih memaksakan
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untuk menggunakan undang-undang yang tidak selaras dengan
kondisi sosial masyarakat, maka pemerkosaan dalam hukum terhadap
masyarakat tidak dapat dihindari lagi.?®
b. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 Dengan Asas Keadilan

Dalam praktik peradilan, hakim dengan alasan dan
pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala
ketentuan yang hidup dalam masyarakat, baik dari ketentuan hukum
tertulis maupun kebiasaan yang tidak tertulis apabila memilih asas
keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.’®’ Dalam
konteks ini maka hakim dituntut untuk terampil dalam menerapkan
asas keadilan dan kebenaran di setiap pertimbangan hukum dalam
putusannya.”®®

Adapun setelah peneliti melakukan analisis terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, peneliti
memandang bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan asas
keadilan. Majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang pada
intinya menyimpulkan bahwa tidak ada bukti adanya perjanjian kerja
antara penggugat dengan tergugat ini hanya berfokus pada bukti

9

tertulis saja.?®® Artinya majelis hakim dalam hal ini tidak

mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang di

26 Nury Khoiril Jamil, 73-74.

207 Wantu, 484.

%8 Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim” Jurnal Hukum
Progresif, Vol. 7, No. 2 (Oktober 2019): 202, https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205.

29 pytusan No.196/Pdt.Sus-PHI/2017/PH1.Bdg:29-30.
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masyarakat. Yang mana pada hakikatnya pembuktian dalam hukum
tidak seperti ilmu pasti seperti matematika, tetapi lebih bersifat sosial.
Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada kebenaran
formil, tetapi juga harus berusaha menggali kebenaran materiil dalam
perkara perdata.?*’

Lain halnya dengan kesimpulan dari majelis hakim dalam
putusan tersebut, peneliti menemukan bukti yang dapat menguatkan

fakta adanya hubungan kerja antara penggugat dan tergugat

sebagaimana dalam penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Sehingga peneliti berangapan putusan ini tidak sesuai dengan
asas keadilan karena putusan ini lebih memihak kepada pihak yang
kuat dibanding pihak yang lemah. Banyak perusahaan-perusahaan di
Indonesia 'yang melakukan' ‘hal ‘serupa, ‘yakni- perusahaan tidak
menghendaki adanya perjanjian tertulis antara perusahaan dan para
pekerjanya. Sebagaimana konsep keadilan Pancasila yang
memandang bahwa keadilan harus selaras dengan penilaian dan
perasaan dari bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia yang
hidup dalam lingkup kekeluargaan, sangat menjunjung tinggi
kepercayaan terhadap orang lain. Sehingga karena kuatnya rasa

kekeluargaan di Indonesia, masyarakat terbiasa melakukan perjanjian

9 Muhamad Isna Wahyudi:1.
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hanya atas dasar kepercayaan yang diungkapkan melalui lisan saja
dan tidak membutuhkan adanya formalitas lainnya.?"*

Mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia ini, Wirjono
berpendapat bahwa pembuktian dengan keterangan saksi ini menjadi
sangat penting bagi masyarakat Indonesia.?> Keterangan saksi yang
mengetahui kebenaran peristiwa yang disengketakan di pengadilan
ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam persidangan
perkara perdata. Sebaliknya dalam perkara ini majelis hakim tidak
mempertimbangkan fakta persidangan yang disampaikan oleh para
saksi yang secara hukum memiliki nilai pembuktian.

Apabila majelis hakim memutuskan demikian, maka akan
tampak bahwa tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerja yang
melakukan ' perjanjian' kerja secara lisan.: Terlebih lagi setelah
disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan
dan kepastian ‘hukum'yang" didapat ‘oleh pekerja yang melakukan
perjanjian kerja secara lisan ini telah dihilangkan. Kekuatan
pembuktian dari perjanjian kerja secara lisan itu sendiri sudah
memperlemah kedudukan pekerja. Ditambah lagi dengan tidak
adanya perlindungan yang mereka dapatkan.

Hal tersebut bertentangan dengan konsep keadilan John
Rawls yang memandang keadilan sebagai justice as fairness, artinya

keadilan tersebut harus dirasakan oleh seluruh pihak, bukan hanya

21 subekti, Aneka Perjanjian, 4-5.

212

Lonna Yohanes Lengkong: 488.
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dapat dirasakan oleh pihak yang diuntungkan saja. Karena pada
hakikatnya manusia memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk
memperoleh keadilan. Kembali kepada perkara dalam putusan ini,
perusahaan yang tidak mengakui perjanjian kerja secara lisan dengan
pekerja/karyawannya sementara ada bukti yang memperkuat fakta
adanya perjanjian kerja secara lisan diantara keduanya ini berarti
perusahaan/tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai
majikan yang memiliki kedudukan diatas pekerja/penggugat.

Meski begitu majelis hakim tidak memperhatikan tindakan
penyelewengan yang dilakukan oleh tergugat. Majelis hakim tidak
sungguh-sungguh dalam mencari fakta perkara ini. Farid Escak
seorang filsuf islam kontemporer memberi gagasan mengenai
keadilan. Bahwa apabila: ingin mewujudkan keadilan, maka penting
untuk  menerapkan ‘metode "interpretasi hermeneutika hukum secara
baik. Dalam menyelidiki‘suatu perkara, maka hakim harus menggali
secara mendalam dan menyeluruh dalam segala sudut pandang
hukum agar putusan yang kemudian dikeluarkan, tidak bertentangan
dengan asas keadilan.

Dalam hal ini seyogyanya hakim dalam melakukan penemuan
hukum tidak sekedar memahami teks dalam undang-undang secara
tekstual saja namun harus membertimbangkan hal-hal lain diluar

undang-undang. Dengan tidak mempertimbangkan bukti lain yang
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ada, maka ketika ada kasus yang sama tidak ada jalan keluar dan
solusi atas permasalahaan ini.

Jika yang dimaksud bukti yang kuat adalah adanya surat
pengangkatan  pekerja  sebagaimana  diatur dalam  UU
Ketenagakerjaan terkait PKWTT, maka bagaimana jika perusahaan
memang tidak membuat surat pengangkatan tersebut? Bagaimana
jika memang benar telah terjadi perjanjian antara pekerja dan
perusahaan. Akan tetapi tidak ditemukannya bukti surat
pengangkatan ini memang karena kehendak perusahaan yang tidak
mengeluarkan surat tersebut.

Terlebih lagi keterangan dari saksi tergugat(Deni Kusanandar)
yang mengatakan bahwa ia menduduki jabatan sebagai Operasional
Manager PT Anyar Retail Indonesia meskipun sampai saat ini saksi

juga belum ‘menerima SK dari ‘pihak perusahaan.®*?

Artinya bahwa
perusahaan (tergugat) © memang  memiliki  kebiasaan tidak
mengeluarkan surat pengangkatan kerja terhadap para pekerjanya.
Peran hakim dalam hal ini seharusnya dapat memberi
kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan baik terhadap para
pihak yang bersangkutan pun juga bagi masyarakat umum. Dalam hal
ini agar tiga asas tersebut dapat terealisasikan maka hakim dapat

memberi perlindungan hukum kepada pihak yang lemah untuk

memperoleh sesuatu yang sudah menjadi haknya dengan cara

?3 putusan No.196/Pdt.Sus-PHI1/2017/PHI.Bdg:24.
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mengabulkan gugatan yang telah ia ajukan. Hakim juga seharusnya
mampu melakukan interpretasi suatu perkara dengan kewenangannya
untuk memberikan sanksi kepada pihak tergugat yang telah
melalukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 188 Undang-
Undang Ketenagakerjaan.

4. Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 761
K/Pdt.Sus-PHI1/2018 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dengan
Perjanjian Lisan

Menurut Achmad Ali akibat hukum merupakan suatu akibat yang
ditimbulkan dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek
hukum.?'* Terhadap penelitian ini, akibat hukum yang dimaksud adalah
akibat hukum: yang timbul ‘dari. ‘adanya amar putusan majelis hakim
terhadap salah 'satu perkara yang telah terdaftar ‘dalam. kepaniteraan
Mahkamah Agung dengan ' register -perkara nomor 761 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Lisan.
Diantara akibat hukum dari putusan tersebut antara lain:

a. Tidak diakuinya status penggugat sebagai tenaga kerja HRD Manager
di PT Anyar Retail Indonesia

Akibat hukum dari putusan ini adalah penggugat yang

sebelumnya berstatus sebagai tenaga kerja HRD Manager di PT

Anyar Retail Indonesia, setelah putusan ini dikeluarkan, status

214 Singgih Bramantio Arganta, “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut
Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2017), 38.
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penggugat serta hubungan hukum antara penggugat dan tergugat
menjadi lenyap karena tidak diakui keberadaannya oleh hakim. Kerja
keras penggugat yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu
yang dimilikinya untuk bekerja pada perusahaan tergugat pada
akhirnya tidak diakui perusahaan bahkan di mata hukum.

Hal ini tentu memberi dampak kerugian terhadap penggugat
karena segala yang telah ia curahkan dalam pekerjaannya kemudian
tidak diakui oleh hukum sebagaimana yang telah diputuskan hakim
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI1/2018.
Majelis hakim yang tidak dapat mengakomodir kebiasaan-kebiasaan
yang hidup dalam masyarakat ini, hanya fokus melakukan interpretasi
undang-undang secara tekstual saja sehingga putusan yang dihasilkan
tidak mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan
sebagaimana yang telah- menjadi tujuan hukum.

Undang-undang yang berisi-norma-norma hukum yang abstrak
dan masih bersifat umum ini tidak dapat ditafsirkan dengan
memusatkan fokus perhatian pada makna biasa saja, akan tetapi yang
lebih penting dari itu adalah dengan mempertimbangkan realitas yang
dihadapi dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena tidak
terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka putusan ini kemudian
memberikan akibat hukum yang buruk yang pada akhirnya tidak dapat

memberi perlindungan hukum kepada penggugat sebagai pihak yang
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tertindas dari tindakan sewenang-wenang pihak yang lebih kuat yakni
tergugat.
. Penggugat tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya ia dapatkan
sebagai tenaga kerja HRD Manager di PT Anyar Retail Indonesia

Selain status penggugat yang tidak diakui sebagai pekerja di
PT Anyar Retail Indonesia, akibat hukum lainnya adalah penggugat
tidak mendapat hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Apabila majelis
hakim hanya berfokus terhadap adanya bukti tertulis tersebut, maka
tentu saja putusan ini menjadikan penggugat sebagai pihak yang
lemah yang tidak dapat membuktikan dalil kebenarannya. Bagaimana
jika sebelumnya ketika keduanya masih terikat dalam hubungan
hukum, penggugat telah berupaya untuk mengadakan bukti tertulis
kepada tergugat namun tergugat. menolak  dan tidak mengabulkan
keinginan penggugat? Sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang
lebih lemah, penggugat tentu tidak dapat melakukan apapun lagi
karena penggugat sendiri memiliki tanggungan dan kebutuhan hidup
yang hanya dapat terpenuhi apabia ia bekerja.

Sebagaimana konsep asas keadilan yang digagas oleh John
Rawls bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan utama atas
hadirnya institusi-institusi sosial yang memberikan kemashalatan
kepada seluruh masyarakat, terutama terhadap kaum yang lemah dan
tertindas. Apabila gagasan pemikiran John Rawls ini diterapkan pada

kasus yang menimpa penggugat, maka posisi penggugat ini sebagai
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pihak yang lemah yang mencari keadilan dengan memperjuangkan
hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Baik haknya sebagai tenaga
kerja maupun hak sebagai warga negara yang seharusnya mendapat
perlindungan dari negaranya. Sebaliknya, tergugat yakni Perusahaan
sebagai majikan dalam kasus ini dipandang sebagai pihak yang lebih
kuat yang berusaha menindas dan merampas hak-hak penggugat.
Apabila pemerintah tetap tidak memberi perhatian secara serius
terhadap kondisi seperti ini, maka hakikat keadilan itu sendiri tidak
akan bisa terwujud.
c. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap penggugat yang telah

melakukan perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan

Sebagai suatu peristiwa hukum, sudah pasti bahwa putusan
Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 memiliki akibat
hukum terhadap 'perlindungan  tenaga kerja yang terikat perjanjian
kerja secara lisan.- Sebagaimana - pembahasan sebelumnya bahwa
setelah  peneliti melakukan analisis, putusan tersebut tidak
mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Putusan dapat dinilai baik apabila akibat hukumnya
mengandung kebaikan dan keadilan kepada seluruh pihak. Begitu pula
sebaliknya, apabila putusan tersebut menghasilkan akibat hukum yang
tidak adil dan hanya memperkeruh penderitaan maka putusan tersebut

215
K.

dapat dianggap buru Karena putusan tersebut tidak dapat

215 Sjti Nur Maulidatun Nafisah, 5.
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memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terikat
perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan tempat ia bekerja.
Maka amanat UUD 1945 dalam Pasal 28 D angka (1) untuk memberi
perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara serta tujuan
hukum untuk mengatur kesejahteraan masyarakat tidak dapat
terwujudkan.

. Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor
761 K/PDT.SUS-PHI/2018, juga berakibat hukum bahwa penggugat
diwajibkan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tidak hanya rugi tenaga, pikiran
dan waktu yang selama ini ia curahkan untuk bekerja pada perusahaan
tergugat, setelah di 'PHK secara sepihak. pun penggugat tidak
mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan.

Dan dengan dikeluarkannya' ‘Putusan Mahkamah Agung
Nomor 761 K/PDT.SUS-PHI/2018, penggugat juga mengalami
kerugian dengan hukuman yang diberikan majelis hakim agar
membayar biaya perkara yang telah diajukannya tersebut. Sementara
tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya dan telah
melakukan wanprestasi dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari

hukuman.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah
Agung Nomor 761 K/PDT.SUS-PHI/2018 tidak selaras dengan unsur
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam pertimbangan
hukumnya majelis hakim hanya berfokus terhadap adanya bukti tertulis
tepatnya bukti surat pengangkatan pekerja meskipun terdapat bukti lain
yang cukup untuk menguatkan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat
memiliki hubungan kerja diantaranya kesaksian dari dua orang saksi
penggugat dan dua saksi tergugat. Kemudian diperkuat dengan bukti foto
copy buku rekening penggugat, surat pengunduran diri saksi serta slip gaji
manual yang bertandatangan penggugat sebagai HRD - Manager PT Anyar
Retail " Indonesia. Terlebih lagi® saksi ‘tergugat yang menjabat sebagai
operasional manager perusahaan mengakui bahwa stempel/cap dalam
bukti tersebut sah dan diakui oleh perusahaan.

2. Bahwa selain wajib memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam pembuatan
perjanjian Kkerja, para pihak yang bersangkutan juga harus memperhatikan
terpenuhinya asas-asas perjanjian. Namun realitanya asas-asas ini jarang
diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian. Perjanjian kerja antara
penggugat dan tergugat baik dalam konteks hukum perjanjian maupun
hukum islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad ijarah,

sehingga perjanjian tersebut sah secara hukum dan mengikat kedua belah
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pihak meskipun kemudian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan
asas-asas perjanjian. Putusan ini tidak sesuai dengan asas keadilan karena
hakim tidak mampu melindungi kaum yang lemah atas tindakan semena-
mena para pemodal dan penguasa.

Bahwa karena tidak terlaksananya unsur kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan, hasil akhir putusan ini tidak dapat menyelesaikan polemik
dalam masyarakat, khususnya terhadap para pekerja yang terikat perjanjian
kerja secara lisan dengan perusahaan tempat ia bekerja. Tidak hanya
penggugat yang akhirnya tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya ia
dapatkan. Kemudian apabila terjadi kasus yang serupa maka putusan ini
tidak memandang bahwa perjanjian kerja secara lisan ini memiliki
kedudukan yang kuat di Indonesia dengan tidak memperhatikan kondisi
sosial masyarakatnya. Maka dalam hal ini pemerkosaan hukum terhadap
masyarakat tidak dapat dihindari lagi. Putusan dapat dinilai baik apabila
putusan tersebut memberi' akibat' hukum ‘yang mengandung kepastian
hukum, nilai keadilan dan kemanfaatan. Karena putusan tersebut tidak
dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terikat
perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan tempat ia bekerja. Maka
amanat UUD 1945 dalam Pasal 28 D angka (1) untuk memberi
perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara serta tujuan hukum

untuk mengatur kesejahteraan masyarakat tidak dapat diwujudkan.
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B. Saran-saran

1. Hendaknya hakim dalam melakukan pertimbangan hukum disamping
memperhatikan kebenaran formil, juga harus berani dengan kebebasannya
sebagai hakim untuk menerapkan asas mencari kebenaran materil guna
memberi putusan yang berkeadilan. Hakim dalam melakukan interpretasi
terhadap undang-undang tidak cukup hanya memahami secara tekstual
saja, namun juga perlu memperhatikan keadaan dan kehidupan sosial
masyarakat. Sehingga undang-undang tersebut tidak hanya sekedar kata-
kata yang tidak memiliki makna, akan tetapi teks-teks tersebut dapat
menjadi aturan yang memberi manfaat dan menjauhkan manusia dari
kemudharatan.

2. Hendaknya pemerintah memberi perhatian yang khusus untuk meberikan
perlindungan hukum terhadap: para tenaga kerja di Indonesia yang terikat
perjanjian kerja secara lisan.  Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja
secara lisan itu sendiri sudah'memperlemah kedudukan pekerja. Ditambah
lagi dengan tidak adanya perlindungan yang mereka dapatkan. Untuk itu
pemerintah perlu untuk membenahi regulasi terkait perjanjian kerja secara
lisan di Indonesia.

3. Hendaknya pemerintah serta civitas academica untuk memberi edukasi
kepada para tenaga kerja terkait pentingnya bukti tertulis dalam suatu
perjanjian kerja.

4. Hendaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia mematuhi peraturan

sebagaimana  yang telah  tercantum  dalam  Undang-Undang



134

Ketenagakerjaan. Sehingga tidak lagi ada kedudukan yang lemah dan kuat,
namun terhadap semua pihak memiliki keseimbangan hak dan kewajiban.

. Hendaknya para tenaga kerja untuk lebih berhati-hati dalam menjalin
hubungan kerja, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerja. Dengan
menggali pengetahuan dan informasi yang cukup terkait dengan peraturan
ketenagakerjaan, dapat membantu tenaga kerja untuk terhindar dari hal-hal
yang berpotensi dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang lemah dan
dirugikan.

. Hendaknya penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK)

kepada Mahkamah Agung.
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PUTUSAN
Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A
Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan
industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikutdalam perkara antara :

MANGASI NAPITUPULU, SH. alamat di Pratista Timur | Blok A No. 21, RT 008
RW 015, Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani, Kota Bandung Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya bernama Drs. Sabar Sitorus, SH, MM yang beralamat
di kantor hukum Drs. Sabar Sitorus, SH.MM, JIn Soekarno Hatta No 262.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2017 , yang
berkantor dan berkedudukan di JIn. Soekarno Hatta No 262, Kota Bandung,
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2017. yang
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

PT. ANYAR RETAIL INDONESIA, JIn. Ahmad Yani No. 323, Bandung, dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya bermmama Ferdinand Siregar, SH, MH, Felix
Wangsaatmaja, SH, Novitawati, SH, Richard R Sitorus, SH, Ezet Mutaqin,
SH, kesemuanya advokat pada kantor hukum Ferdinand Siregar, SH, MH, &
Associates, yang (berkedudukan dijalan. Jatmika No. 142 Kota Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2017, selanjutnya
disebut Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang
berhubungan dengan perkaraini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak
dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYAPERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 03

Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, pada tanggal 03
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Oktober 2017, dengan Register Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg, telah

mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang selengkapnya adalah sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja per tanggal 21 April 2013 dengan jabatan
HRD Manager sampai dengan surat gugatan ini di buat dengan gaiji terakhir
Rp. 9.000.000,- *

2. Bahwa dalam penggugat dan tergugat sepakat bahwa jam kerja atas
kesempatan Penggugat dengan pihak Tergugat(tergugat) yang diwakili oleh
Bapak Lie Phi Tjen dan anaknya yang bernarna Steven dan disaksikan oleh
iparnya yang bernama KO Kiki . Adapun isi kesempakatannya adalah bahwa
Penggugat tidak wajib mengikuti jam keayawan, tapi Penggugat bersedia di
panggil 24 jam apabila ada pekerjaan yang perlu diselesaikan dengan kata
lain sejak awal mula hubungan kerja antara Penggugat dan tergugat bila
masuk dan keluar jam kerja tidak melalui Finger Print.

3. BahwaPenggugatdan Tergugat pada awalnya membuat perjanjian bantuan
hukum pada tanggal 1 April 2013 yaitu Penggugat memberikan bantuan
hukum kepada Tergugat, tetapi Tergugat menugaskan dan mengangkat
secara lisan Penggugat sebagai HRD pada Perusahaan Tergugat yang di
kenal dengan Anyar Group, dimana perjanjian ini sendiri tidak pernah ditanda
tangani oleh Tergugat, karena Tergugat tidak berkeinginan adanya bukti
tertulis dalam hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat .

4. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, Penggugat dan_Tergugat membuat
perjanjian ‘kerja No. 03/AG/N/1/2016 SURAT PERJANJIAN KERJA, dimana
surat perjanjian kerja ini tidak ditandatangani'.oleh Tergugat sehingga
Penggugat menganggap bahwa perjanjian kerja ini tidak pernah ada karena
syarat perjanjian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun
perjanjian kerja ini jabatan Penggugat adalah sebagai HR Manager dengan
upah Rp.9.000.000,-.

5. Bahwa sesuai Pasal 54 ayat 1 (i) yaitu “perjanjian kerja waktu tertentu

itandatangani oleh masing-masing pihak” Pasal 1
“perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan
selesai dalam waktu tertentu yaitu a). pekerjaan yanqg sekali selesai atau

an mentara ifatn h kerjaan an iperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yangq tidak terlalu lama dan paling lama 3
tiga) tahun, c). pekerjaan yanq sifatnya musiman, d). pekerjaan yan

berhubungan dengan produk baru” dan ayat 7 yaitu “perjanjian kerja untuk
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waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

tertentu” UU No. 13 tahun 2003, sehingga jabatan HR Manager pada
perusahaan Tergugat yang diikat dalam perjanjian kerja tersebut tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksuddalam pasal-pasal tersebut,
sehingga hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat adalah hubungan

kerja yang bersifat tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

6. Bahwa berkaitan dengan pekerjaan Penggugat selaku Manager HRD tidak
pernah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan dan atau perundang-
undangan ketenagakerjaan yang mengakibatkan adanya pemutusan
hubungan kerja kepada Penggugat, dengan kata lain pihak Tergugat apabila
mengambil suatu keputusan baik itu Reward dan pemutusan hubungan kerja
semuanya melalui lisan tanpa adanya surat Pemutusan Hubungan kerja,
yang berarti telah melanggar dan atau tidak memenuhi sebagaimana yang
diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan, dalam hal ini Penggugat
pernah membicaraan ke pihak Tergugat akan tetapi tidak ditanggapi.

7. Bahwa Penggugat selaku Manager HRD mulai diangkat hingga di
berhentikan oleh tergugat tidak pernah menerima terguran lisan, surat
peringatan ataupun bentuk pembinaan lainnya selama menjalin hubungan
kerja dengan Tergugat.

8. Bahwa sekitar bulan April 2017 Penggugat dipanggil Oleh Bapak Hengky
Njoto Widjaja selaku General Manager PT. Anyar Retail Indonesia yang
memberitahukan. bahwa Penggugat ' tidak diperpanjang lagi masa kerja
Penggugat ‘dengan alasan sudah' ada pengganti diposisi: Penggugat
sebagai Manager HRD dan meminta perhitungan hak karyawan atas
pemutusan hubungan kerja tersebut dan Penggugat sudah serahkan ke
pihak perusahaan.

9. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan secara sepihak tidak dapat
dibenarkan, karena penggugatdan tergugat menjalin hubungan kerja dengan
itikad baik, tetapi tergugat akhiri dengan itikat tidak baik

10. Bahwa Penggugatmenerima gaji terakhir pada bulan April 2017, dan hingga
saat ini gaji Penggugat tidak pernah diberikan, walaupun telah dimintakan
melalui surat Penggugat pada bulan April 2017 yang dibayarkan melalui
transfer bank Mandiri pada awal Mei 2017 seb esar Rp 9.000.000 (sembilan
juta rupiah) untuk bulan April 2017.

11. Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah 2015, “hak pekerja atas
upah timbul pada saat terjadinya hubungan kerja antara pekerja/buruh
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3 dengan pengusaha dan berakhiir pada saat putusnya hubungan kerja” oleh

sebab itu, penggugat berhak untuk mendapatkan upah sampai putusan ini
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

12. Bahwa menurut pasal 151, UU No 13 tahun 2003, penggugat dan tergugat
seharusnya dan menurut UU mencegah terjadinya pemutusan hubungan
kerja, sebagaimana dinyatakan dalam ayat —ayat pasal 151 tersebut:

(1) Pengusaha, pekerjalburuh, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan
terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja
wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh
atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat
memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

Dan tergugat tidak berusaha untuk menghindari adanya pemutusan

hubungan kerja antara penggugat dan tergugat.

13. Bahwa menurut Pasal 152 UU No 13 tahun 2003; ayat 3, yang mengatakan
bahwa:

“Penetapan jatas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat

diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika

ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi
perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.” Dan oleh sebab itu,
penggugat berhak dan dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan
hak-hak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ketenaga kerjaan.
14. Bahwa penggugat mempunyai masa kerja pada tergugat sejak bulan April

2013 hingga sekarang oleh sebab itu, hak-hak normatif penggugat menurut

pasal 2 Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 yo pasal 156 , 157 UU No

13 tahun 2003 yo Permenaker 06 tahun 2016 tentang THR Keagamaan

adalah:

a. Upah mulai Mei 2017 hingga gugatan ini diputus oleh PHI pada
pengadilan Negeri Kis IA Bandung adalah mei 2017 sd Desember
2017 8 bulan upah maka upah yang belum di bayar adalah 8 x
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9.000.000,= Rp. 72 .000.000,-

b. Uang pesangon sebagaimana di atur dalam pasal 156 ayat 2 dengan

masa kerja 5 bulan upah, tetapi karena tidak ada kesalahan penggugat,
maka menurutUU no 13 tahun 2003, maka hak-hak karyawan adalah 2
x5 bulan x Rp.9.000.000,- = Rp.90.000.000,-

c. Uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam 156 ayat 3
dengan masa kerja 5 tahun adalah 2 bulan upah, maka uang
penghargaan masa kerja adalah 2 bulan x Rp.9.000.000,- =
18.000.000,-

d. Uang penggantian hak cuti tahunan sebagaimana diatur dalam pasal
156 ayat 4 (a) yaitu cuti yang belum di ambil yaitu 12 hari kerja , maka
penggantian uang cuti tahunan adalah 12/30 x Rp.9.000.000,- = Rp.
3.600.000,-

e. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 4(c)
yaitu 15% x( 90.000.000 + 18.000.000) = Rp. 16.200.000,-

f. Tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan pasal 2 Permenakerno
6 tahun 2016 pasal 2 adalah 1 bulan gaji, maka THR adalah
Rp.9.000.000,-

15. Bahwamenurutanjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung,
MEN GANJURKAN:

1. Agar pihak pengusaha PT. Anyar Retail Indonesia dengan pihak pekeria
Sdr Mangasi Napitupulu,-SH dapat menyepakati Pemutusan Hubungan
Kelia (PHK) sejak akhirbulan Juli2017.

2. Agar pengusaha PT. Anyar Retal Indonesia membayarkan hakhak para
pekerja sebagai berikut :

Masa Kerja 1 Tahun
- Upah terakhir Rp. 9.000.000,-/bulan
e Upah bulan Mei 2017 dan Juni 2017

2 X Rp. 9.000.000, = Rp. 18.000.000,-
e Pesangon:
2X 2 X Rp.9.000.000,- = Rp. 36.000.000,-
e UangPenggantian Hak:
15% X Rp.36.000.000,- = Rp. 5.400.000,-
Jumlah = Rp. 59.400.000,(lima puluh sembilan juta empat ratus ribu
rupiah)
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Ini berarti, bahwa mediator pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mempertimbangkan, pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, sehingga mediator menganjurkan untuk membayar hak-hak
pesangon 2 kali pasal 156 ayar 2 UU No 13 tahun 2013,
16. Bahwa sesuai dengan perundang-undangan, adapun hak-hak penggugat
adalah:
a. Upah mulai Mei 2017 hingga desember 2017 adalah 8 x 9.000.000,=
Rp. 72 .000.000,-
b. Uangpesangon adalah 2 x 5 bulan x Rp.9.000.000,- = Rp.90.000.000,-
c. Uang penghargaan masa kerja adalah 2 bulan x Rp.9.000.000,- =

18.000.000,-

d. Uang penggantian hak cuti tahunan adalah 12/30 x Rp.9.000.000,- =
Rp. 3.600.000,-

e. Uang penggantian hak yaitu 15% x( 90.000.000 + 18.000.000) = Rp.
16.200.000,-

f. Tunjangan hari raya keagamaan adalah Rp.9.000.000,-
Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di
atas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Kis IA Bandung yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini
yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak penggugat sebagaimana
diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 yo pasal 156 ,
157 UU No 13 tahun 2003 yo Permenaker 06 tahun 2016 tentang THR
Keagamaan sejumlah Rp.208.800.000,-(dua ratus delapan juta delapan ratus
ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut. yaitu:

a. Upah mulai Mei 2017 hingga desember 2017 adalah 8 x 9.000.000,=
Rp. 72 .000.000,-

b.  Uangpesangon adalah 2 x 5 bulan x Rp.9.000.000,- = Rp.90.000.000,-

c. Uang penghargaan masa kerja adalah 2 bulan x Rp.9.000.000,- =
18.000.000,-

d. Uang penggantian hak cuti tahunan adalah 12/30 x Rp.9.000.000,- =
Rp. 3.600.000,-

e. Uang penggantian hak yaitu 15% x( 90.000.000 + 18.000.000) = Rp.
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3 16.200.000,-
f. Tunjangan hari raya keagamaan adalah Rp.9.000.000,-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah hadir
Penggugatyang diwakili oleh kuasanya dan Tergugatjuga hadir pula yang diwakili
oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg
maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A
Khusus mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak
yang berperkara.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di
persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 November
2017, yangisinya adalah sebagai berikut.

A. EKSEPSI
1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil: gugatan Penggugat

terkecualiyangdiakui kebenarannyasecarategas oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat adalah seorang yang berprofesi sebagai Adokat yang

berkantor di Kantor Hukum Mangasi Napitupulu & Rekan yang beralamat

di Komp. Mutiara JI. Pratista Timur | Blok A No. 21, Bandung. Dan pada

tanggal 1 April 2013 Tergugat sepakat dengan Penggugat menggunakan

jasa hukum Penggugat untuk melindungi kepentingan hukum usaha

Tergugat. Dimana Tergugat menjadi Klien tetap Penggugat dan Tergugat

awalnya membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan

kepada Penggugat sebagai honorarium. Dalam dunia profesi advokat hal
tersebut dikenal juga sebagai Sistem Reatiner (Kuasa Hukum Siaga) ;

Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Reatiner adalah “sistem dimana

Klien (Tergugat in casu) akan melakukan pembayaran jasa Advokat

(Penggugat in casu) dengan jumlah yang tetap setiap bulan/ tahun

(tergantung kepada perjanjian) yang memberikan kebebasan bagi
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3 Klien (Tergugat in casu) untuk menggunakan jasa Advokat (Penggugat

in casu) sampai dengan jumlah waktu retainer yang disepakati, dan
Advokat Reatiner tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan”.

Bahwa Sistem Reatiner in case telah terang dimana Penggugat
mendapatkan bayaran (honorarium) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap
bulannya, terakhir sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan
mendapat 15% (lima belas persen) dari setiap penagihan yang berhasil
dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Perjanjian Bantuan Hukum
tertanggal 1 April 2013 yang tidak ditandatangani oleh Sdr. LIE PHI TJEN.
Yang berarti walaupun Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 1 April 2013
tidak ditandatangani oleh Sdr. LIE PHI TJEN akan tetapi pada prakteknya
sebahagian isi dari Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 1 April 2013
dilaksanakan oleh Penggugatdan Tergugat dan Penggugat tidak keberatan
atas praktek yang terjadi. Oleh karenanya kesepakatan antara Penggugat
dengan Tergugat sah menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 1320
mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

Pasal 1320

“Untuk sahnya Kesepakatan diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu.;
4. Suatu sebab yang halal”.

Bahwa oleh karenanya -berdasarkan uraian = tersebut. diatas maka
kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan jasa
hukum (advokat reatiner) yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa sebagai seorang Advokat Penggugat berhak mendapatkan
honorarium dari klien nya, sebagaimana Pasal 21 Undang-undang No. 18
Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyebutkan :

(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah
diberikan kepada Kliennya.

(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah
pihak.
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka menurut hukum

Penggugat bukanlah karyawan dari Tergugat, akan tetapi Penggugat
merupakan advokat reatiner Tergugat atau dengan kata lain Tergugat
adalah Klien Penggugat;
Bahwa oleh karena Penggugat bukan karyawan Tergugat maka hubungan
hukum antara Penggugatdengan Tergugattidak tunduk pada peraturan per
undang-undangan mengenai tenaga kerja ;
Bahwa Penggugatyang berprofesi sebagai advokat seharusnya memahami
profesi yang dijalannya adalah dibidang jasa hukum dan bukan karyawan
ataupun pekerja;
Bahwa Penggugat sendirilah yang membuat Perjanjian Kerja No. 03/AG/VI/
2016, tanggal 21 April 2016, karena Tergugat tidak mengetahui Perjanjian
Kerja tersebut, dan Sdr. LIE PHI TJEN bukanlah anggota Dewan Direksi
PT. Anyar Retail Indonesia, sehingga dalil Penggugat yang menggunakan
Perjanjian Kerja tersebut sangatlah mengada-ada;;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka gugatan
Penggugat seharusnya tidak diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial
karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait
pemutusan kontrak jasa hukum Penggugatoleh Tergugat ;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus
Bandung tidak -berwenang memeriksa  dan mengadili’ perkara No.
196/Pdt.Sus-PH1/2017/ PN.Bdg, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima ;
Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu
terkait kewenangan mengadili perkaraini ;

2. Gugatan Tidak Jelas
Bahwa setelah Tergugat memperhatikan ternyata gugatan Penggugat tidak
jelas antara posita dan petitum nya. Dimana Penggugat menyebutkan
perjanjian yang timbul antara Penggugatdengan Tergugat adalah tidak sah
dan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Akan tetapi
dalam petitum nya Penggugat tidak menyatakan perjanjian -perjanjian yang
mana saja yang tidak sah dan mengikat antara Penggugatdengan Tergugat
sehingga berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut diatas maka mohon kiranya
Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima ;
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B. POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat seluruhnya terkecuali yang dengan

tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Tergugat menjawab satu

persatu dalil-dalil Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Advokat yang memiliki Kantor Hukum
yang bernama Kantor Hukum Mangasi Napitupulu & Rekan dan
beralamat di Komp. Mutiara JI. Pratista Timur | Blok A No. 21.

2. Bahwa sebagai seorang Advokat, Penggugat memberikan jasa hukum dan
berhak mendapat honorarium dari Kliennya dan bukan gaji, sebagaimana
Pasal 21 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang
menyebutkan :

(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah
diberikan kepada Kliennya.

(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah
pihak

3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Kuasa
Hukum dan Klien, dimana Tergugat adalah Klien Penggugat. Hal ini
dikarenakan perjanjian kerja No. 03/AG/VI/ 2016, tanggal 21 April 2016
tersebut Lie Phi Tjen sebagai Direktur Utama, sementara dalam akta
pendirian Tergugat Nomor : 05 Tanggal 9 Desember 2014 menetapkan
saudara'Lie PhiTjen sebagai Komisaris bukan sebagi Direktur Utama. Oleh
karenanya perjanjian kerja No. 03/AG/VI/ 2016, tanggal 21 April 2016 serta
merta tidak-berlaku ‘dan hubungan hukum antara Penggugat kepada
Tergugat adalah sebagai Penasehat Hukum sesuai dengan perjanjian jasa
hukumtertanggal 01 April 2013;

4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 point 5 pada dasarnya dalam
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), harus sesuai ketentuan
Pasal 61 ayat (1) hurup (b) Undangng-undang No.13 Tahun 2013 Tentang
Ketenagakerjaan antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi selama
ini antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi pengikatan
hubungan kerja, dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah
mengada-ada karena dalil tersebut hanya merupakan dalil yang bersifat
subjektif, bukan dalil hukum, karenanya dalil tersebut haruslah

dikesampingkan;
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5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatanya tentang

pasal 151, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah tidak mendasar,
yangmana dalam Pasal tersebut jelas sebagai Pengusaha Tergugat tidak
pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, karena antara Penggugat
dan Tergugat adalah bukan merupakan suatu ikatan pekerjaan melainkan
pemberi jasa hukum kepada Tergugat;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang berbunyi (kami kutip selengkapnya) : "Selama
putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerjalburuh harus tetap
melaksanakan segala kewajibannya", sehingga dengan demikian
Penggugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja, pernyataan
Penggugat ini tidaklah benar, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaaan itu
sendiri dimana pengusaha maupun pekerja/buruh harus melaksanakan
kewajibannya sampai adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial bukan masih menerima hak-hak sebagai pekerja,
dengan kata lain seseorang dapat memperoleh haknya sebagai pekerja
apabila pekerja itu masih melaksanakan kewajibannya/pekerjaannya,
dengan tidak adanya lagi pelaksanaan kewajiban oleh Penggugat sebagai
pekerja/buruh.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, mohon kepada yang terhormat
Ketua Pengadilan Hubungan'Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk
memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas
1A Khusus Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.
196/Pdt.Sus-PHI/2017/ PN.Bdg,

4. Membebankan seluruh ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini kepada Penggugat
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:
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: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di
persidangan telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 November 2017
dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan
duplik secara tertulis tertanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-9
yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy buku rekening tahan BCA atas nama Mangasi Napitupulu, (Bukti
P-1);

2. Foto copy surat pengunduran diri atas nama Moch Hilman tertanggal 8
Agustus 2015, (Bukti P-2) ;

3. Foto copy surat pengunduran diri atas nama Doddy Agung Hardiyanto
tertanggal 14 Maret 2014, (Bukti P-3) ;

4. Foto copy slip pembayaran gaji manual Anyar Group periode 28 Juni s/d 27
Juli 2013 atas nama Dodi Agung, (Bukti P-4) ;

5. Foto copy surat Nomor 567/6047-Disnaker tanggal 30 Agustus 2017 perihal
anjuuran, (Bukti P-5) ;

6. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Propinsi Jawa Barat Nomor 560/2396-SK/Perlin tanggal 21 April 2016 tentang
pengesahan peraturan perusahaan PT Kencana Satria Sejati Mandiri, (Bukti
P-6) ;

7./ Foto copy perjanjian bantuan hukumantara Mangasi Napitupuludengan Lie
Phi Tjen tertanggal 1.April 2013, (Bukti P-7) ;

8. Foto copy surat perjanjian kerja Nomor 03/AG/V1/2016 tanggal 21 April 2016,
(Bukti P-8) ;

9. Foto copy surat keterangan Nomor 20/ANYAR GROUP/HRD/IV/2014 tanggal
3 April 2014, (Bukti P-9) ;

Bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai cukup serta sesuai
dengan surat aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 tidak ada
aslinyadan bukti P-1 print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surattersebut Penggugattelah mengajukan
2 (dua) orang saksi bernama MUHAMMAD HILMAN dan DODI AGUNG

HARDIANTO, SE yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai
berikut:
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1. Saksi Mochamad Hilman ;

- Bahwamulai kenal dengan Penggugat ketika ada yang mengenalkan pada
saat ada penggantian manager HRD sekitar tahun 2013, semua staff
dilingkungan store manager / store leader disana itu dikumpulkan dalam
satu ruangan, kemudian Penggugat memperkenalkan diri sebagai HR
Manager ;

- Bahwayang hadir pada saat itu semua lingkup operasional Store, itu level
staff / store Manager atau Supervisor;

- Bahwa yang hadir selevel dengan Penggugat sebelumnya itu ada
Manager Operasional yaitu Pak Deni Iskandar;

- Bahwa Manager Operasional ini pasti mendengar pada saat penggugat
memperkenalkan diri sebagai HR Manager karena semuanya tertuju pada
perkenalan penggugat ;

- Bahwayanghadiritu Manager store sekitar tujuh cabang ;

- Bahwa saksi bekerja di PT Anyar Retail sebagai sebagai Supervisor di
Cibiru dan pada saat resign dari Perusahaan itu Tahun 2015 sebagai Store
Manager ;

- Bahwa waktu perkenalan Penggugat belum punya kantor, cuma
penggugat mulai stand in setelah diberikan kantor yaitu di depan toko RKM
di Jalan Ahmad Yani No. 232, sama isinya dengan staffnya ;

- 1 Bahwa penggugat mulai menjabat kira-kira dia mulai perombakan dari
struktur organisasi, menyempurnakan struktur oganisasi, kemudian
memperkenalkan mengenai PKWT, sebelumnya saksi dan kawan yang
disanatidak mengenal apa yang namanya PKWT (Perjanjian kontrak Kerja
Waktu Tertentu) ;

- Bahwa penggugat membuat PKWT kepada semua karyawan yang
disosialisasikan dulu ke Staff Manager, tapi pelaksanaannya sama
penggugat dan staffnya dan yang menandatangani PKWT itu HR Manager
sama Karyawan yang bersangkutan;

- Bahwa saksi pernah membaca PKWT sekilas karena sebelum meminta
tandatangan penggugat selalu menganjurkan baca terlebih dahulu dan
pada saat baca terlebih dahulu, Mangasid/Penggugat ini sebagai sebagai
HR Manager;

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2 yang diperlihatkan dipersidangan dan
ditanda
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- tanganinya yang disodorkan oleh staf HRD tetapi tidak tahu siapa yang

membuat, saksi tidak pernah membuat surat pengunduran diri ;

- Bahwa saksi lebih dulu tanda tangan sesuai bukti P-2 tanda tangan HR
Manager belumada ;

- Bahwa saksi mengundurkan diri karena ada hembusan dari Assistern
Store Operasional, kalau sudah tidak disenangi oleh Owner, itu kerja tidak
akan nyaman, jadi saksi terpaksa mundur;

- Bahwa saksi awal bekerja di PT KSSM kemudian ada peralihan menjadi
Anyar Group dan yang terakhirdi PT. Anyar Retail Indonesia;

- BahwaPT Anyar Group ini mempunyai banyak cabang perusahaan ;

- Bahwa penggugat sebagai HRD PT. Anyar Group dan PT. Anyar Retail
Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat sebagai karyawan di PT. Anyar Ritail
Indonesia karena domisili tempat bekerja ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui PT. Anyar Group
secara di Notarisnya, tetapi kalau PT Anyar Retail pernah melihat dan
pernah menyaksikan ;

- Bahwa saksi pernah membuat surat ijin, kalau PT Anyar Retial itu
domisilinya di JI. Budi Asih ;

- Bahwa saksi pernah melihat Peraturan Perusahaan PT.Anyar Group
dalam softcopy / Hardcopynya, tapi hanya sebatas bundelnya ;

- _Bahwa saksi sudah resign pada Tahun 2015 dan mengajukan gugatan
hampir bersamaan dengan gugatan Penggugat;

- / Bahwa saksi mengatakan Penggugat sebagai HRD Manager, tahunya dari
himbauannya, tertulis HR Manager, dan penggugat memperkenalkan,
sama kunjungan ke setiap toko, Penggugat selalu memperkenalkan
sebagai HR Manager bersama staff-stafnya mengurusi kepentingan
karyawan ;

- Bahwa Pimpinan dari Perusahaan PT Anyar Retail, Dieksinya adalah
Kelvin Sumarli ;

- Bahwa Pak Kelvin pernah bicara langsung penggugat sebagai HR
Manager tetapi segala pengurusan karyawan minta semuanya diurusin
oleh Pak Mangasi/ penggugat ;

- Bahwa penggugat selain sebagai HR Manager di Anyar Group
sebelumnya penggugat sebagai HR Manager di Hotel Kedaton ;
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. - Bahwa penggugat tidak memperkenal Profesi sebagai Pengacara tetapi

saksi mengetahui penggugat latar belakangnya Sarjana Hukum dan

pernah membantu saksi untuk kasus yang ke Pengadilan ;

- Bahwa penggugat mengurus permasalahan saksi, sebagai sebagai
rekanan permasalahan hukum mengenai Gugatan masalah uang
pesangon ;

- BahwadiPT. Anyar Group itu diwajibkan karyawan setiap hari hadir ;

- Bahwa saksi tidak tahu penggugat ini tiap hari hadir di Perusahaan atau
tidak karena saksi beda tempat bekerja ;

- Bahwa pada saat perkenalan itu, penggugat mengundang semua staff
termasuk saksi tujuannya mungkin sosialisasi karena kan waktu itu
pergantian HR Manager, karena sebelumnya semua urusan HRD
dipegang Pak Doni Iskandar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan penggugat sampai
diberhentikan karena sudah keburu resign ;

- Bahwa saksibekerja di Garut sekitar tahun 2012-2013;

- Bahwa saksi ke Bandung rutinitas meeting itu sebulan sekali;

- Bahwa saksi setiap ke Bandung tidak selalu ketemu dengan Penggugat,
karena meeting pagi, saksi datang ke Bandung jam 06.00, sampai meeting
sampai jam 10.00 ;

- Bahwa penggugat setiap meeting itu tidak selalu hadir;

- _Bahwa saksi mengetahu Penggugat kerja di Hotel Kedaton sekitar 2013
sampai 2016 ;

- Bahwa hubungan antara RKN dengan Anyar Retail adalah pembentukan
PT. yang serba cepat, awalnya adalah CV.Kencana Sejati Sejahtera/KSS
kemudian pindah ke PT.KSN, disatu-sisi karena Anyar Group itu terdiri
beberapa toko, jadi sebetulnya Anyar group itu juga belum di sounding
karena waktu itu ada akan dibentuk lagi Departemen lain / pekerjaan yang
lain, jadi sebetulnya masih transisi, jadi Anyar Group itu belum resmi, kalau
sepengetahuan saksi tidak ada Anyar Group karena saksi pernah
memegang Notarisnya dan waktu perijinan membuat PKP saksi yang
ngurus, Direksinya Pak Kelvin, kemudian Komisaris Pak Wie Chan dan
Pak Steven, jadi Anyar Group itu tidak ada struktur organisasinya ;

- Bahwa pada sat pengunduran diri saksi bertemu dengan Pengggugat,
Penggugat mengtakan waktu pengunduran diri itu, karena desakan dari
Manager Operasional, penggugat hanya menyampaikan dan mengetahui
jabatan Store Manager karena sering kunjungan juga ke Cabang dan
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mengurusi kontrak dan mengurusi mengenai BPJS Ketenagakerjaan

walaupun belum semuanya ;

- Bahwa setiap ada permasalahan karyawan, yang mengurusin langsung
oleh Penggugat/HRD ;

- Bahwa saksi mengetahui staffnya Penggugat awalnya ada perempuan 2
orang, terakhir 3 sama ada satu laki-laki, yang saksi tahu ada yang
namanya pak Rendi;

- Bahwa penggugat pernah mengurus permasalahan sengketa mengenai
ijin KO ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti PT.Anyar Group itu punya
permasalahan hukum atau tidak ;

- Bahwa saksi mengetahui Direksinya PT.Anyar Retail Tahun 2013 adalah
Pak Kelvin Sumarli ;

- Bahwa PT. Anyar Group itu, terdiri dari beberapa perusahaan didalamnya
yaitu CV. KSS (CV.Kencana Sejati Sejahtera), PT.KSSM (PT.Kencana
Sejati Sejahtera Mandiri), tetapi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa PT.Anyar Retail Indonesia itu tidak termasuk Anyar Group karena
pembentukannya baru belum terbentuk secara resmi, kemudian
penggajian saksi sendiri bukan dari PT.Anyar Group ;

- Bahwa saksi keluardari Anyar Group tahun Tahun 2015 ;

- BahwaPT Anyar Retail itu mulai ada sekitar tahun 2013 akhiratau 2014 ;

- _Bahwa saksi tahu Penggugat itu karyawan PT. Anyar Ritail Indonesia
karena gaji-terakhir saksi‘itu adalah dari PT.Anyar Ritail Indonesia bukan
Anyar Group;

- Bahwadalambukti P-2 yang diperlihatkan dipersidangan itu capnya Anyar
Group ;

- Bahwa setahu saksi untuk Supervisor ada SK yang menyatakan sebagai
Supervisor;

- Bahwa saksi tidak tahu penggugat itu punya Surat Keputusan yang

menyatakan sebagai HRD di Anyar Ritail Indonesia atau tidak ;
2. Saksi Dodi Agung Hardianto, SE ;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Penggugat sebagai HRD Manager
itu sejak Tahun 2012 ;

- Bahwa pada saat penggugat sebagai HR Manager di RKN, berkunjung
saksi terakhir dimana posisinya Cimahi sebelum dipindahkan ke Ahmad
Yani;
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3 - Bahwa pada saat penggugat berkunjung ke cimahi, biasanya bersama

staff dan Manager Operasional Pak Deni Iskandar ;

- Pada saat saya berkunjung ke cabang apa

- Bahwa setiap berkunjung penggugat biasa mengecek keberadaan
karyawan kemudian juga mengecek absensi, kelengkapan kemudian juga
biasanya memanggil setiap karyawan ada masalah atau tidak kemudian
memberikan atau menyampaikan informasi kebijakan-kebijakan yang
seharusnya disampaikan ke setiap toko terus tentang pimpinan -pimpinan
toko juga ;

- Bahwa setiap penggugat berkunjung memposisikan sebagai HR Manager;

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali penggugat ditunjuk sebagai HR
Manager oleh Pak Niki Chan ;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat memperkenalkan diri sebagai HR
Manager kepada semua pimpinan cabang termasuk Kepala Operasional
Pak Deni sekitar Tahun 2013 di kantor SPBU di Jalan Ahmad Yani ;

- Bahwapenggugatdiperkenalkan sebagai HR Manager dengan didampingi
Manager Operasional Pak Deni Iskandar ;

- Bahwa setelah penggugat diperkenalkan dari Perusahaan oleh Pak Deni
Rusnandar, setelah itu ada meeting satu minggu kemudian dikantornya di
ruko disebelah di Jalan Ahmad yani, dikumpulkan lagi seluruh kepala
Cabang salah satunya saksi menerangkan bagaimana mekanisme HRD
kemudian Peraturan Perusahaan dan lain-lain_seperti itu dan itu bisanya
periodik satu minggu sekali minimal'satu bulan ituada

- /Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. Anyar Group, saksi'di Toko
RKM,;

- Bahwaslip gaji saksi atas namaPT. Anyar Group ;

- Bahwa Penggugat sebagai HR Manager dan stafnya ruangannya ada
sebelah SPBU ;

- Bahwa saksi mengetahui poisisi penggugat sebagai HR Manager PT.
Anyar Group karena saksi bekerja disana ;

- Bahwa apabila saksi ke kantor HRD suka ketemu dengan pemilik PT
Anyar Group yaitu Pak Kelvin Sumarli sama Pak Steven Sumarli sebagai
Owner merangkap sebagai Direkturjuga ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT. KSSM, PT.Anyar Retail Indonesia ;

- Bahwa sewaktu saksi sebagai pimpinan cabang di Cimahi, HRD pernah
membagikan Peraturan Perusahaan pertama kali tahun 2013 yang di
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dalamnya ada tanda tangan saksi sebagai Pimpinan Cabang dan HR

Managernya adalah Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah merlihat bukti P-6 yang diperlihatkan
dipersidangan ;

- Bahwa saksi sudah resign dari PT. Anyar Retail sekitar Tahun 2014 dan
yang menandatangani pengunduran HR Manager Pak Mangasid
Napitupulu ;

- Bahwa pada saat Penggugat memperkenalkan diri sebagai HR Manager
diperkenalkan oleh Bapak Deni Kusnandar sebagai Manager Operasional ;

- Bahwa Direktur PT Anyar Retail Indonesia ada 3 yaitu bapaknya Niki
Chan, anaknya Kelvin Sumarli dan Pak Steven ;

- Bahwa setahu saksi PT. Anyar Retail itu berdiri tahun 2008 ;

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap bukti T-3 yang diperlihatkan
dipersidangan ;

- Bahwa saksi tahu kalau ada masalah karyawan itu semuanya ke HR
Manager karena lokasi dari kantor HRD Manager itu dikantor pusat, di
kantor pusat itu tidak hanya urusan HRD saja, tapi bisa juga urusan lain,
ke bagian Gudang, kalau ke HRD pasti ke beliau dan beliau ada disitu
tidak setiap hari, setiap minggu kita meeting kadang-kadang setiap dua
hari setor uang atau ngecek barang karena gudangnya berdekatan ;

- Bahwa saksi tidak tahu PT.Anyar pernah punya masalah hukum atau
tidak;

- Bahwa setahu saksi kalau ada permasalahan hukum, yang menyelesaikan
HR Manager ;

- Bahwa saksi'tahu memang HRD ini selain menangani permasalahan
karyawan, permasalahan perburuhan juga masalah hukum ;

- Bahwa sebelum penggugat sebagai HR Manager, tidak tahu profesinya
Penggugat sebagai apa ;

- BahwaPenggugatsebagai HR Manager dari PT Anyar Group Tahun 2013
tetapi saksi tidak melihat SK pengangkatan Penggugat sebagai HR
Manager ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat ini menggugat PT.Anyar Retail Indonesia
yang kantornya di Jalan Ahmad Yani Bandung ;

- Bahwa hubungannya PT.Anyar Retail Indonesia itu dengan Anyar Group
setahu saksi Anyar Group itu Holding Companynya, Anyar Retail
Indonesia dibawahnya, masih satu group, sebutan dulunya sebenarnya
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Anyar Group, cuma mungkin jadi Bahwa kalau melihat data saksi tahun

2014 resign dan PT. Anyar Retail Indonesia ada tahun 2014 akhir ;

- Bahwa setahu saksi mungkin Anyar Group itu sudah sejak saksi masih
ada disana, mungkin pengesahannya baru tahun 2014 dan ada satu
perusahaan dibawahnya yaitu PT. Anyar Retail Indonesia yang bergerak
menjual bahan bangunan, keramik, cat, towel, sanitary dan sebagainya;

- Bahwa PT Anyar Retail Indonesia ada beberapa cabang di Jawa Barat
yaitu di Bandung, Cimahi, Cibiru, Kopo, Garut, Cirebon dan di Sumedang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau Penggugat sebagai HR Manager
harus ada SK nya didalam hal berorganisasi Perusahaan karena setiap
karyawan ada di serahkan SK ;

- Bahwa saksi tahu penggugat sebagai HR Manager tahun 2013, pernah
mengeluarkan SK pengangkatan saksi sendiri ;

- Bahwa apabila setiap pengambilan keputusan, termasuk tentang
karyawan, gaji misalkan, yang memutuskan pak Steven sedangkan kalau
untuk penggajian yang tanda tangan penggugat sebagai HR Manager ;

- Bahwa saksi terakhir bekerja itu sebagai karyawan PT Anyar Group ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya telah mengajukan bukti suratyang kemudian diberi tanda bukti T-1s/d
bukti T-6 yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy perjanjian bantuan hukum antara Mangasi Napitupuludengan Lie
PhiTjen tertanggal*1 April 2013, (Bukti T-1);

2., Foto.copy surat perjanjian kerja Nomor 03/AG/V1/2016 tanggal 21 April 2016,
(Bukti T-2) ;

3. Foto copy Akta Pendirian. Perseroan Terbatas PT ANYAR RETAIL
INDONESIA tanggal 9 Desember 2014, (Bukti T-3) ;

4. Foto copy basic salary berdasarkan UMK 2014, (Bukti T-4) ;

5. Foto copy surat perjanjian kerja Nomor /SPK/EAM-Kedaton/l/2015 tanggal
21 Januari 2015, (Bukti T-5);

6. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Propinsi Jawa Barat Nomor 560/2396-SK/Perlin tanggal 21 April 2016 tentang
pengesahan peraturan perusahaan PT Kencana Satria Sejati Mandiri, (Bukti
T-6);

Bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai cukup serta sesuai
dengan surataslinya kecuali bukti T-4, T-5 tidak ada aslinya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PH1/2017/PHI.Bdg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitr Agung untuk publik, i dan

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hall
Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) lalaman 19



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f 4
g putusan.mahkamahagung.go.id
\ Menimbang, bahwa selain bukti surattersebut Tergugat telah mengajukan 2

(dua) orang saksi bernama LIA AMELIA dan DENI KUSANANDAR yang

memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. SaksiLia Amelia ;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan oleh Penggugat dengan
PT.Anyar Retail Indonesia adalah menuntut Pesangon ke PT. Anyar Retail
Indonesia ;

- Bahwa saksi saat ini masih bekerja di PT. AnyarRetail Indonesia;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar satu tahun dan kemudian
setelah itu Penggugat Resign tetapi tidak tahu alasannya;

- Bahwa Penggugat di PT Anyar Retail jabatannya sebagai HRD dan saksi
sebagai staffnya ;

- Bahwa saksi selaku staff itu mengetahui yang dikerjakan Penggugat
sekedar cek email-email, selebihnya penggugattiap harinya jarang datang
ke kantor dalam seminggu dua atau tiga kali ;

- Bahwa saksi sebagai staf setiap datang masuk kerja ;

- Bahwa pernah mendengar Penggugat ini tidak datang tiap hari karena
bekerja ditempat lain yaitu Hotel Kerdaton ;

- Bahwa saksi tidak tahu profesi selain di HRD PT Anyar Retail itu tetapi
pernah mendengar sebagai Pengacara/ Konsultan ;

- Bahwa saksi melamar bekerja di PT Anyar Retail sebagai staff HRD dan
diwawancarai oleh Penggugat sebagai HRD ;

- .Bahwa tugas saksi sebagai staf HRD mengurus masalah karyawan, soal
penggajihan juga dan.yang memeriksa hasil ' pekerjaannya adalah
penggugat;

- Bahwa saksi masuk kerja mulai akhir Tahun 2015 menggantikan sdr.
Ridan dibagian penggajian ;

- Bahwa staf HRD selain saksi ada sdr. Bimo dan sdr. Kiki ;

- Bahwa saksi berkantor di PT Anyar Retail Indonesia di Jalan Ahmad Yani
343 Bandung yang sebelumnya memang ada di seberangnya toko RKM
yaitu ruangan HRD sebelum dipindahkan ke gedung yangbaru ;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang tidak melalui finger print yaitu
Penggugat, termasuk Pak Deni, dan ada beberapa orang lainnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti P-1 s/d P-6 yang diperlihatkan

dipersidangan ;
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- Bahwa setahu saksi dulu namanya Anyar Group itu punya beberapa PT/

Perusahaan yaitu PT. Kencana Saria Sejati Mandiri, PT. KSS dan
PT.Anyar Retail Indonesia ;

- Bahwa saksi tidak tahu mulai adanya PT. Anyar Retail Indonesia ;

- Bahwa pada saat masuk kerja di PT Anyar Retail Indonesia menadatngani
surat perjanjian kerja yang oleh staff sebagai patner saksi dan yang tanda
tangan dari pihak perusahaan adalah penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada ketentuan atau ada permasalahan di
Perusahaan yang lain penggugat sebagai HRD juga ;

- Bahwa penggugat tangani PT yang lain juga sepanjang ada dibawah PT
Anyar Group ;

- Bahwa PT Anyar Group itu berbadan Hukum dan saksi kalau terima gaji
ada slip gaji tertulis Anyar Group ;

- Bahwa setahu saksi dan penggugat bekerja di PT. Anyar Group ;

- Bahwa setahu saksi PT. Anyar Retail Indonesia itu masih bagian dari
Anyar Group;

- Bahwa di dalam SK/Surat Pejanjian Kerja antara saksi dengan PT.Anyar
Group ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti tanda Anggotanya Penggugat
sebagai Konsultan atau Advokat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ini beracara di Pengadilan
atau mewakili pihaklain ;

- Bahwa Penggugat ini tidak memiliki kewajiban untuk melakukan Finger
Print termasuk ada beberapa orang yaitu Pak Deka sebagai Operasional
Manager tetapi kalau Pak Deka itu setiap hari datang, walaupun tidak
punya kewajiban Finger Print sedangkan penggugat tidak datang setiap
hari;

- Bahwa saksi tidak tahu penggugat tidak datang setiap harinya itu sedang
melaksanakan kewajiban dari Perusahaan datang kepada cabang-
cabangnya atau toko-tokonya yang saksi tahu penggugat datangnya cuma
dua hari dalam seminggu ;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat punya surat atau tidak yang
menyatakan sebagai HRD yang dikeluarkan oleh PT Anyar Group ;

- BahwadiPerusahaan Anyar Group, Direktur, karyawan, HRD harus hadir
setiap hari kerja tidak ada yang dikecualikan ;

- Bahwa saksi tahu PT Anyar Group itu punya beberapa anak Perusahaan

baru-baru ini dari staf-staf lainnya;
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- Bahwa saksi tahu soal Jobdesknya penggugat sebagai ManagerHRD ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat dari pak Steven ada orang-
orang dibawah ini tidak melalui Finger Print ;

- Bahwa saksi mengetahui cabang-cabang RKM ada di Kopo, Cibabat,
Cibiru, Garut, Cirebon, Sumedang, Ahmadyani ;

- Bahwamengenai penggajian,sistemnya semuanya dari Anyar Group ;

- Bahwapenggugatterakhir bekerja sekitar pertengahan Tahun 2016 ;

- Bahwa saksi mengetahui bukti T-6 yang diperlihatkan dipersidangan dan
benaritu tandatangan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu melihatbukti T-1 yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Saksi Deni Kusanandar ;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat bekerja di PT Anyar Group sekitar
April 2013 dan sekarang sudah tidak bekerja lagi ;

- Bahwa posisi Penggugat dulu bekerja PT Anyar Group tapi belum ada
legalitasnya, masih terpisah-pisah Perusahaannya diantaranya ada SPBU,
KBM sama RKM ;

- Bahwa setahu saksi penggugat masuk bekerja sebagai sebagai Konsultan
Hukum yang berkantor di rumahnya di daerah Antapani Bandung hanya
saksi belum pernah datang kerumahnya ;

- Bahwa saksi pernah melihatbukti T-1 yang diperlihatkan dipersidangan di
kantor ;

-  Bahwa saksi-tahu Penggugat konsultan Hukum karena penggugat itu
sering ngobrol sama.dan pernah juga kerja di tempat lain,. dulu.pernah di
Bali World, Java Stone sama terakhir di Kedaton ;

- Bahwa saksi kenal tanda tangan penggugat dalam perjanjian bantuan
hukum;

- Bahwa saksitahu yang ditangani oleh Penggugatdi Perusahaan tersebut,
selain masalah HRD dan mengenai kasus tanah yang di Bale Endah;

- Bahwa saksi tahunya penggugat sudah tidak bekerja lagi karena habis
perianjian kontrak antara penggugat dengan Perusahaan sebagai
Konsultan Hukum ;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diangkat sebagai Konsultan Hukum di
Perusahaan ;

- Bahwa PT Anyar Group itu tidak berbadan Hukum karena tidak ada akta
Pendiriannya itu baru rencana hanya belum ada Akta Pendiriannya,

sedangkan PT. Anyar Retail Indonesia sudah ada ;
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- Bahwa saksi belum pernah melihat rekanan dari Penggugat ruang

lingkupnya ;

- Bahwa saksi jabatannya sebagai Operasional Manager di PT Anyar
Retail Indonesia dan harus hadir setiap hari kerja ;

- Bahwa semua pegawai / Manager di PT Anyar Group memang diwajibkan
hadir setiap hari kerja dan apabila tidak ada kehadiran ada sanksinya ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak setiap hari datang tetapi tidak
tahu alasannya karena memang penggugat dari awal ke store manager
selaku Kuasa Hukum tidak wajib tiap hari datang ;

- Bahwa saksi pernah melihat mengenai absensi dan pernah diperlihatkan
ada secarik kertas dari Owner, dan ada surat yang menyatakan ada
beberapa orang yang tidak melalui finger print yaitu saksi, Pak Deni, ada
Pak Uwar;

- Bahwa pada saat penggugat masuk memperkenalkan diri sebagai Lawyer
saat itu kumpulnya di SPBU ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat itu pekerjaanya mengurus masalah
hukum;

- Bahwa saksi sebagai Operasional Manager sering melihat Penggugat
datang tetapi tidak setiap hari datang ;

- Bahwa saksi digaji sama PT. Anyar Retail Indonesia ;

- Bahwa Peraturan Perusahaan PT.KSSM dengan Peraturan Perusahaan
berlaku untuk Perusahaan PT. Anyar Retail Indonesia;

- ‘Bahwa saksi benar tanda tangan di dalam bukti T-6 yang diperlihatkan
dipersidangan ;

- Bahwa saksi pernah membaca pengesahan dari Disnaker ;

- Bahwa saksilupa sudah berapakali diperpanjang Peraturan Perusahaan ;

- Bahwa Penggugat ini adalah sebagai Konsultan Hukum tetapi didalam
surat-surat yang dikeluarkan oleh penggugat sebagai sebagai HRD ;

- BahwaManagementatau Direksi tahu penggugat sebagai HRD ;

- Bahwa PT Anyar Group ini punya 3 perusahaan yaitu PT. ARI,
PT.Kencana Satria Seja Mandiridan CV. KSS;

- Bahwasemua karyawan mengakui sebenarnya kerja di PT Anyar Group ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat-surat keluar atas nama Anyar
Group ;

- Bahwa stempel / cap yang ada di dalam bukti P-2 dan P-3 yang
diperlihatkan dipersidangan sah diakui oleh Perusahaan sama pemilik
Perusahaannya;
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- Bahwa saksi memperkenalkan Penggugat sebagai sebagai HRD Manager

di PT Anyar Group ;

- BahwaPT. Anyar Retail Indonesia itu punya flatform Perusahaan ;

- Bahwa saksi menandatangani Peraturan Perusahaan sebagai karyawan
dari PT.Kencana Satria Sejati Mandiri ;

- bahwa saksi pertama kali bekerja sekitar November Tahun 2007 sebagai
Supervisor di ABM/ Anyar Building Material ;

- Bahwa saksi terakhir menduduki jabatan sebagai Operational Manager di
PT. ARl tetapi sampai sekarang belummenerima SK nya;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kedudukan Penggugat sebagai Manager
HRD itu ada SK atau tidak ;

- Bahwa saksi tidak punya kewajiban untuk finger print sebagai manager
dan kedudukannya sama dengan Penggugat tetapi kalau kehadiran harus
hadir setiap hari ;

- Bahwa ada perjanjian kerja perusahaan harus di tanda tangan oleh
Direktur Utama;

- Bahwasaksi mengetahui tanda tangan Penggugat ;

- Bahwa di dalam bukti T-3 yang diperlihatkan yaitu Akta Pendirian PT
Anyar Retail Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut kedua pihak
akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, 'bahwa Penggugat. dan  Tergugat telah| mengajukan
kesimpulannya masing-masing pada tanggal 24 Januari 2018 dan keduanya
menyatakan sudah tidak akan mengajukan  apa-apa lagi melainkan mohon
putusan;

Menimbang, bahwa. selanjutnya segala 'sesuatu yang terjadi dalam
persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan ini
maka, berita acara tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi

sebagai berikut:
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1. EKSEPSI(KEWENANGAN MENGADILI) KOMPETENSIABSOLUT

@\"ai

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan
Mengadili) Tergugat Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela Nomor :
196/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI
1. Menolak ekspesi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili

(kompetensi absolut);

Memerintahkan pemeriksaan dalam perkara a quo dilanjutkan;

Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan

akhir;

2. GUGATANTIDAK JELAS

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat gugatan tidak jelas antara Posita
dengan Petitumnya, dimana Penggugat menyebutkan perjanjian yang timbul antara
Penggugatdengan Tergugatadalah tidak sah dan berubah menjadi Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu, tetapi dalam petitumnya tidak merinci perjanjian yang mana
yang tidak sah, oleh karenanya mohon agargugatan Penggugattidak dapat dapat

diterima;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya tertanggal 22 November 2017 Penggugat
telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa antara posita dengan petitum tidak
jelas adalah tidak mendasar dan akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi  Tergugat mengenai gugatan tidak jelas
antara posita dengan petitumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
secara subtansi materi eksepsi Tergugat ini sudah termasuk dalam materi pokok
perkara yang dalam pemeriksaannya memerlukan pembuktian maka akan Majelis
pertimbangkan bersama-sama ‘dengan pokok- perkara oleh karena itu Majelis

Hakim sepakat untuk menyatakan eksepsi Tergugat tersebut untuk ditolak ;
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat telah mendalilkan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bekerja sejak tanggal 21 April 2013 dengan jabatan
HRD Manager dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 9.000.000,-
(sembilan juta rupiah);

2. BahwaPenggugatawalnyadengan Tergugat mempunyai hubungan dengan
membuat perjanjian bantuan hukum, tetapi Tergugat menugaskan dan

mengangkat Penggugat secara lisan terhadap Penggugat sebagai HRD
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> pada perusahaan Tergugat yang dikenal dengan Anyar Group, dan

perjanjiannya tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2016 Penggugat dengan Tergugat membuat
perjanjian kerja No.03/AG/V1/2016 tentang Surat Perjanjian Kerja yang juga
tidak ditandatangani oleh Tergugat, sehingga Penggugat menganggap
Surat Perjanjian Kerja ini tidak pernah ada;

4. Bahwa ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf (i) UU No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan “perjanjian kerja waktu tertentu ditandatangani oleh
masing-masing pihak” dan pasal 59 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan palinglama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

5. Bahwa karena jabatan Penggugat sebagai HR Manager tidak memenuhi
ketentuan tersebut diatas sehingga hubungan kerja antara Penggugat
dengan Tergugat menjadi hubungan kerja yang bersifat tetap atau
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

6. Bahwa pada bulan April-2017 Penggugat telah ‘dipanggil oleh Bapak
Hengky Njoto Widjaya selaku General Manager PT. Anyar Ritail Indonesia
yang menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat tidak diperpanjang
lagi, dan Penggugat meminta hak karyawan atas Pemutusan Hubungan
Kerja yang terhadap hal tersebut sudah Penggugat serahkan kepada
Perusahaan;

7. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah
telah bertentang dengan ketentuan pasal 151 dan 152 UU No. 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan sehingga Penggugat berhak untuk
mendapatkan hak-haknya yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 156, 157
UU No. 13 tahun 2003 jo Permenaker No 06 tahun 2016 tentang THR
Keagamaan jo pasal 2 PP No. 78 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah membantah gugatan

Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah Advokat yang mempunyai hubungan dengan

Tergugat sebagai Kuasa dan Klien sesuai dengan Perjanjian Kerja No.
03/AG/V1/2016 tanggal 21 April 2016 dimana dalam perjanjian tersebut
ditandatangani oleh Lie Phi Tjen sebagai Direktur Utama sementara dalam
pada akte pendirian Tergugat No. 05 tanggal 9 Desember 2014 kedudukan
Lie Phi Tjen sebagai Komisaris sehingga perjanjian kerja tersebut tidak
berlaku, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah
sebagai Penasehat Hukum sebagaimana perjanjian jasa hukum tanggal 01
April 2013;

2. Bahwa tentang ketentuan PKWT harus sesuai dengan ketentuan pasal 61
ayat (1) huruf (b) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, akan tetapi
antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pengikatan
hubungan kerja, dan karena tidak ada hubungan kerja Tergugattidak pernah
ada Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Bahwa ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan mensyaratkan pengusaha maupun pekrja/buruh harus
melaksanakan kewajibannya sampai adanya putusan Lembaga Penyelesaian
Perselishan Hubungan Industrial bukan masih menerima hak-hak sebagai
pekerja, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan hak-hak-
hak upah dan lain-lainnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti‘'surat yang diberi tanda bukti-P-1.s/d bukti P-9, sedangkan
untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti
surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d bukti T-6;

Menimbang, bahwa ' untuk menguatkan ' dalil-dalii Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saudara Penggugat MUHAMMAD HILMAN
dan DODI AGUNG HARDIANTO, SE yang telah memberikan keterangannya
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi mengenal
Penggugat sekitar ditahun 2013 ketika diperkenalkan dan memperkenalkan diri
sebagai HR Manager dari Anyar Group yang kemudian Penggugat berkantor di

jalan A Yani Bandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat telah mengajukan
2 (dua) orang saksi yaitu LIA AMELIA dan DENI KUSANANDAR vyang telah
memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan,
bahwa Penggugat bekerja pada Anyar Group;
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Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisihan dalam perkara ini

telah diupayakan melalui proses mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan
dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung, telah mengeluarkan
Surat Anjuran Nomor : 567/6047-Disnaker. tertanggal 30 Agustus 2017, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat
formil gugatan sebagaimana Pasal 83 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim mendapatkan
fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian Kerja dan surat-surat yang pernah ditandatangani oleh
Penggugat kedudukannya adalah sebagai HR Manager dari Perusahaan
yang namanya Anyar Group;

- BahwaPenggugatjuga pemah menjabat HRD pada Hotel Kedaton

- Bahwa Tergugat yaitu PT. Anyar Retail Indonesia sesuai dengan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT ANYAR RETAIL INDONESIA tanggal 9
Desember 2014 nomor 5 dari Notaris Diana Indrawati Hermawan, SH. berdiri
sejak 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan
dan jawaban serta bukti-bukti surat dari kedua belah pihak maka jelaslah bahwa
perselisihan dalam perkara ini adalah perbedaan pendapat tentang kedudukan
jabatan Penggugat sebagai HR Managar dari Anyar Group dimana atas
pengakhiran hubungan kerjanya tanpa mendapatkan kompensasi dan hak-hak
lainnya, ‘'sementara ‘Tergugat berpendapat karena Penggugat bukan sebagai
karyawan atau pekerja dari Tergugat /PT. Anyar Ritail Indonesia tetapi seorang
Advokad yang memberikan jasa hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perkara a quo terlebih dahulu
Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan hubungan
kerja dan pengangkatan Penggugat sebagai HR Manager, bahwa berdasarkan
bukti P-2 dan P-3 yaitu surat pengunduran diri atas nama Moch Hilman dan Dady
Agung ditujukan kepada Mangasi Napitupulu, SH. (Penggugat) dengan jabatan
sebagai HR Manager Perusahaan Anyar Group dan bukti P-9 Surat Keterangan
ditandangani oleh Penggugat sebagai HR Manager Anyar Group yang stampel
perusahaan juga bernama Anyar Group, sedangkan bukti P-4 yaitu slip gaji atas
nama Dody Agung periode 28 Juni sampai dengan 27 Juli 2013 dimana dalam slip
gaji tersebut kedudukan Penggugat adalah dari bagian Personalia Anyar Group;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi penggugat

MUHAMMAD HILMAN yang menerangkan bahwa di dalam Anyar Group ada CV.
KSS (Kencana Sejati Sejahtera), PT. KSSM ( Kencana Sejati Sejahtera Mandiri),
dan tidak ada PT. yang bernama Anyar Ritail Indonesia (Tergugat);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-3 yaitu Pendirian Perseroan
Terbatas PT. ANYAR RETAIL INDONESIA tanggal 9 Desember 2014 nomor 5
(lima), di temukan fakta bahwa Tergugat yaitu PT. Anyar Ritail Indonesia baru
berdiri sejak Desember tahun 2014, sedangkan bukti slip pembayaran gaji dan
surat-surat pengunduran diri atas nama karyawan Anyar Gorup yang ditujukan
kepada Penggugat yang kedudukan jabatannya sebagai HR Manager Anyar
Group bukan sebagai HRD Manager PT. Anyar Ritail Indonesia (Tergugat) yaitu di
tahun 2013 dan tertanggal 3 April 2014 (vide bukti P-9), dengan fakta ini
membuktikan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih dulu dari
terbentuknya Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-4 tentang basic salary UMK 2014
Hotel Kedaton, dalam bukti tersebut didapatkan keterangan tentang posisi

Penggugat sebagai HR Managernya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 identik dengan bukti T-6 yaitu Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat No. 560/2396-
SK/Perlin tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kencana Satria Sejati
Mandiri, faktanya terhadap bukti ini telah dilampirkan penandatangan Penggugat
yang jabatannya adalah sebagai-HR Manager, fakta ini membuktikan Penggugat
kedudukannya tbukan ' dari. Perusahaan yang . bernama: PT. Anyar Ritail
Indonesia/Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pasal 1 angka (15) UU No. 13 tahun 2003

“

tentang ketenagakerjaan “ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah”, yang pada intinya dari ketentuan ini hubungan
kerja ini terjadi karena setelah adanya perjanjian antara pekerja dengan
pengusaha sebagai bentuk lahirnya atau terciptanya hubungan hukum setelah
adanya suatu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam hal ini

adalah antara Penggugatdengan Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya pada bukti surat-surat dan keterangan saksi-
saksi yang diajukan kedua belah pihak Majelis Hakim tidak menemukan bukti

adanya suatu perjanjian kerja antara Penggugatdengan Tergugat/PT. Anyar Ritail
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Indonesia dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai HR Manager PT. Anyar

Ritail Indonesia yang membuktikan bahwa Penggugat adalah HR Manager dari
PT. Anyar Ritail Indonesia /Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara
Penggugatdengan Tergugattidak mempunyai hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap
gugatan Penggugat dengan berpedoman pada Mahkamah Agung Rl melalui
putusan-putusan tetapnya yaitu putusan MA RI No. 294.K/Pdt/Sip/1971 tanggal 7
Juli 1971 yang memberikan kaidah hukum "Suatu gugatan perdata harus
diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum
dengan masalah yang disengketakan, dan bukan "orang lain". (Asas legitima
persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang
lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima”, dan
berdasarkan pada ketentuan pasal 50 UU No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja
antara pengusaha dengan pekerja”, maka dengan demikian jelas Penggugat
telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Majelis
Hakim berpendapat sudah tepat untuk menyatakan gugatan Penggugat
dinyatakan Error In Persona,;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan
Penggugat Error In Persona, maka sudah tepat terhadap gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), sehingga Majelis
Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara, tuntutan atas
hak-hak pesangon dan hak-hak lainnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat, dan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas dinyatakan
dikesampingkan karena tidak relevan dengan substansi materi dalam pokok

perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima,
maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum pula untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara, dan oleh
karena nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima
puluh jutarupiah) sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan jumlah biaya perkara

akan ditetapkan dalam amar putusan;
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Memperhatikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal-pasal dari Peraturan perundangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI
DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);

- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.
311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung
pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 dengan Majelis Hakim : DR. JONLAR
PURBA, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, ATMARI, S.H.,, MH dan SRI
WAHYUNI, S.H., masing—masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, dan
Putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariini Rabu,
tanggal 21 Februari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim -
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : YUNIAR ROHMATULLAH, SH.MH
Panitera Pengganti Pengadilan' Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas
IA Khusus Bandung serta tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan
dihadirioleh Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ATMARI, S.H., MH. DR. JONLAR PURBA, S.H., M.H.

SRIWAHYUNI, S.H.
Panitera Pengganti,

YUNIAR ROHMATULLAH, SH.MH.
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Perincian Biaya :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Administrasi : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp.220.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).
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PUTUSAN
Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam

tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
MANGASI NAPITUPULU, S.H. bertempat tinggal di Pratista
Timur | Blok A Nomor 21, RT 008 RW 015, Kelurahan Antapani
Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Drs. Sabar Sitorus, S.H., M.M,,
Advokat pada Kantor Hukum Drs Sabar Sitorus, S.H., M.M.,
berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. ANYAR RETAIL INDONESIA, diwakili oleh Direktur Utama
PT. Anyar Retail Indonesia, Steven Sumarli, berkedudukan di
Jalan Ahmad Yani Nomor 323, Bandung, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Ferdinand Siregar, S.H, M.H, dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum Ferdinand Siregar, S.-H.,
M.H, & Associates, berkantor'di'Jalan Jatmika Nomor 142, Kota
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei
2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:
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1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 juncto
Pasal 156, 157 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto
Permenaker 06 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan sejumlah
Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
dengan perincian sebagai berikut. yaitu:

a. Upah mulai Mei 2017 hingga desember 2017 adalah 8 x 9.000.000,00
= Rp72.000.000,00;

b. Uang pesangon adalah 2 x 5 bulan x Rp9.000.000,00
Rp90.000.000,00;

c. Uang penghargaan masa kerja adalah 2 bulan x Rp9.000.000,00
Rp18.000.000,00;

d. Uang penggantian hak cuti tahunan adalah 12/30 x Rp9.000.000,00 =
Rp3.600.000,00;

e. Uang penggantian hak yaitu 15% x (90.000.000 + 18.000.000) =
Rp16.200.000,00;

f. Tunjangan hari raya keagamaan adalah Rp9.000.000,00;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Subsidair:
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya:

- Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Gugatan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor
196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Bdg. tanggal 21 Februari 2018 yang amarnya
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
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- Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);

- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar
Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon
Kasasi pada tanggal 5 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon
Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret
2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi
Nomor 38/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan
tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
2 April 12018 yang 'merupakantbagian tidak. terpisahkan: dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat
untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Putusan
Majelis Hakim Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/201/PN-Bdg tanggal 21 Februari
2018 untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah Pemohon
Kasasi/Penggugat mulai Januari 2018 sebesar Rp9.000.000, (sembilan
juta rupiah) setiap bulan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat;

Dengan Mengadili Sendiri
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Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak-hak
Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 juncto Pasal 156, 157
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Permenaker 06 Tahun
2016 tentang THR Keagamaan sejumlah Rp208.800.000,00 (dua ratus
delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut.
yaitu:

a. Upah mulai Mei 2017 hingga desember 2017 adalah 8 x 9.000.000,=
Rp 72 .000.000,00;

b. Uang pesangon adalah 2 x & bulan x Rp9.000.000,00
Rp90.000.000,00;

c. Uang penghargaan masa kerja adalah 2 bulan x Rp9.000.000,00
18.000.000,00;

d. Uang penggantian hak cuti tahunan adalah 12/30 x Rp9.000.000,00 =
Rp 3.600.000,00;

e. Uang penggantian hak yaitu 15% x (90.000.000 + 18.000.000) =
Rp16.200.000,00;

f. Tunjangan hari raya keagamaan adalah Rp9.000.000,00;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah Pemohon
Kasasi/Penggugat mulai_Januari 2018 sebesar Rp9.000.000, (sembilan
juta rupiah) setiap'bulan-hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat;

4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex

Aequo et Bono);
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Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan
kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 April 2018 dan kontra
memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan
Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pekerja/HR Manajer Anyer Group yaitu PT.
Kencana Satria Sejati Mandiri sebagaimana terurai dalam bukti P-6 = T-6
tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kencana Satria Sejati
Mandiri;

2. Bahwa lagipula sesuai bukti T-3 sebagaimana telah dipertimbangkan J/F
Tergugat/Termohon Kasasi berdiri sejak 9 Desember 2014, sedangkan
Penggugat dalam surat gugatannya angka 1 menyatakan selaku HRD
Manager sejak tanggal 21 April 2013;

3. Adapun menurut Pemohon sesuai alat bukti tertulis P-1 dan saksi-saksi
merupakan pekerja dari- Termohon kasasi berkaitan . dengan PHP yang
bukan menjadi kewenangan Judex Facti sesuai Pasal 30 Undang Undang
Mahkamah Agung, dan lagipula -gugatan Penggugat kurang pihak,
semestinya selain menggugat Tergugat juga menggugat PT. Kencana
Satria Sejati Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi: MANGASI NAPITUPULU, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana
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ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MANGASI
NAPITUPULU, S.H. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada haricitu juga oleh. Ketua Majelis dengan dihadiri
oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meteraidie Rp 6.000,00
2Redaksi........ Rp 500000
3. Administrasi kasasi........... Rp489.000.00

Jumlah .................. Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H..M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002
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